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ABSTRAK

Nama : Getri Permata Sari
Program Studi : llmu Hukum
Judul . Tinjauan Yuridis Perjanjian Murabahah Sglha Bentuk

Pembiayaan Pada Bank Syariah: Analisis Perjanjiarabhhah Pembiayad&ime
Facility Dalam Bank X dengan PT. Z

Tinjauan Yuridis Perjanjian Murabahah sebagai Hemembiayaan pada Bank
Syariah merupakan suatu kebutuhan atas nasabahtigakgnau menggunakan
riba, latar belakang ini merupakan suatu kebutuhan arakgt Indonesia atas
pembiayaan yang berbasis syariah. Permasalaham dadd ini bagaimana
penerapan akad murabahah ditinjau dari segi dané gayi atauta’'wid dan
bagaimana tanggung jawab penyelesaian yang dilakolkedn Bank X apabila PT.
Z tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk mgearbaMetode yang
digunakan dalam skripsi ini menggunakan Peneliianmatif hukum. Dalam
Penelitian skripsi ini menganalisis perjanjian nfuadaah pembiayaan modal limit
fasilitas atau yang dikenal dengaime Facility dari segi dana ganti rugi daiba.
Memasuki tahun 2008 pihak Nasabah PT.Z mengalaatuskendala yakni tidak
dapat membayar tepat waktu, sehingga Bank X mengambdakan berupa
restructuring dan reschedulingsehingga aspek musyawarah harus diutamakan
sehingga tidak memberatkan masing-masing pik&le perpanjangan termasuk
dalam klasifikasi dana ganti rugi dawba, dan tindakanrestructuring dan
reschedulingupaya dalam hal nasabah agar mampu memenuhi kawaya.

Kata Kunci:
Fee Perpanjangan Murabahahjne Facility, Ta'wid, Perjanjian Murabahah
RestructuringReschedulingiba
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ABSTRACT

Name : Getri Permata Sari
Study Program : Law
Title :Analytical Review of Murabahah Agreement asFinancing

Form on Syaria’ Bank: Analysis of Murabahah Agreameith
System Facilities Line Facility between Bank XmRT. Z

Legal review as a form of Murabaha financing agreetwith Bank Syariah is a
need for customers who do not want to use usuiry,liéickground is a need for
the people of Indonesia over sharia-based finandihg problem in this case how
the application of murabaha contract terms of tigemnity fund or ta'wid and
how the responsibilities of the settlement madeBayk X if PT. Z can not
perform its obligation to pay. The method usedhis thesis using a normative
study of law. In this thesis research analyzed @abgeeement limits the capital
financing murabaha facility, known as Line Facility terms of compensation
funds and usury. Entering the year 2008 the CustoRIEZ experience a
constraint that can not pay on time, so that Bartkkés the form of restructuring
and rescheduling actions so that deliberative asgjenuld take precedence so as
not to burden each party. Renewal fee is includedthie classification of
compensation funds and usury, and the act of @sting and rescheduling
efforts in terms of customers being able to meesliligations.

Key words:
Fee Extension MurabahahLine Facility, Ta'wid, Murabahah Agreement
RestructuringReschedulingusury
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kebutuhan manusia yang sangat bangae#tangkan
dihadapkan dengan alat pemuas yang terbatas, mesuaia masalah yang harus
dipecahkan. Salah satu dari masalah itu adalah emangkebutuhan akan
pinjaman modal atas suatu pembiayaan. Masalahdak toerhenti pada disini
saja, seorang nasabah tentunya harus memilih meamidari bank konvensional
atau bank syariah. Dalam hal ini nasabah harus etengi perbedaan prinsip
antara bank konvensional dan bank syariah.

Pada dasarnya bank yang berdasarkan prinsip sya@aahbank syariah atau
bank Islam, seperti halnya bank konvensional, &djaiga berfungsi sebagai suatu
lembaga intermediasiintermediary institutiolp yaitu mengerahkan dana dari
masyarakat dan menyalurkan kembali dana terselpadiee masyarakat yang
membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaarbe@laannya adalah bank
syariah melakukan kegiatan usahannya tidak beik@sdunga atau bebas bunga
tetapi berdasarkan prinsip pembagian keuntungankdeugian profit and loss
sharing principleatau PLSprinciple).

Dalam perkembangannya, akad pembiayaan syariabaingat menarik bagi
nasabah. Menarik disini karena kedudukan antargegbela dana dengan bank
syariah menjadi mitra. Kegiatan pembiayaan syadalam bank syariah disini
tentunya bebas daiRiba, Gharar dan Maysir. Rib& adalah tambahan yang

'Sutan Remy Sjahdeini,Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek
Hukumnya (Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset, 2010), 3@l.

1
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dikenakan untuk transaksi pinjaman uang yang diperpkan dari pokok
pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atsud pakok tersebut,
berdasarkan tempo waktu dan diperhitungkan secast @i muka berdasarkan
persentase. Gharar sendiri memiliki pengertian transaksi yang objek
perjanjiannya tidak jelas, tidak dimiliki, tidakk#itahui keberadaannya, atau tidak
dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukaraketiatur lain dalam syariah.
Maysir adalah transaksi yang digantungkan kepada suatiake yang tidak pasti
dan bersifat untung-untungan.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan disini banyaktuknya, seperti
akad Murabahah, Istishna’, Mudharabah, Musyarakah Ighrah. Dalam skripsi
ini akan mengkhususkan dalam Murabahah. Murabamatiituangkan kedalam
suatuline facility, hal ini merupakan salah satu cara, bukan satuesah dengan
menggunakaiine facility. Perjanjian Pembiayaan Plafon berjenjang ini dika
oleh Bank X terhadap nasabah PT. Z. Hal ini diganakntuk menggunakan
fasilitas pendanaan alat pengeboran minyak di Sansslatan.

Dalam penelitan awal, Penulis mendapatkan kesampatuntuk
mewanwancarai salah satu Direktur keuangan untukcame tahu mengapa
menggunakan fasilitas pembiaydare facility Murabahah ini. Salah satu alasan
digunakannya fasilitas ini mendapatkan keringanatulu membayar, bentuk
keringanan ini pihak Bank X lebih fleksibel dalanal hpembayaran yang
disesuaikan dengan kemampuan nasabah untuk memiazayhan. Serta tidak
menggunakan bunga atdba yang secara tinggi berubah dari tahun ke tahun.

Berbeda hal dalam hal PT. Z tersebut tidak dapanhlagar tepat waktu,
sehingga memunculkan suatu akibat hukum yakni musicatu restructuring
reschedulingdan fee perpanjangan. Ketiga hal ini akan menarik untuielidi
lebih lanjut oleh Penulis.

Para pihak dalam akad murabahah ini adalah Bank axgytelah

berpengalaman dalam memberikan suatu pembiayaanal mactuk suatu

2 Ibid, hal. 158-161.
% Ibid.
4 bid.

Universitas Indonesia
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kegiataan modal perusahaan. Bank X sendiri mempukyideria dalam
memberikan suatu fasilitas pembiayaan untuk peasaimisalnya dalam hal ini
membedakan perusahaan yang baru berdiri dengasgb@an yang sudah lama
berdiri. Pihak yang menjadi pemohon bantuan penalgiayakad murabahah ini
adalah PT. Z. PT. Z ini telah berdiri sejak tahud73. Mempunyai daftar
perjalanan yang panjang dalam perusahaan selamatatam 1975. Akad
murabahah yang dibuat antara Bank X dengan PTi ehémiliki jangka waktu
sejak tahun 2004 sampai dengan pelunasan akad amatalhingga tahun 2011,

dikarenakan suatu perpanjangan dan addendum akadj@s murabahah.

1.2 Pokok Permasalahan
Adapun yang menjadi pokok permasalahan dari peelgkripsi ini
adalah:
1. Bagaimana penerapan akad murabahah pada perjami@nfacility

ditinjau dari segi dana ganti rugafwid) danriba?

2. Bagaimana Tanngung jawab penyelesaian yang dilakBeak X apabila
PT. Z tidak dapat melaksanakan kewajibannya unteinbayar?

1.3 Tujuan Penedlitian

Tujuan umum yang ingin dicapai dari pelaksanaameptian ini menelaah
lebih  lanjut kegunaan produk perjanjian murabahaddap bank syariah
dikarenakan bank syariah mempunyai karakteristietediri dalam menjalankan
akad-akadnya. Menambah wawasan mahasiswa hukumnaggadi luas dan
kritis dalam melihat perkara-perkara syariah, @ma produk perjanjian syariah
murabahah.

Tujuan khusus dari hal ini untuk mengetahui pepemeakad murabahah pada
perjanjianline facility yang merupakan produk pembiayaan antara Bank ¥asen
PT. Z ditinjau dari segi ganti rugtalwid) danriba. Serta untuk mengetahui
penyelesaian yang dilakukan oleh Bank X apabildausnasabah bank tidak dapat
melaksanakan kewajiban untuk membayar secara vegieti. Diharapkan agar

memperoleh gambaran utuh mengenai aspek pembiagwaeabahah. Sehingga

Universitas Indonesia
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nantinya akan menambah pengetahuan civitas akadbaiis mahasiswa, dosen

pengajar dan pihak-pihak lain.

1.4 Definisi Operasional
Untuk menghindari kesalahan memahami dalam tulisamaka ada baiknya

Penulis akan mendefinisikan istilah sebagai beakhi:

a. Akad
“Perjanjian yang sering disebut dengan akad meapakiatu perbuatan
yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih barklan persetujuan
masing-masing. Dengan kata lain akad adalah parikahtarajab dan
kabul secara yang dibenarkan syara’, yang menetapkaetppr@sn kedua
belah pihak.®

b. Pembiayaan Murabahah
“Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskaga haglinya
kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan hamgg lebih
sebagai keuntungan yang disepaKati”

c. Line Facility atau Limit Pembiayaan Sistem
“Suatu bentuk fasilitas dengan plafon pembiayaaguie dalam jangka
waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prirssigriah. Pembiaran
fasilitas ini dapat diberikan atau dilaksanakardbaearkan Wa’'ad®.

d. Wa'ad
“Kesepakatan atau janji dari satu pihak dalam haladalah Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain (nasabatyk melaksanakan
sesuatu yang dituangkan ke dalam suatu dokumemorandum of
Understanding dengan hal inMWa’ad bukan suatu akad atau perjanjian
yang dibuat dan mengikat kepada dua pitfak”.

® Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiegiengantar Figih Muamalat Cetakan
Pertama Edisi Kedua, (Semarang: Pustaka Rizki R99&), hal. 28.

® Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang PerbaSkamiah, penjelasan pasal 19
hurud d, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@82Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4867, Indonesia.

" Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 45/DSN-MUIOBS, tentangline Facility
2005.

8 Ibid.
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e. Ta'wid
“Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yaeggdn sengaja atau
karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimplang ketentuan
akad dan menimbulkan kerugian pada pihak 13in”.

f. Restructuring
“Perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara hagliputi:
penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank, korakasi Pembiayaan,
konversi Pembiayaan menjadi surat berharga sydrafangka waktu
menengah, dan/atau konversi Pembiayaan menjadiegeap modal
sementara pada perusahaan nasabah, yang dapataididengan
reschedulingataureconditioning®

g. Rescheduling
Perubahanjadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka
waktunya®

h. Riba Nasi'ah
Tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena pen&aggdalam
pembayaran yang diperjanjikan sebelumtfya.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan persyaratan yang penfimtuk menjawab
permasalahan yang timbul dari latar belakang mhsaglanelitian skripsi ini
memerlukan serangkaian penelitian guna memperotalgan atas pokok
permasalahan yang timbul. Metode penelitian bedungtuk mengarahkan
penelitian ini.

Penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis nafmetuk menambah
wawasan Penulis mengenai teori-teori dasar yarfgubangan dengan penelitian.

Disebut juga bentuk penelitian yuridis normatif dima “Penulis mengarahkan

° Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/.DSN-MUIN2004, tentangGanti Rugi
2004.

19 pasal 1 ayat (7) huruf ¢ , Peraturan Bank Indend&imor 13/9/PBI/2011 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor [MB1R2008 tentangRektrurisasi
Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

1 1bid, huruf c.

12 Wirdyaningsihet. al Bank dan Asuransi Islam di Indones@etakan ke-3, (Jakarta:
Kencana, 2005), hal. 36.
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penelitian pada hukum positif dan norma tertulis’Dalam hal ini adalah
Undang-undang No. 7 tahun 1992 jo Undang-undanglRdahun 1999 tentang
Pebankan, Undang—-undang No. 21 tahun 2008 tentarmgfkan Syariah, Fatwa
Dewan Syariah Nasional Nomor 45/DSN-MUI/11/2005 teerg Line Faciliy.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/.DSN-MUI/XA004, tentang Ganti
Rugi 2004. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/RBIl Tentang Perubahan
Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/20&8tang Rektrurisasi
Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakangenelitian diagnostik,
dimana Penulis “melakukan penyelidikan untuk meatlgn keterangan
mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala etsrdpa gejala® Dalam hal
ini, Penulis melakukan penyelidikan mengenai setsiab terjadinya
permasalahan mengenai “Tinjauan Yuridis Perjanflamabahah Sebagai Bentuk
Pembiayaan Pada Bank Syariah: Studi Analisis Be&ran Murabahah
Pembiayaathine Facility Antara Bank X Dengan PT. Z".

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakaa pienelitianproblem
solution dimana Penulis “bertujuan memberikan jalan kelwau saran
pemecahan permasalahahDalam hal ini, Penulis akan berusaha mencari jalan
keluar dari permasalahan “Tinjauan Yuridis PerpmjiMurabahah Sebagai
Bentuk Pembiayaan Pada Bank Syariah: Studi AnaRgganjian Murabahah
Pembiayaanhine Facility Antara Bank X Dengan PT. Z".

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunaka@ pienelitian terapan,
dimana Penulis “bertujuan memecahkan permasalalemadyarakatan yang
sifatnya praktis™® Dalam hal ini, Penulis akan memberikan solusi miala

memecahkan permasalahn praktis dalam “Tinjauand¥uRerjanjian Murabahah

13 Sri Mamudii,et. al., Metode Penulisan dan Penulisan Hukdakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), ifal.1

“Ibid.

!5 Soerjono Soekant®engantar Peneltian Hukurfiniversitas Indonesia Press: Jakarta,
1986), hal. 10.

18 |pid. hal.11.
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Sebagai Bentuk Pembiayaan Pada Bank Syariah: SRodiisis Perjanjian
Murabahah Pembiayadmne Facility Antara Bank X Dengan PT. Z".

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakaa pienelitianproblem
solution dimana Penulis “mendasarkan penelitianya berdasgpada satu jenis
ilmu pengetahuan, dengan menerapkan metode yangd#aksanakan oleh ilmu
yang bersangkutari”.Dalam hal ini Penulis, menggunakan satu ilmu p&ige&an
yakni Monodisipliner.

Penelitian akan menggunakan data sekunder, yaituydag didapatkan dari
kepustakaan dengan cara membaca peraturan perumddaggan, buku-buku,
majalah, artikel, atau bahan-bahan lain yang benhgdn dengan penelitian yang
dapat membantu Penulis dalam melakukan Penelitian.

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang kengvieliputi
peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian Pa@nulis menggunakan
peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang MNdéahun 1992 jo
Undang-undang No. 10 tahun 1999 tentang Pebankadang—undang No. 21
tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DewariaB Nasional Nomor
45/DSN-MUI/11/2005 tentangLine Faciliy. Fatwa Dewan Syariah Nasional
Nomor 43/.DSN-MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi 200 Peraturan Bank
Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahans Akeraturan Bank
Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Rektruriszsmbiayaan Bagi Bank
Syariah dan Unit Usaha Syariah

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasamgema bahan
hukum primer berupa buku-buku, artikel, makalahase@ata-data lainnya yang
mendukung penelitian ini. Sumber sekunder dalanelgem ini yaitu buku-buku
mengenai Pebankan ekonomi syariah, Akad perjatjlarabahah, Akad Bank
syariah, serta sumber tertulis lainnya yang masitkéitan dengan permasalahan
yang akan diteliti.

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang membep&amjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahamrhgekunder. Penulis

7 | bid.
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menggunakan kamus Bahasa Indonesia, dan kamus &Bdhggris sebagai
pedoman penelitian.

Penelitian akan menggunakan studi dokumen seb&ggrengumpulan data,
dimana “studi dokumen dipergunakan untuk mencata daekunder®® Studi
dokumen ini bertujuan untuk mempelajari pengetalpengetahuan dasar
mengenai perjanjian murabahah dari berbagai liiergang ada. Dalam studi
dokumen. Penulis berusaha menghimpun sebanyak nmubgkbagai informasi
yang berhubungan dengan perbankan ekonomi syaalkatd murabahah, serta
hubungan antara pihak Bank X dengan PT. Z dikaitlemgari_ine Facility serta
dianalisis menggunakan sudut pandang dana gantdanyiba, tidak lupa juga
menganalisis tindakan pembiayaan bermasalah yalastructuring dan
rescheduling Dengan demikian, diharapkan dapat mengoptimalkansep-
konsep dan bahan teoritis lain yang sesuai konpeksnasalahan penelitian,
sehingga terdapat landasan yang dapat lebih mementarah dan tujuan
penelitian.

Menggunakan pendekatan kualitatif yang “menghasilldata deskriptif
analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasarareljian yang bersangkutan
secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyataBahan penelitian yang sudah
terkumpul akan dianalisis sesuai dengan peratusrnnpang-undangan yang
berlaku, yang akan dikomparasikan dengan kenysiaagm ada pada prakteknya.

Sesuai dengan tiggroblem solutionmaka bentuk hasil laporan penelitian ini
akan berupa laporan yang menilai program yang sudiddksanakan dan

menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.

1.6 Kegunaan Teoritisdan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegurizeik secara teoritis
maupun secara praktis. Kegunaan teoritis yang dinthkdalah untuk mendalami
dan menambah pengetahuan tentang aspek hukum jerjetam di Indonesia

bagi pembaca. Khususnya untuk civitas akademiserjosiahasiswa Fakultas

'8 Sri Mamudii,op. cit.,hal. 6.

19 Sri Mamudii,op. cit.
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Hukum Universitas Indonesia, serta pihak-pihak.|&@&dangkan kegunaan praktis
adalah diharapkan untuk menggali lebih dalam ddlahapa saja yang harus ada
dalam perjanjian murabahah dilengkapi dengan gtedanjian murabahah antara
Bank X dengan PT. Z.

1.7 Sistematika Pendlitian

Untuk memberikan kemudahan dalam pembahasan damahpeman dari
skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjifviurabahah Sebagai Bentuk
Pembiayaan Pada Bank Syariah: Studi Analisis BHe&ran Murabahah
Pembiayaar.ine Facility Dalam Bank X Dengan PT. Z” maka Penulis menyusun
sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab satu membahas mengenai Latar Belakang, PawokaBalahan, Tujuan
penelitian, Definisi Operasional, Metode peneliti@ang digunakan, serta uraian
mengenai Sistematika penelitian skripsi ini.

Bab dua membahas mengenai tinjauan umum terha@apnalirabahah yang
ditinjau dalam Islam yakni: Hadis dan al-quarn, AkRdurabahah sendiri ditinjau
dalam Fatwa dan Perundang-Undangan yang ada, Akachbghah dalam
Kehidupan praktek.

Bab tiga membahas mengenai mekanisme pembiayaatumehnk syariah
dengan menggunakan akad Murabahah dilanjutkan denmageluarkan akad
Line Facility, prosesLine Facility seperti wa'ad dan akad. Dan pembahasan
tindakan pembiayaan bermasalah segaftvid, sanksi penundaan bagi nasabah
yang mampu membayar, fatwa dan mengenai rasio @angan, Tanggung
Jawab dalam akad, daiba dalam prespektif hukum Islam.

Bab empat membahas perjanjian pembiayaan Murabddmadian para pihak
Bank X dengan PT. Z dalam hal ini juga akan diamalsubjek hukum antara
Bank X dengan PT. Z berserta objek hukum, yakniepgman akad murabahah
pada perjanjiatine facility ditinjau dari segi dana ganti rugia{wid) danriba.
Serta tanggung jawab Pihak Nasabah PT. Z dalanpdrabiayaan bermasalah
dalamline facility murabahah antara Bank X dengan PT. Z.

Bab lima berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulandise merupakan
pembahasan dari materi ulasan dan merupakan javpetbak dari permasalahan

yang disampaikan sebelumnya. Sedangkan saran miypakan saran yang
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Penulis mengenai perjanjian Murabahah, aspek yubdgaimana murabahah itu
sendiri dan saran yang berguna bagi masyarakatskrés pemerintah mengenai

aspek perjanjian Murabahah itu sendiri.
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BAB 2
PERJANJIAN MURABAHAH

2. TINJAUAN UMUM
2.1 Hukum Perjanjian Islam

Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Aralstildinkan dengan
Mu’ahadah ltifa’, atauAkad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak,
perjanjian atau persetujuan yang artinya adalatusperbuatan dimana seorang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseomingatau lebilf°

Dalam Al-Quran sendiri setidaknya ada 2 (dua)aktyang berkaitan dengan
perjanjian®! yaitu kataakad (al-‘agadu) dan kata‘ahd (al-‘ahdu), Al-Quran
memakai kata pertama dalam arti perikatan ataamjajf>, sedangkan kata yang
kedua dalam Al-Quran berarti masa, pesan, penyemagm dan janji atau
perjanjian?® Dengan demikian istilah akad dapat disamakan derigtlah
perikatan atawerbintenis sedangkan kata Al-‘ahdu dapat dikatakan samaateng
istilah  perjanjian atauovereenkomst yang dapat diartikan sebagai suatu
pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atakiriengerjakan sesuatu, dan
tidak ada sangkut-pautnya dengan kemauan pihakJami hanya mengikat bagi
orang yang bersangkutah.

Dilihat dari penelitian diatas dapat dikatakan bahwerjanjian harus
merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bentujuntuk saling mengikatkan
diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalaatushal yang khusus setelah
akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan #@miakad diwujudkan dalam

%0 Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubisjkum Perjanjian Dalam Islam
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 1.

2l Mariam Darus Badrulzamaet..al Kompilasi Hukum Perikatan(Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2004), hal. 247.

22 Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1.
2 Al-Quran Surat An-Nahl ayat 91 dan Al-Isra’ aydt 3

24 Fathurahman Djamilet.al Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum
Perikatan (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 28.
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ijab dan gabul yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara tifdiéd
terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua beldbk yang harus sesuai
dengan kehendak syariah. Artinya bahwa selurutkgtan yang diperjanjikan
oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggapapabila secara keseluruhan
tidak bertentangan dengan syariah Islam. Denganyadg@b dan kabul yang
didasarkan pada ketentuan syariah, maka suatu akia@d menimbulkan akibat
hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya penah kepemilikan atau
pengalihan kemanfaatan dan seterusnya.

Sementara itu Ahmad Azhar Basyir, memberikan dsfimkad sebagai
berikut, akad adalah suatu perikatan antgab dan kabul dengan cara yang
dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibagtakukum pada objeknya.
ljab adalah penyertaan pihak pertama mengenai isigiarnkyang diinginkan,
sedangkakabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerim&hya.

Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam Undamigsum Nomor 21 tahun
2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 1 angkari8 hdikatakan bahwa akad
adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dtat Usaha Syariah atau
Unit Usaha Syarih dan pihak lain yang memuat addrafadan kewajiban bagi
masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad adp&fanjian yang
menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah shak plan hak bagi pihak lain
atas prestasi tersebut, dangan atau tanpa melaku@raprestasi. Kewajiban
bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak leigitu juga sebalikny?.

Sedangkan menurut Hukum perjanjian dalam konteksirubarat diatur
dalam ketentuan Buku III Kitab Undang-undang Hukirardata atau lazim
disingkat dengan KUHPerdata tentang perikatan. Padal 1313 KUHPerdata

dengan judul “Tentang Perikatan-Perikatan yanghdkan dari Kontrak atau

“Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam
(Yogyakarta: Ull Press, 2000), hal. 65.

%6 Abdul Ghofur AnshoriHukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Reguldan
Implementasi(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 24.
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Perjanjian”. Menyatakan bahwa “suatu perjanjianladauatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinyaatih orang lain atau lebfi”

Setiap perjanjian agar secara sah mengikat bag pdrak-pihak yang
mengadakan harus memenuhi syarat sahnya perjaygiag,harus tertuang dalam
pasal 1320 KUHPerdata, diantaranya adalah perllkegepakatan antara para
pihak (asas konsensual), kecakapan bertindak daa pihak, adanya objek
tertentu, dan mempunyai kausa yang Hlal.

Dianggapnya tidak ada kesepakatan kalau didalantey@apat paksaan
(dwang, kekhilafan ¢@waling, maupun penipuanbédrog. Dalam pasal 1330
KUHPerdata disebutkan mengenai siapa-siapa yaryg haleum dianggap tidak
cakap, yaitu: anak yang masih dibawah umur, oramg ilang (ditaruh dibawah
pengampuan), orang yang boros, dan istri dari sugamg tunduk pada
KUHPerdata. Mereka itu didalam bertindak harus #ilvaleh orang tua, wali
atau kuratornya. Sedangkan mengenai istri berdasakktentuan Surat Edaran
Mahkamah Agung No. Il tahun 1963 sudah termasu&n@ryang cakap
melakukan perbuatan hukum secara mangiri.

Objek perjanjian harus tertentu atau minimal dagitgntukan. Selain itu
segala sesuatu yang menjadi objek perjanjian tluzkh bertentangan dengan
Undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umuang y berlaku
dimasyarakat. Kemudian bahwa suatu perjanjian ydibgiat dilarang tanpa
sebab, membuat sebab yang palsu, ataupun sebablij@agg®

Konsekuensi yuridis jika salah satu syarat tidalpatladipenuhi adalah
kebatalan dari perjanjian yang bersangkutan, bapatidibatalkan maupun batal
demi hukum. Sedangkan konsekuensi yuridis dariapggn yang sah adalah
mengikat bagi para pihak seperti layaknya Undardpog yide Pasal 1338

KUHPerdata), disamping itu juga menjadikan paraakitvajib melaksankannya

%" Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaj&erikatan yang Lahir dari Perjanjian(Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 7.

8 Abdul Ghofur AnshoriQp.Cit, hal 7.
#bid, hal. 8.
% Ibid.
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dengan itikad baik dan tidak bisa memutuskan pgaj@antersebut secara

sepihak®

2.1.1 Keabsahan Perjanjian Menurut Hukum Islam

Apabila di lihat dari hukum Islamnya, subjek petd@ atau lazim disebut
denganAl-Agidain, dalam hal ini adalah para pihak yang melakukaadak
Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertefatug dalam hal ini melakukan
hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalalaga&ibsubjek hukum. Subjek
hukum sebagai pelaku perbuatan hukum sering Kkalitikikn sebagai pihak
pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum inireddiri dua macam, yaitu
manusia dan badan hukudn.

Manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pyalg sudah dapat
dibebani hukum yang disebut dengankallaf Mukallaf adalah orang yang telah
mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubudgagan Tuhan maupuan
dalam kehidupan sosial. KatdUkallaf’ berasal dari bahasa arab yang berarti
“yang dibebani hukum?”, yang dalam hal ini adalabng-orang yang telah dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapah ST baik yang terkait
dengan perintah maupun larangan-larangan-Rlya.

Dalam Islam meskipun tidak diatur secara khususgaeai badan hukum,
namun terlihat beberapa dalil menunjukkan adanydamahukum dengan
menggunakan istilakal-syirkah seperti yang dicantum dalam QS. An-Nisaa
(4):12, QS. Shaad (38):24, dan hadists Qudsi. F@8a An-Nisas (4): 12,
disebutkan: “Tetapi jika saudara-saudara seibuletih dari seorang, maka
mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...”. F8&haad (38):24, bahwa
“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang Yyemgnan berserikat itu
sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian Igamgkecuali orang-orang

yang beriman..”. Pada hadists Qudsi riwayat Abu dhwan al-Hakim dari Abu

%1 | bid.

% Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Bailiktukum Perikatan Islam di
Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 51.

33 | bid.
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Hurairah, bahwa Nabi Muhammad bersabda: “ Aku Addhalah pihak ketiga dari
dua orang yang berserikat, sepanjang salah seodang keduanya tidak
berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseoranghiserlat tergadap lainnya, maka
aku keluar dari keduanyA.

Dalam hukum Islam sendiri, memiliki suatu kriteti@atuk menilai sahnya
suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syaaat shatu akad. Rukun adalah
unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu gealstiwva dan tindakan.
Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada sesulatu hal, peristiwa dan
tindakan terseb’dt Rukun akad yang utama adal@b dangabul Syarat yang
harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek diai dari suatu perjanjian.
Akad sendiri memiliki empat rukun, yakni adanya derang atau lebih yang
melakukan akad (Subjek Hukum), objek akad, tujukkedadan lafazhshigha)
akad, yaitu®®

1. Dua Pihak atau lebih yang Melakukan Akad (Subjekikh).
Dua orang atau lebih yang melakukan akad ini addlehorang atau lebih
yang secara langsung terlibat dalam akad. Keduaahbgbihak
dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melak akad sehingga
akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujud aermpberapa hal
berikut:
Pertama, kemampuan membedakan yang baik dan yamndy, byakni
apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagigbatlan tidak dalam
keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dsgniglipt atau bangkrut
total, tidak sah melakukan perjanjian.
Kedua, bebas memilih. Tidak sah akad yang dilakukesang yang
dibawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Mysalorang yang

%4 |bid, hal. 58.

% Fathurahman Djamit. al Op Cit, hal. 252.

%Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlijkih Ekonomi Keuangan Islam
Terjemahan(Jakarta: Darul Hag, 2008), hal. 27-28.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis ..., Getri Permata Sari, FH Ul, 2012



16

berhutang dan perlu pengalihan hutangnya, atawogramg bangkrut, lalu
dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutupirtgutga.

Ketiga, akad itu dapat dianggap berlaku bila tidetdapatkhiyar (hak
pilih). Sepertikhiyar syarath( hak pilih menetapkan persyaratakb)jyar
ar-ru’yah (hak pilih melihat) dan sejenisnya.

Syarat tidak menyalahi hukum syariah yang disepalttnya, dalam
konteks hukum adat dikenal dengan asas terangalamdukum perdata
barat dikenal dengan kausa yag halal. Syarat hedaskesepakatan atau
konsensualisme dalam hukum barat dikenal dalamrhuperjanjian Islam
dengan harus sama ridha dan ada pilihan, dan tersjdrat harus jelas
dan gamblang tercakup dalam KUHPerdata dikenalalengjek tertentu.

Perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukuamlshempunyai
dua macam konsekuensi yuridis. Pertama, bahwa njiarja harus
dilaksanakan oleh para pihak dengan sukarela dagadeitikad baik.
dalam hal perjanjian tidak dilaksanakan oleh sakn pihak atau terjadi
wanprestasi, maka memberikan hak kepada pihakuatok menuntut
ganti kerugian dan/atau memutuskan perjanjian mielglengadilan.
Kedua, bahwa perjanjian yang diabaikan oleh saddih pihak, maka ia
akan mendapatkan sanksi dari Allan SWT diakhiratakke Hal ini
menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh oramgslim

mempunyai implikasi baik didunia maupun diakhirabt.

. Objek Akad ( Transaksi)

Yakni barang yang dijual dalam akad jual beli, atsesuatu yang

disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Dalaninhgliga ada

beberapa syarat sehingga akad tersebut dianggap sah

a. Barang tersebut harus suci ataupun meskipun rmaga, dibersihkan.
Oleh sebab itu, akad usaha ini tidak bisa dibekakyada benda najis
secara dzati, seperti bangkai. Atau benda yangnerkajis namun
tidak mungkin dihilangkan najisnya, seperti cukesLs atau benda cair

sejenis yang terkena najis.
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b. Barang tersebut harus bisa digunakan dengan caradiayariahkan,
karena fungsi legal dari satu komoditi menjadi daski dan harga
komoditi tersebut. Segala komoditi menjadi yangkitherguna seperti
barang-barang rongsokan yang tidak dapat dimargaatkatau
bermanfaat tetapi untuk hal-hal yang diharamkapgeidie minuman
keras dan sejenisnya, semua itu tidak dapat digddsplikan.

c. Komoditi harus bisa diserahterimakan. Tidak sahjoararang yang
tidak ada, atau ada tapi tidak bisa diserahterimakarena yang
demikian itu termasugharar, dan itu dilarang.

d. Barang yang dijual harus merupakan milik sempuma arang yang
melakukan penjualan. Barang yang tidak bisa dimitidak sah
diperjual belikan.

e. Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukigad jual beli
bila merupakan barang-barang yang dijual langsttagus diketahui
ukuran, jenis, dan kriterianya apabila barag-ban&mderapa dalam
kepemilikan namun tidak berada di dalam lokasiga#si.

Setiap akad yang dibuat oleh para pihak atau subj4um pasti
memiliki tujuan tertentu, sebagaimana halnya dialalam KUHPerdata
yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa gisstatu kuasa
dianggap tidak ada, atau batal demi hukum. Hal pserjuga terjadi
didalam Hukum Perjanjian Islam. Bahwa setiap akad perjanjian yang
dibuat harus senantiasa memiliki tujuan yang jedas) satu lagi rambu-
rambu yang harus diperhatikan yaitu jangan samgdéamggar ketentuan-

ketentuan syarak.

. Tujuan Akad.

Mengenai tujuan akad ini KH. Ahmad Azhar Basyir,ngemukakan
bahwa tujuan suatu akad harus jelas dan dibenasledn syarak, serta
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telda atas pihak-
pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakmpm@aninya hendaknya
baru ada pada saat akad diadakan.
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2. Tujuan harus berlangsung adanya sehingga bengkhakad.

3. Tujuan akad harus dibenarkan syarak

4. Lafazh Shigha} Akad

Dalam hal ini yang dimaksud adalah pengucapan akiathh ungkapan
yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akadikumbenunjukkan
keinginan yang mengesankan bahwa akad itu harugyandong serah
terima (jab-gabul). ljab adalah ungkapan penyerahan barang dalam hal ini
diungkapkan lebih dahulu dangabul (penerimaan) diungkapkan
kemudiari’. Definisi lain kata sepakat, atau dalam istilaAr@ahljab gabul
harus dinyatakan secara tegas dalam akad. Katkadep@&rupakan kunci
utama yang melandasi setiap akad, seperti halnysepl&atan yang
dimaksud dalam hukum posifffAdapun syarat-syarat yang harus dipenuhi
agarijab gabulmempunyai akibat hukur?:

a. ljab danqgabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangny
telah mencapai umutamyiz yang menyadari dan mengetahui isi
perikatan yang diucapkan sehingga ucapannya ituarbdssnar
menyatakan keinginan hatinya dengan kata lain alilak oleh orang
yang cakap melakukan tindakan hukum.

b. ljab dangabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek
perjanjian.

c. ljab dan gabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis
apabila dua belah pihak sama-sama hadir.

Setelah mengentahui mengenai Hukum Perjanjian Jsldatam hal ini
Penulis akan mencoba menguraikan mengenai penanjirabahah. Perjanjian
murabahah ini sendiri merupakan salah satu pesjariglam, yang mempunyai

rukun dan syarat yang mirip dengan perjanjian Igbacia umumnya.

37 | bid.

% Irma Devita Purnamasari dan SuswirnarAkad Syariah Cetakan |, (Bandung: PT.
Mizan Pustaka, 2011), hal. 39-45.

%9 Ahmad Azhar BasyirQp cit, hal. 66.
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2.2 Perjanjian Murabahah

Menurut pemikiran Sutan Remy Sjahdeini, beliau na¢gigan bahwa:

Murabahah adalah suatu jasa atau produk pembiaya@m diberikan oleh
suatu lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip byflemmbaga pembiayaan
syariah) kepada nasabahnya yang membutuhkan daresaensuatu barang
tertentu. Dalam hal ini, lembaga pembuatan sydaesebut memberikan fasilitas
pembiayaan dengan mendasarkan pada pembelian bameetput yang harus
dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga tersebut damasok barang. Setelah
secara yuridis kepemilikan barang tersebut beddiintangan pemasok ke tangan
lembaga pembiayaan syariah tersebut, maka selgajuembaga pembiayaan
syariah tersebut, maka selanjutnya lembaga pemdasgariah tersebut menjual
barang tersebut kepada nasabah. Lembaga pembisya@ah yang bersangkutan
menambahkan keuntungan tertentu diatas harga ki darang tersebut.
Keuntungan tersebut harus disepakati di awal aidanhaga pembiayaan syariah
dan nasabah sebelum lembaga pembiayaan syariatagdabah tersebut membuat
akad atau perjanjialf.

Definisi lain yang digunakan agar memperjelas mainal ini adalah dengan
mengutip pendapat dari Wirdyaning&hal dalam bukunya Bank Asuransi Islam

di Indonesia, beliau mengatakan bahwa:

Pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan berupag#adadana yang
dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengawajiban
mengembalikan talangan dana tersebut seluruhngenbighmargin keuntungan
Bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperatedrgin keuntungan berupa
selisih harga beli dari pemasok dengan harga jaakBepada nasabéh.

Definisi lain yang memuat tentang murabahah ditaleh Brian B. Kettell,

dalam buku berjuduhtroduction to IslamiBanking and Finance

Murabaha is a term of Islamic Figh (Islamic Jurisplence). It refers to a
particular kind of sale having nothing to do withdncing, in its orginal sense. If
a seller agrees with the purchaser to provide hiithhva specific commodity with
a certain profit being added to his cost, it is Mbaha transaction. The basic
ingredient of murabaha is that the seller disclodesactual cost he has incurred

40 Sutan Remy Sjahdeir@p.Cit, hal. 180.

“1 Wirdyaningsihop.Cit, hal.106.
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in acquiring the commodity, and then adds someitgtadreon. This profit may be
in a lump sum form form or may be based ona p 2

Tidak lain pengertian diatas adalah murabahah erupakan suatu penalaran
figih. jika penjual setuju dengan pembeli untuk yemfiakan suatu barang dengan
komoditas tertentu dengan keuntungan tertentu yditgnbah dengan biaya
keuntungan yang dimasukan dalam biaya, ini adataisaksi murabahah. Dasar
dari suatu murabahah adalah penjual mengungkapb@arss terbuka mengenai
suatu biaya yang sebenarnya yang ia telah keluatitam proses memperoleh
komoditas barang tersebut ditambah dengaargin Keuntungan ini dihitung
dalamlump sumataupun berdasarkan suatu persentase tertentu.

Menurut penjelasan dalam Undang-undang No. 21 taP@@8 tentang

perbankan syariah dalam pasal 19 ayat (1) huruf d:

Yang dimaksud dengan “Akatiurabahah” adalah Akad Pembiayaan suatu
barang dengan menegaskan harga belinya kepada Ipedde pembeli
membayarnya dengan harga yang lebih sebagai kegartiyang disepakati.

Dari beberapa pengertian yang Penulis dapat, mapat dlisimpulkan bahwa
yang dimaksud dengan perjanjian murabahah adabetgaeberikut:

1. Akad Pembiayaan suatu barang. Dalam hal ini akadbmegaan guna
untuk membiayai suatu barang keperluan nasabalaBya guna untuk
pembelian alat-alat produksi suatu perusahaan.

2. Menegaskan harga beli kepada pembeli. Dalamirmdiembaga Bank
menetapkan suatu harga beli kepada pembeli, temtbalym digunakan
suatumargin

3. Pembeli membayar dengamargin yang telah ditetapkan. Dalam hal ini
pembeli membeli barang dari Bank dengan harga yeladp ditetapkan
sesuai kesepakatan bersama oleh Bank, sehinggen dedh ini sudah

dikenakan suatmargin

“2 Brian B. Kettell,Introduction to IslamidBanking and Finance Cetakan ke-1, (United
Kingdom: John Wiley and Sons,2011), hal. 43.
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Sehingga kesimpulan Penulis dalam hal ini bersesudéngan apa yang telah
dituliskan dalam penjelasan pasal 19 ayat 1 hutdhdang-undang No.21 tahun
2008 tentang perbankan syariah.

2.3 Mekanisme M urabahah

Penulis dalam hal ini menyajikan suatu gambar meaigenekanisme

murabahah, yakni:

2

BANK i PEMASOK

A A h 2

1 6
4
A 4
NASABAH
5
Keterangan:

1. Pembuatan akad jual beli barang antara Bank Nasabah yang
sekaligus merupakan pemesanan barang oleh NasepatickBank.

2. Pembuatan akad jual beli yang diikuti pelaksana@mbayaran harga
barang oleh Bank.

3. Penjualan dan penyerahan hak kepemilikan ba@ah pemasok
kepada Bank.

4. Penjualan barang dengan markapargin dan penyerahan hak
kepemilikan oleh Bank kepada Nasabah.

5. Pengiriman barang secara fisik oleh Pemasola#t@plasabah.
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6. Pelunasan harga barang oleh Nasabah kepadasBeafa cicilan atau

secara sekaligus pada akhir waktu pelund3an.

Dalam keterangan nomor pertama, pembuatan akadglialni dituangkan
dalam suatu perjanjian, dengan para pihak Bank ateMdpsabah. Nasabah ini
memesan barang yang sesuai dengan kebutuhan naBallahketerangan nomor
dua ini, pembuatan akad ini telah dilaksanakan pganan harga oleh Bank,
dalam akadine facility ini, pembayaran dilakukan secara bertahap daetjarjg
sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalata peganjian.

Keterangan nomor tiga ini, barang yang telah dipesah Nasabah, telah di
pesan, lalu oleh penjual sendiri telah diserahkepalla Bank, namun belum
diserahkan secara fisik. Dalam hal ini lahir akilbatkkum yakni perpindahan
kepemilikan hak milik dari penjual kepada Bank. #admor empat, barang yang
telanh dimiliki oleh Bank ini, lalu dijual kembali épada nasabah dengan
mencantumkammargin yang telah disepakati dalam suatu perjanjian Bank
kepada Nasabah.

Selanjutnya pada keterangan nomor lima, setelambaelah dimiliki secara
hak miliki oleh Bank, dan telah disetumargin yang telah ditetapkan. Lalu
barang dikirimkan secara fisik oleh pemasok kepddasabah dengan
sepengetahuan Bank. Pada keterangan nomor enaparang telah diterima oleh
nasabah dan telah terjadi pencicilan atau pengashaega dengamargin yang
telah ditetapkan oleh kedua belah pihak hinggartat@rsebut lunas.

2.4 Rukun dan Syarat Murabahah

Dalam hal ini tujuan murabahah disini tidak dapgudakan sebagai modal
pembiayaan selain untuk tujuan nasabah memperaleh guna membeli barang
atau komoditas yang diperlukannya. Demikian yanggdiskan oleh Maulana
Tagi Usmani. Apabila untuk tujuan lain selaian Wntmembeli barang atau
komoditas murabahah tidak boleh digunafan.

43 Sutan Remy Sjahdeif@p.Cit, hal. 181.
“bid, hal. 191.
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Setelah mengetahui tujuan dari pembiayaan murabahatabahah sendiri
dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesdwam murabahah
berdasarkan pesanan Bank melakukan pembelian bsetelgh ada pemesan dari
nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidakjiketmasabah untuk membeli
barang uang dipesannya (Bank dapat meminta uang rpakibelian kepada
nasabah).

Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingembeli barang
tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkaanbatersebut belum ada pada
saat pemesanan, maka si penjual akan mencari darbeticbarang yang sesuai
dengan spesifikasi, kemudian menjualnya kepada emnegan. Transaksi
murabahah melalui pesanan ini adalah sah dalamIgtm, antara lain dikatakan
oleh Imam Muhammad Ibnu-Hasan Al-Syaubani, Imamfisydan Imam Ja’far
Al-Shiddig.

Dalam murabahah melalui pesanan ini, si penjualbaoleminta pembayaran
hamishghadiyah yakni uang tanda jadi ketikgb kabul Hal in sekedar untuk
menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Bila kerandi penjual telah membeli
dan memasang berbagai perlengkapan di mobil pesgamamntuk menutup
kerugian si dealer mobil. Bila jumlah hamisfjhadiyahnya lebih kecil
dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggule si penual, penjual
dapat meminta kekurangnnya. Sebaliknya, bila berleb pembeli berhak atas
kelebihan itu. Dalam murabahah berdasarkan pesgaag bersifat mengikat,
pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya.

Dalam bukulntroduction to Islamic Banking and Financikatakan bahwa

murabahah dengan pembelian pesanan serta 4 elamdwomtrak murabahah:

Murabaha to the purchase-orderer could be definedaa ‘arrangement
when to parties negotiete, aggree to specific tevfrs sale contract and promise
each other to consummate it. According to this tramt, one party
‘orders’another to buy a specific commodity and tbell it to him on a
Murabahah basis. There are four elements to thistrect, as follows: 1.An
Order but a prospective buyer to a seller to bugpacific commodity promising
to buy it for a profit. Sharia’a scholars considetis order as an invitation to do
business. It is not a commitment; 2. If the seHlecepts this invitation, he is
bound to ensure that he can locate the commodity,amd own it via a true and
litimate contract; 3.The seller then makes an oftethe prospective buyer after
the commodity has been bought and owned by ther;sélThe prospective buyer
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has the potion to buy the commodity or renege erptomise. If he agrees to buy,
the Murabaha contract is forméd

Apabila diterjemahkan dengan menggunakan bahasandésth, maka
memiliki arti sebagai berikut, murabahah dengan esam pembelian dapat
didefinisikan sebagai pengaturan untuk menegos@sgan para pihak. Dalam
hal ini persetujuan merupakan syarat khusus konpexijualan dan janji satu
sama lain untuk sempurnakan kontrak tersebut. Merkantrak ini, perintah lain
untuk satu pihak dalam hal ini membeli komoditagetgu dan menjualnya
nasabah secara Murabahah.

Ada empat elemen untuk kontrak ini, sebagai berikut
1. Sebuah perintah, namun sebuah pembeli prospédigipenjual untuk membeli
komoditas tertentu yang menjanjikan untuk membalidengan keuntungan.
ulama Sharia'ah menganggap keteraturan ini selagiangan untuk melakukan
bisnis. Ini bukan komitmen yang mengikat.

2. Jika penjual menerima tawaran ini, maka penfjaakat untuk memastikan
bahwa ia dapat menemukan suatu barang komoditaka menjual tersebut
membeli sendiri melalui kontrak yang benar danatrb.

3. Seorang penjual kemudian membuat penawaran &egdn pembeli setelah
komoditas telah dibeli dan dimiliki oleh penjual.

4. Pembeli yang prospektive telah memiliki pertimgpan untuk membeli
komoditas atau memutuskan janjinya. Jika dia setutuk membeli, maka
kontrak murabahah terbentuk.

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara ttenaicécilan. Dalam
murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan @lalga barang untuk cara
pembayaran yang berbeddurabahah muajjal dicirikan dengan adanya
penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kam(sktelah awal akad),

baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bdomk sun(sekaligus)?°

> Brian B. Kettell,Op.Cit, hal. 44.

6 Adiwarman KarimOp.cit, hal. 115.
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2.5 Landasan Hukum Murabahah
Landasan hukum murabahah ini terbagi atas tigaiyakadasan Al Quran,
hadists dan itjjhad. Sehingga untuk mengetahui gatsatu yang ada, maka akan

dibahas satu persatu oleh Penulis.

2.5.1 Al-Quran
Dalam Al-Quarn diatur satu ayat yakni surat Al-Badpayat 275 mengatur
mengenai menghalalkan suatu hubungan jual belingemgharamkarba, bunyi

ayat tersebut yakni:

“Orang-orang yang makan (mengambiba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan setanrimtdekanan) penyakit gila.
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkemeka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu samaatemiga, padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkdra. Orang-orang yang telah sampai
kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berlidati mengambilriba),
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (gebéatang larangan); dan
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang niamgu(mengambilriba),
maka orang itu adalah penghuni-penghuni nerakackaekekal di dalamnya.”
(Al-Bagarah: 275Y

Apabila dilihat dari surat ini Allah menghalalkargj beli dan mengharamkan
riba, sehingga dalam hal ini termasuk jual beli dengleexd murabahah, sehingga
halal melakukan akad ini. Dalam ayat ini diharamkamuk melakukarriba.
Yang dimaksud dengaiba menurut M. Umer Chapraipa secara harfiah berarti
adanya peningkatan, pertambahan, perluasan, artwmbehan. Tetapi, tidak
semua peningkatan atau pertumbuhan terlarang delam. Keuntungan juga

merupakan peningkatan atas jumlah pokok, tetapnh&ntunya tidak dilarang.

2.5.2 Al-Hadists
Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw. Betaa“Tiga hal yang di

dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara gtdng mugaradhah

4" Wirdyaningsihet. al Op.cit, hal. 24.
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(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepuuol keperluan rumah,
bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majaff)

Dari hadists diatas dapat dikatakan bahwa murabtratasuk keberkahan,
sehingga diperbolehkan karena termasuk salah satigakhal dalam hadists

diatas.

253 lItjihad

Pengertian ijtihad secara etimologis adalah pemhgerakemampuan dan
pencarian peluang kesempatan tentang salah sdakéin. Sedangkan pengertian
jjtihad secara terminologis adalah pengerahan sggekapabilitas untuk
mendapatkan ilmu pengetahuan tentang ketentuantkate yuridis. Seorang
mujtahid mempunyai dua syarat yakni ia harus mesgu&onsep-konsep
yuridiksi dan individu yang adil dan menjauh dandekan-tindakan maksiat
sehingga boleh berpegang pada fatwa-fatwéhya.

Dalam penelitian landasan hukum itjihad ini akamggainakan pandangan
mujtahid berupa Undang-undang, peraturan Bank lesilandan fatwa dewan
syariat Nasional, ketiga hal ini merupakan hasil dghad. Sebelumnya Penulis
akan membahas mengenai pandangan ulama mengerzelpamn langsung dan
murabahah ini sendiri.

Dalam hubungannya dengan murabahah ini, persoaarbgbanan biaya
langsung yang terkait dengan murabahah ini menpatisoalan tersendiri,
diantaranya terdapat beberapa pendapat tentang epamdmn pembiayaan
langsung.

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaysage yang dapat
dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Wsalulama mazhab Maliki
membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait detrgasaksi jual beli itu dan
biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan saksi tersebut namun
memberikan nilai tambah pada barang itu.

8 Muhammad Syafi'i AntonioBank Syariah Dari Teori ke PraktiJakarta: Gema
Insani, 2001), hal. 102.

49 Hassan Hanafi)slamologi 1: Dari Teologi Statis Ke Anarki§Yogyakarta: LkiS
Yogyakarta, 2010), hal. 154.
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Ulama mazhab Syafi'i membolehkan membebankan Higgya yang secara
umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecbelya tenaga kerjanya sendiri
karena komponen ini termasuk dalam keuntungannggitd8 pula biaya-biaya
yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dirkkan sebagai komponen
biaya.

Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-bsecara
umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namereka tidak membolehkan
biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakanopsnjual.

Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua lz@agaung maupun
tidak langsung dapat dibebankan pada harga juamsebiaya-biaya itu harus
dibayarkan kepada pihak ketiga dan menambah ralainy yang dijual.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat maatembolehkan
pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkad&gphak ketiga. Keempat
mazhab sepakat tidak boleh pembebanan biaya lapgsamg berkaitan dengan
pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penpaalpun biaya langsung
yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keemmpaizhab juga
membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yérayatikan kepada pihak
ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pketiga dan pekerjaan itu harus
dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan ituusadilakukan oleh si penjual,
mazhab Maliki tidak membolehkan pembebanannya, gg@a ketiga mazhab
lainnya membolehkannya. Mazhab yang empat sepa#lak tmembolehkan
pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menanmiah barang atau tidak
berkaitan dengan hal-hal yang bergﬁ(ha.

Pandangan murabahah ini diperbolehkan atau tidgsatddilihat dari
pendapat Imam Maliki, ada suatu ijma ulama Madiriahtang kebolehan
seseorang yang membeli pakaian di suatu kota daidkan menjualnya dikota
yang lain dengan keuntungan yang disepakati. Imgafi'§juga menyampaikan
pendapatnya bahwa jika sesorang mengatakan kepedplgin, “Belikan suatu
barang untukku dan kemudian aku akan memberikamtikegan kepadamu

sekian” adalah diperbolehkan. Ulama mazab Hanaja jberpendapat bahwa

% Adiwarman KarimOp.cit, hal. 114.
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syarat-syarat pokok dalam jual beli yang dianggdpterdapat dalam murabahabh,
dan akad ini sangat diperlukan oleh masyarakah kérena itu akad jual beli
murabahah ini adalah boleh. Terakhir, dalam konfgrgerbankan Islam ke Il
(Kuwait, 1403 H/1983) dinyatakan bahwa murabahamyaadiperbolehkan jika

pembeli (nasabah) sudah menerima dan memiliki lparan

2.5.3.1 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pada Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang pgexbasyariah ini lebih
mengatur dan mengakomodasi permasalahan syariah adan Dalam pasal 1
angka 25 Undang-undang perbankan syariah dikatggag dimaksud dengan
pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihandyaggamakan dengan itu
berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk muadif@dr dan musyarakah; b.
transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah ataa seW dalam bentuk ijarah
muntahiya bittamlik c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang mateth,
salam, dan istishna; d. transaksi pinjam meminjatard bentuk piutang qgardh;
dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentu&hijauntuk transaksi
multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatara Bank Syariah dan/atau
Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkidualp yang dibiayai dan/atau
diberi fasilitas dana untuk mengembalikan danaetars setelah jangka waktu
tertentu dengan imbalanrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Sedangkan didalam
suatu penjelasan pasal 19 huruf d dikatakan balawg glimaksud dengan “Akad
murabahah” adalah akad pembiayaan suatu barangamlengnegaskan harga
belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya aterrga yang lebih
sebagai keuntungan yang disepakati.

Apabila dilihat lebih lanjut dalam penjelasan ay#® huruf d, maka akad
murabahah ini hanya melibatkan pihak pembeli sajtagenjual, tanpa melihat
kedudukan Bank lebih lanjut. Sehingga membuat ram@ngertian murabahah ini
sendiri, seharusnya melibatkan tiga pihak palindikse yakni penjual atau

pemasok, pembeli dan Bank sebagai pihak peranttigakya.

1 “Murabahah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Jymat 10 Juni 2011,
http://blogperadilan.blogspot.com/2011/06/murabatialam-hukum-Islam-dan-hukum.html
Diunduh pada 11 Desember 2011, 11:15 WIB.
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Pengaturan akad murabahah di dalam Undang-undang2Ndahun 2008
tentang perbankan syariah ini sendiri dinilai teleéngakomodasi perjanjian yang
akad Islam yang telah berkembang begitu pesat megaikan perjanjian pada
umumnya seperti yang tertera didalam Buku ke IthKiUndang-undang Perdata
Barat.

Perjanjian yang diatur didalam Kitab Undang-und&egdata Barat disebut
dengan perjanjian nominat sedangkan yang tidakurdsgndiri disebut dengan
perjanjian inominat. Hal ini tentunya membuat paign semakin berkembang
dengan menggunakan asas keterbukaan. Hal ini jugkkb dengan akad
murabahah yang semakin berkembang dengan kebutuhanusia yang
membutuhkan pembiayaan tanpa sistem bunga. Deafganya Undang-undang
No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, makanfian akad murabahah

ini diharapkan akan selalu memenuhi kebutuhan yalag

2.5.3.2 Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI1/2007 tentslaksanaan prinsip
syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan peapatlana serta pelayanan
jasa bank syariah. Dalam hal ini PBI No. 9/19/208dalah merupakan
penyempurnaan dari PBI No. 7/46/PBI/2005 tanggaNb®¥ember 2005 tentang
akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi barkmataksanakan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syariah, dalam hal i@ echpat latar belakang

mengapa peraturan bank Indoensia ini lahir:

Pertama, dalam rangka melakukan positivisasi faterdaru yang telah
dikeluarkan Dewan Syariah Nasional untuk meningkatkaw enforcement
Kedua, sebagai acuan minimal bagi perbankan syanélk pemenuhan prinsip
syariah dalam kegiatan penyaluran dana, penghinmpdaaa dan pelayanan jasa
perbankan. Ketiga, sebagai salah satu upaya untmingkatakan variasi pilihan
perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan lpeayadana, penghimpunan
dana dan pelayanan jasa perbankan dengan tetapnoi@npeinsip syariah. Dan
keempat, dalam rangka menunjang pencapaian progksalarasi perbankan

syariah.
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Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBl/2@dfang pelaksanaan
prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan damapg#yaluran dana serta
pelayanan jasa bank syariah, mengatur seperti eakpipnsip syariah, akad-akad
yang dapat digunakan pada kegiatan penghimpunanyalpgan maupun
pelayanan jasa Bank Syariah dan alternatif pengielessengketa antara Bank
Syariah dengan Nasabah.

Dalam hal akad-akad yang dapat digunakan pada prBdok Syariah tidak
terbatas pada akad yang digunakan dalam PBI Nof@8fFBI1/2007 namun Bank
syariah dapat mengadopsi akad lain bagi produkel@ra akad-akad tersebut
telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Akkded yang ditambahkan
pada PBI N0.9/19/PBI1/2007 adalah akad Hawalah, [€afalan Sharf yang dapat
digunakan pada kegiatan pelayanan jasa Bank Syaeaingga diharapkan dapat
menambah variasi pilihan produk bank syariah.

Dalam penyelesaian sengketa, Bank dan Nasabah mi@p@mpuh cara-cara
sebagai musyawarah, mediasi perbankan, dan asbiggariah atau Lembaga

Peradilan seperti pengadilan Agama

2.5.3.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional

Para ulama telah mengemukakan kehalalan murabat@mna keumuman
dalil yang menjelaskan tentang dibolehkannya jwl ¢halam skala umum. ljma
kaum muslimin menjadi landasan kebolehan murabamaltkarena jual beli ini
juga dilakukan di berbagai negeri dan setiap m@sang yang tidak memiliki
ketrampilan jual beli dapat bergantung kepada olaingdan hatinya tetap merasa
tenang. la bisa membeli barang dan menjualnya dekgantungan yang logis
sesuai kesepakatdh.Hal ini dibuktikan dengan mengeluarkan Fatwa Dewan
Syariah Nasional No. 04/DSN MULIV/2000, untuk dapanenjalankan
pembiayaan murabahah, ketentuan yang harus dallatah sebagai berikut:

Bagi Bank syariah:

(1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahgtbghasiba;

(2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan agériah Islam;

*2 Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Sha@p.cit, hal. 198-199.
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(3) Bank membiayai sebagai atau seluruhnya harga p@&nblearang yang
telah disepakati kualifikasinya;

(4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas i@ank sendiri,
dan pembelian ini harus sah dan betizes,

(5) Bank harus menyampaikan semua hal uang yang kemkalengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secaitang atau
pembayaran tangguh;

(6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nlasgbamesan)
dengan harga jual senilai harga beli ditambah dergauntungannya.
Dalam kaitan ini Bank harus memberi tahu secarar jljarga pokok
barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan

(7) Nasabah membayar harga barang yang telah disep@kagbut pada
jangka waktu tertentu yang telah disepakati;

(8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan ataudemnsakad tersebut,
pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus demggsabah;

(9) Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untokbelebarang dari
pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dikakusetelah barang,
secara prinsip, menjadi milik Bank.

Bagi Nasabah:

(1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pemlslatu barang
atau aset kepada Bank;

(2) Jika Bank menerima permohonan tersebut, ia harusmbele terlebih
dahulu aset yang dipesannya secara sah dengarapgglag

(3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada ataskn nasabah
harus menerima (membeli) sesuai dengan perjanjiamg ytelah
disepakatinya karena secara hukum perjanjian tersbeengikat,
kemudian kedua belah pihak harus membuat kontadlogli;

(4) Dalam jual beli ini Bank diperbolehkan meminta redauntuk membayar
uang muka saat menandatangani kesepakatan awasgreane

(5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang térdalyariil Bank

harus dibayar dari uang muka tersebut;
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(6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang satitanggung oleh
Bank, Bank dapat meminta kembali sisa kerugianeym#éla nasabah;

(7) Jika uang muka memakai kontrakrbun®’ sebagai alternatif dari uang
muka maka jika nasabah memutuskan untuk membednpatersebut, ia
tinggal membayar sisa harga namun apabila nasadiahrhembeli, uang
muka menjadi milik Bank maksimal sebesar kerugiangy ditanggung
oleh Bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uamgka tidak

mencukupi, nasabah wajib menulansi kekurangrinya.

%3 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN MUI.IV/@ptntangMurabahah
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BAB 3

LINE FACILITY DAN TINDAKAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

3 TINJAUAN KHUSUS

3.1 Proses Pembiayaan Pada Bank X

Dalam hal nasabah mengajukan suatu pembiayaan &ep@du Bank, maka
setiap bank mempunyai kebijakan sendiri dalam meikdoe pembiayaan. Pada
Bank X proses pembiayaan harus dilakukan dengaremagkan manajemen
risiko pembiayaan yang berdasarkan prinsip kelattah Prudential Banking

Practice), dengan memenuhi prosedur pembiayaan yang saitaf'l/

1. Tahap permohonan, dalam hal ini bank hanya mendrengembiayaan
apabila permohonan pembiayaan diajukan secaraligefbaik untuk
pembiayaan baru, perpanjangan, tambahan pembiayamupun
permohonan perubahan persyaratan pembiayaan. Lalmoponan
pembiayaan harus memuat informasi yang lengkap ohemenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapparBank termasuk
riwayat pembiayaan pada Bank |am.

2. Tahap kedua, dilakukan prinsip-prinsip Investiggdank harus menyakini
kebenaran data dan informasi yang disampaikan dg@nmohonan
pembiayaan. Bank hanya akan memproses permohonabnigy@an yang

telah memenuhi semua persyaratan dan kelengkagamen>®

* Bank X, Kebijakan Pembiayaan Bab Il Kebijakan Pokok Pendxay No. dokumen
KP. Xrevisi ke X, tanggal berlaku 2 April 2007, hal. 1.

*®Ibid.

%8 | bid.
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3. Tahap ketiga prinsip-prinsip analisgetiap permohonan pembiayaan yang

telah memenuhi persyaratan harus dilakukan anpksabiayaan secara

tertulis, lengkap, akurat dan objektif dengan ppfzEinsip sebagai
berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Menggambarkan konsep hubungan total pemohon peadnay
apabila pemohon pembiayaan telah memperoleh &asilit
pembiayaan dari Bank atau dalam waktu bersamaarmyajnean
permohonan pembiayaan lainnya kepada Bank.
Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengaha
dan data pemohon termasuk hasil penelitian padaardaf
pembiayaan macet.

Penilaian atas kelayakan kegiatan usaha yang akbiayai
termasuk jumlah permohonan pembiayaan untuk medghin
kemungkinan prakterark-up

Penilaian pembiayaan dilakukan secara objektif dahak
dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentinganngda
pemohon pembiayaan.

Analisa Pembiayaan harus dilakukan secara bergak tboleh
hanya merupakan suatu formalitas yang dilakukanatemata
untuk memenuhi prosedur pembiayaan.

Analisa pembiayaan minimal mencakup aspek 5 C, puli
penilaian atagritical point per aspek: watak, kemampuan, modal,
agunan, prospek usaha nasabah, aspek lingkungarsuahber
pelunasan pembiayaan yang dititik-beratkan pada iissha serta
menyajikan evaluasi aspek yuridis pembiayaan denigguean
untuk melindungi Bank atas risiko yang mungkin tirhb

Setiap pemberian fasilitas pembiayaan, nasabahjidkaa untuk
menyediakan dana sendir(self financing) yang besarnya
ditetapkan oleh Bank dalam aturan tersendiri.

Self financing dapat tidak dipersyaratkan untuk jenis-jenis

pembiayaan tertentu yang lazim tidak mempersyanatk@anya
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self financingantara lain pembiayaan dengan skema mudharabah
atau produk-produk lain setelah mendapat persetupiksi.

9) Dalam pemberian pembiayaan sindikasi, analisa pgyabn bagi
Bank yang merupakan anggota sindikasi harus melipula
penilaian terhadap Bank yang bertindak sebagai Bahkk (Lead
Bank).

10) Analisa pembiayaan harus dilaksanakan oleh pejstaty
berwenang dibidang pembiayaan yang dilakukan secara
menyeluruh dan mendalam.

11) Analisa pembiayaan harus dibuat secara tertulis diajukan
kepada Komite Pembiayaan yang berwenang memutus
pembiayaan.

12) Dalam pemutusan pemberian pembiayaan, Bank harus
membandingkan semua faktor risiko yang akan ditangglengan
hasil yang akan diperoleRisk & Return Balange

13) Pejabat yang terkait dalam pemberian pembiayaamilikie
wewenang untuk melakukan penolakan atas permohonan
pembiayaan apabila dinilai tidak memenuhi persgaraank.

14) Setiap nota analisa pembiayaan yang diajukan leepéamite
Pembiayaan harus memuat rekomendasi yang jel&ksnteadasi
persetujuan pembiayaan harus didasarkan atas kdsimanalisa
pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkarnsip dual

control).>’

4. Konsep hubungan total. Nasabah dikategorikan dalp@emgertian
Kelompok Peminjam (ae obligo) apabila sejumlah nasabah yang satu
sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikaapekgurusan,
dan/atau hubungan keuangan sebagaimana diatur dafEsmtuan Bank
Indonesia yang berlaku. Persetujuan pemberian @gmadbn tidak boleh
didasarkan semata-mata atas pertimbangan permohontuk satu

57 |bid, hal. 1-3.
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transaksi atau rekening pembiayaan dari pemohomuNaharus atas
dasar penilaian seluruh pembiayaan dari pemohorbipgaan yang telah
diberikan dan/atau akan diberikan secara bersarobdm Bank kepada
kelompok perusahaan/pemohon atau perorangan teldwaifan pemohon.
Persetujuan pemberian pembiayaan atas dasar kdngmjmgan total
pemohon pembiayaan sebagaimana dikemukakan dhatas tercermin
dalam analisa pembiayaan. Salah satu tujuan perem@jsipone obligor

adalah?®

a. Agar pembiayaan yang diberikan tidak melampaui 8atéaksimum

Pemberian Pembiayaan; serta

. Untuk menetapkan strategi penangaaarountyang akan ditetapkan pada

nasabah atau group nasabah.

. Pemberian batas wewenang. Setiap pemberian perahiaysrus

memperoleh persetujuan dari Komite Pembiayaan aseingan batas
wewenang persetujuan pembiayaan yang ditetapkaek$didan setiap
persetujuan pembiayaan harus dilakukan secardige®ertama, direksi
memiliki wewenang penuh untuk menetapkan (memberikatau
mencabut atau meninjau kembali) batas wewenang tsnpembiayaan
yang meliputi pemutusaperforming loan non performing loammaupun
restrukturisasi pembiayaan. Kedua, Batas wewenargmujusan
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada butir 2 rtiepwenang yang
menyangkut besarnya limit pemutusan dan bentukikBekeputusan.
Ketiga, penetapan wewenang pemutusan pembiayaaad&emasing-
masing Komite Pembiayaan didasarkan pada jabaartashggungjawab
dalam pembiayaan, pengalaman, keahlian, kualifikdaya nalar dan
integritas pejabat yang ditunjuk sebagai anggotanik® Pembiayaan.
Oleh karena itu wewenang yang dimiliki oleh masmgsing Komite

*8 |pid, hal. 4.
%9 | bid.
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Pembiayaan dalam memutuskan pembiayaan dapatdaerialaupun

posisi/tingkat jabatan anggota komite satha.

. Tanggung jawab pejabat pemutus. Tanggung jawabbaejpemutus
pembiayaan sekurang-kurangnya meliputi hal-hal gald@erikut pertama,
memastikan bahwa setiap pembiayaan yang diberigh tmemenuhi
ketentuan perbankan, mematuhi prinsip-prinsip apadan sesuai dengan
azas-azas pembiayaan yang sehat. Kedua, memastikara pelaksanaan
pemberian pembiayaan telah sesuai dengan kebijp&aibiayaan serta
petunjuk pelaksanaan di bidang pembiayaan. Ketrganastikan bahwa
pemberian pembiayaan telah didasarkan pada penilgang jujur,
objektif, cermat dan seksama serta terlepas darggreh pihak-pihak
yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan. pécmeyakini
bahwa pembiayaan yang akan diberikan dapat dilukesibali pada

waktunya dan tidak akan berkembang menjadi pemaraparmasalaft

. Pemutusan persetujuan pembiayaan, sebelum meng&efghitusan ini,
harus mempertimbangkan tiga hal yakni, pertamasgrFull Consencus
dalam  pemutusan  pembiayaan, @ Komite = Pembiayaan  harus
bermusyawarah/rapat dan bertanggung jawab terhbdaip keputusan.
Keputusan Komite Pembiayaan didasarkan atas Kestwabulat full
consencus sesuai limit yang telah ditentukan yang dituamglkdalam
formulir keputusan Komite Pembiayaan. Dalam hablsadatu anggota
Komite Pembiayaan tidak masuk kerja, Direksi b&avey menetapkan
penggantinya hingga anggota komite dimaksud masra kkembali.
Kedua, Risk Opinion Setiap pembiayaan yang memerlukan keputusan
Komite Pembiayaan terlebih dahulu harus dilakukajian atas aspek
risiko sesuai ketentuan yang berlaku atau dimimaksk opinion dari

direktorat manajemen risiko. Tatacara pemberigk opinion tersebut

% |pid, hal. 5.

®1 | bid.
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diatur dalam ketentuan tersendiri. Ketiga, penegassetujuan, dalam
hal keputusan pemberian persetujuan pembiayaarsudi@an dengan

aturan dalam Komite Pembiayaan. Lalu setiap kepuatusersetujuan

pembiayaan oleh pihak berwenang harus memperhatketisa dan

rekomendasi persetujuan pembiayaan. Keputusantpgise pembiayaan

harus dibuat secara tertulis. Apabila keputusarsgbejuan pembiayaan
berbeda dengan isi rekomendasi harus dijelaskansardldasar

pertimbangannya secara tertulis oleh pejabat pesnpgmbiayaan. Dan
setiap persetujuan pembiayaan harus segera didanplepada (calon)
nasabah secara tertulis disertai informasi mengegrayaratan yang harus
dipenuhi nasabalf.

. Dalam tahap ini dilakukan akad pembiaya&etiap pembiayaan yang

telah disetujui dan disepakati pemohon, harus dgkan dalam Akad
Pembiayaan secara tertulis dengan memperhatikamahakbagai berikut:
Pertama, akad pembiayaan harus memenuhi keabsamapetsyaratan
hukum yang dapat melindungi kepentingan hukum maupsnis Bank.
Kedua, akad pembiayaan harus memuat limit pemhbmgyaagka waktu,
nisbah bagi hasitiargin agunan, asuransi agunan, tatacara pembayaran
kembali pembiayaan serta persyaratan-persyaratarbiggaan lainnya
sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetogmbiayaanKetiga,
akad pembiayaan dibuat secara nitanamun dengan pertimbangan
besar/kecilnya limit, tingkat risiko, jenis pembsen atau hal lainnya,
akad pembiayaan dapat dibuat secara di bawah takgempat, akad
pembiayaan harus ditandatangani oleh pihak yangdveznang mewakili
Bank maupun nasabah. Kelima, kepada calon nasadais lklijelaskan
isi/materi pokok dari akad pembiayaan untuk mengdgainkemungkinan
terjadi salah tafsir atas isi/materi yang diperjarn dalam akad tersebut.

%2 |pid. hal. 6.
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Dan keenam syarat-syarat umum pemberian pembidaiak merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Pembiayaan.

. Agunan/jaminan. Dalam tahap ini, pertama setiap lpayaan yang
diberikan harus didasari atas keyakinan bahwa maasabampu untuk
mengembalikan kewajiban sesuai dengan yang dipggan Untuk
mendukung keyakinan tersebut ditetapkan ketentuahwé setiap
pembiayaan yang diberikan kepada nasabah wajibkudiy adanya
jaminan. Kedua, jaminan/agunan merupakan salah aspek penting
dalam proses analisa/evaluasi pemberian pembiayaag bertujuan
untuk mengkompesasi risiko Bank dalam hal nasalidk tmelunasi
kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat yangapkanh dalam akad.
Ketiga, penilaian terhadap jaminan/agunan pembraya@liputi kuantitas
(ukuran dalam satuan nilai uang) maupun kualitegys hukum, jaminan,
letak, marketability dan lainnya). Keempat, penilaian agunan dapat
dilakukan oleh pihak bank sendiri atau oleh peraaaltpenilai independen
berdasarkan pertimbangan kemampuan dari penil@rnintpercepatan
proses pembiayaan dan peningkatan pelayanan Bamklaian agunan
harus dilakukan secara akurat dan konservatif. nk&liagunan harus
dinilai ulang secara periodik sesual ketentuan Bam#tonesia guna
mendapatkan nilai agunan yang akurat dgnto datedalam rangka
penilaian risiko dan pemenuhan persyaratan pemyisipenghapusan
aktiva produktif yang berlaku. Keenam, terhadap wsemagunan
pembiayaan, bank harus melakukan tindakan untukguasai agunan
tersebut secara efektif, baik melalui pengikatam/atau pemblokiran
rekening/dana tersebut dan/atau penguasan fisitaadfi

Jenis jaminan/ agunan dibedakan atas sifatnya kailbendaan, yang
terdiri dari, benda tidak bergerak, misalnya adatahah, bangunan,

pesawat terbang, kapal laut dengan bobot minima2@enda bergerak,

% |bid. hal. 7.

% |bid, hal. 7-8.
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misalnya kendaraan bermotor, peralatan kantor, mmassin, tagihan,
perhiasan, depositqcash collateral) Non kebendaan, antara lain:
Personal Guarantee/BorgtockertaCorporate Guarante&

10.Pencairan/realisasi pembiayaan. Pencairan peminica@aah pengalihan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

atas sejumlah dana milik dan/atau yang dikuasak lb@pada dan untuk
dimanfaatkan oleh Nasabah berdasarkan ketentuad p&mbiayaan.
Pencairan pembiayaan atas permohonan pembiayagntglah disetujui
harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai ietik

Bank akan menyetujui pencairan pembiayaan apabilauh persyaratan
yang ditetapkan dalam akad telah dipenuhi olefo{galasababh;

Sebelum realisasi pembiayaan dilakukan, Bank hareimastikan bahwa
seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan perabiay telah
diselesaikan dan telah memberikan perlindungan mulgang memadai
bagi Bank;

Persetujuan pencairan pembiayaan dibuat secavfigeieh pejabat yang
berwenang;

Persetujuan pencairan pembiayaan harus mengacu padesip
pengendalian rangkamgal contro), yakni setiap persetujuan pencairan
pembiayaan harus atas persetujuan oleh 2 (duay @&abat berwenang
yaitu kepala group bisnis kantor pusat/kepala cgbdemn pejabat yang
membawahi bagian administrasi pembiayaan denganperiatikan limit
wewenang pencairan pembiayaan yang telah ditetapkan

Suatu pembiayaan dapat dikatakan efektif apabilabgeyaan tersebut
telah disetujui dan nasabah telah memenuhi sepeutyaratan yang telah
ditetapkan dalam akad pembiayaan dan perjanjiammyai atau pada saat
pembiayaan dibukukan kedalam neraca Bank;

Mengingat adanya tenggang waktu antara persetypeambiayaan dan

pencairan  pembiayaan maka untuk menghindari tewyadi

®® Ibid.

% |pid, hal. 9.
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perubahan/kondisi asumsi/paramater pada saat psamutlan pencairan
pembiayaan, setiap pengelola pembiayaan harus apdaet batas waktu
yang harus dipenuhi nasabah untuk memenuhi petayapembiayaan.
Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkamsefeut calon
nasabah/nasabah belum memenuhi seluruh persyayatan tercantum
dalam akad pembiayaan yang telah ditandatangarka Bank berhak
membatalkan persetujuan/keputusan pembiayaan, debilaa calon
nasabah/nasabah akan melanjutkan permohonan pembaa maka

terhadap permohonan tersebut harus dilakukan ariamsbali oleh Bank.

11.Penolakan/pembatalan permohonan pembiayaan. Sepi@polakan
permohonan pembiayaan harus segera disampaikand&efpaalon)
nasabah secara tertulis disertai alasan penolakayaryg dapat dipahami
oleh nasabah. Pembatalan permohonan pembiayaas bardasarkan
permintaan dari (calon) nasabah dan penyampai@anmiasi persetujuan

pembatalan kepada (calon) nasabah dilakukan serautis®”

3.2 Line Facility

Line facility ini ada pada bank konvensional, untuk bank syasehdiri
penggunaaltine facility lahir dari adanya kebutuhan nasabah yang mengganak
produk syariah, sehingga lahirldine facility yang berbasis syariah. Pengertian
line facility (at tashila) adalah fasilitas plafon pembiayaan yang diberikbah
bank syariah dalam jangka waktu tertentu untuk belsatertentu dengan
ketentuan yang disepakati dan mengikat secara rdarablijalankan berdasarkan
prinsip syariah.Line facility boleh dilakukan berdasarkama’ad dan dapat
digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan tertentuasesmgan prinsip syariah.
Kemudian tentu bisa dilakukan dengan akad, waiad ini merupakan realisasi
dari line facility. Akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebthslidapat
berbentuk akad Murabahah, Istishna, Mudharabahydakah dan ljarah. Bank
syariah dalam hal ini hanya boleh mengamfwirgin bagi hasil dan/ataiee atas

%7 Ibid, hal. 10.
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akad-akad yang direalisasikan dhne facility. Penetapamargin, nisbah bagi
hasil dan/ atatee (Ujrah) yang dimintakan oleh bank syariah juga harus raemg
kepada ketentuan masing-masing akad dan ditetapéda saat akad dibu%t.
Dalam thesis yang ditulis oleh Priambodo Trisaksalikatakan:

Line Facility dalam perbankan konvensional adalah suatu penmblemat
kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada sasgoatau badan hukum
debitur yang cara penarikan dan pemanfaatnya tekl#aligus akan tetapi
berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati setngduBentuk perjanjian yang
dibuat untuk kebutuhahne facility tersebut, pada bank konvensional langsung
dapat mengikat secara hukum bagi kedua belah pyadtk, kreditor dan debitor.
Pejanjian yang dibuat untuk maksud tersebut sudatupakan perjanjian hutang
piutang pokok. Dengan adanya hutang piutang podi@ebut, maka pihak debitur
berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang siidahuhinya, dapat menarik
atau menggunakan fasilitas tersebut dengan catarariain menyerahkan “surat
sanggup” promissory notg Sedangkan berdasarkan ketentuan syariah, suatu
akad dibuat untuk mendasari suatu transaksi yamediepada saat itu juga dan
bukanlah suatu transaksi yang masih akan akamliégaudian, sehingga sejalan
dengan prinsip syariah yang melarang adagyerar yaitu sesuatu yang
mengandung arti keraguan, tipuan, atau tindakag pantujuan untuk merugikan
orang lain®

Dengan melihat diatas, dapat dilihat bahlivee facility dalam perbankan
syariah lebih mengedepankan prinsip-prinsip syaealtama tidak menggunakan
gharar. Pengaturan mengenkme facility ini didalam perbankan syariah diatur
dengan ketentuan fatwa nomor 45/DSN-MUI/11/2005 gemai line facility,
ketentuan ini terdiri dari tiga bagian pertama negreg ketentuan umum, dalam
ketentuan umum ini menjelasklne facility, wa’ad. Wa’ad yang telah disepakati
dan pengertian akad. Pengertiare facility dalam fatwa tersebwtdalah suatu
bentuk fasilitas plafon pembiayaan bergulir dalaangka waktu tertentu yang
dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutwgéad adalah kesepakatan
atau janji dari satu pihak (Lembaga Keuangan Skprieepada pihak lain

® Ahmad Ifham Solihinjni Lho Bank Syariah(Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama,
2008), hal. 224-225.

% Primabodo Trisaksono, “Kesalahan Penerapan Fatv@&N Nomor 45/DSN-
MUI/11/2005 Dalam Perbankan Syariah Di Indonesianaflsis Terhadap Penerapan Akta Wa’'ad:

Studi Kasus Pada Bank Syariah X & Y”, (Depok: FésiiHukum Universitas Indonesia Program
Studi Kenotariatan, 2009), hal. 41-42.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis ..., Getri Permata Sari, FH Ul, 2012



43

(Nasabah).Wa’'ad yang telah disepakati tidak boleh disalahgunakaituku
pembiayaan di luar kesepakatan. Akad adalah tranatdu perjanjiasyar’i yang
menimbulkan hak dan kewajiban serta merupakan bagiag tidak terpisahkan
dariline facility.

Selanjutnya pada bagian kedua dari fatvme facility tersebut mengenai
ketentuan akad, pertanime facility boleh dilakukan berdasarkama’'ad dan
dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan tertegguai prinsip syariah.
Kedug akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebutslidatpat berbentuk
akad Murabahah, Istishna’, Mudharabah, Musyaralkah Ighrah. Ketiga, dalam
hal penetapamargin nisbah bagi hasil dan/atéeeyang diminta oleh LKS harus
mengacu kepada ketentuan-ketentuan masing-masam) @én ditetapkan pada
saat akad tersebut dibuat. Keempat, Lembaga KenaSgariah hanya boleh
mengambilmargin, bagi hasil dan/ataiee atas akad yang dibuat. Kelima, dalam
hal akad yang menggunakan pelaksanasn facility, diantaranya Fatwa DSN
Nomor: 04/DSN-MUI/IV/200 tentang MurabahaRatwa DSN Nomor: 06/DSN-
MUI/IV/2000 tentang jual beli Istishna, Fatwa DSNoifNor 07/DSN-
MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharaba@iradh), Fatwa DSN Nomor:
08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyargk&atwa DSN nomor:
09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan ljarah, bDeula pula dalam
pelaksanaan akad Pembiayaan yang mendikatiacility.

Pada bagian ketiga, yakni bagian penutup dalamafalalam hal ini
mengatur dua ketentuan yang ada. Pertama jika satalpihak tidak menunaikan
kewajibannya atau jika terjadi perselisinan diaatarhak-pihak terkait, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitragari&h Nasional setelah
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. &eHatwa ini berlaku sejak
ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian haryea terdapat kekeliruan,

akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

3.3 Proses Pelaksanaan Line Facility

Dalam proses pelaksanahlne facility menggunakamnwa’ad. Wa’'ad adalah
adalah berkaitan dengan janji oleh seorang indiatdw pihak untuk melakukan
atau tidak melakukan tindakan tertentu. Misalnyhak A berjanji untuk menjual
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rumahnya kepada pihak B. Ini adalah suatu perjangapihak yang hanya
mengikat pihak A saja, sehingga hal ini tidak dgeqg sebagai sebuah kontrak
yang terdapat unsur penawaran dan unsur penerifi@atam fatwa murabahah,
bentukwa’ad cukup dituangkan kedalam bentMlemorandum of Understanding
yang dapat diartikan sesbagai suatu dokumen yamjelaskan tentang adanya
suatu presepsi bersama, baik secara kedua bela g#napun banyak pihak. Hal
ini sering digunakan dalam kasus dimana salah gétak tidak menyiratkan
adanya komitmen hukum atau sering disebut danldiikan sebagagentelment
agreement*

Dalam hal iniwa’ad belum dapat dilaksanakan, karena belum dituangkan
dalam bentuk suatu perjanjian, sehingga membutulskeatu akad. Pengertian
akad ini adalah suatu pertemuan kehendak berupawaean ataujab yang
dianjurkan oleh salah satu pihak dan jawaban pguset atau kabul dari pihak
lainnya sebagai mitra didalam akad yang dibuateker€? Dari pengertian ini
maka akad menimbulkan suatu hak dan kewajiban mpasasing pihak, sehingga
sudah terikat satu sama lain.

Akad ini berbeda dengawa’ad, dalam hal ini akad lebih mengikat kedua
belah pihak, masing-masing pihak terikat untuk hksdaakan suatu kewajiban,
tentang permasalah&rms and conditionsangat terperinci dan spesifik, bila ada
kewajiban tidak dipenuhi oleh pihak manapun, ma&aksi yang dikenakan
sesuai dengan yang telah diperinci daterms and conditiongang disepakaft

Sedangkan pengaturan mengemaiad ini ada di dalam suatu Fatwa Dewan
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia atau dakelengan DSN-MUI, yaitu
Fatwa Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentandl-ljarah Al-Muntahiyah Bi Al-
Tamlik yaitu disebutkan bahwa “Janji pemindahan kep&amliyang disepakati
di awal akadljarah adalahwa'd ( >g9dl ), yang hukumnya tidak mengikat.

Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harusaadkad pemindahan

" Primabodo Trisakson@p. Cit hal. 33.
" Ibid, hal. 44.

2 |bid, hal. 14.
3 |bid, hal. 53.
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kepemilikan yang dilakukan setelah masa ljarahss&lé* Dalamline facility ini,
bukan hanya saja menggunakan akad murabahah namandapat digunakan
dalam akad lainnya, seperti akad ljarah. Namunnddal pembahasan skripsi ini
Penulis mencoba menuliskéne facility yang menggunakan akad murabahabh.

Proses penggunaan line facility ini menggunakanadaterlebih dahulu
sebagaMemorandum of Understandirsggtelah menuangkannya baru dituangkan
dalam suatu akad murabahalme facility ini dapat digunakan dalam berbagai
akad seperti Murabahah, Istishna’, Mudharabah, lslitizdah dan ljarah.

3.4 Tindakan Bank Syariah Untuk Pembiayaan Ber masalah

Dalam suatu perjanjian pembiayaan tidak selaluaksarj dengan mulus,
adanya suatu kendala yang datang dari pihak-pilssiabah ataupun keadaan-
keadaan tertentu yang membuat nasabah sulit unéiknasi tagihan dari Bank
Syariah. Sehingga lahirlah sebuah Fatwa Dewan &yauntuk mengatasi

tindakan untuk pembiayaan bermasalah.

3.4.1 Fatwa Ganti Rugi (Ta'widh)”

Ta'widh sendiri merupakan ganti rugi yang diperbolehkatardahukum
Islam. Ta'widh sendiri adalah pihak terjamin dikenakan suatu gaudi, hal ini
diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 43/DSNMUI/VIII.2004entang ganti rugi
(Ta'widh).

Ta'widh sendiri dilatarbelakangi oleh kegiatan perbankslanm lahir ketika
ada hubungan antara Bank Islam dan penerima peadnayHubungan ini
menciptakan kewajiban bagi kedua belah pihak dalang modal berkewajiban
untuk menyediakan pembiayaan kepfidancee(pelanggan) sebagai ditetapkan
dalam kontrak. Disisi lainfijnanceeberada di bawah kewajiban untuk membayar
total pembiayaan yang diterima dalam waktu yangnditkan. Jika pembayaran
tidak dibuat dalam periode tertentu, itu pasti akaempengaruhi aktivitas

" Himpunan Fatwa dewan Syariah Nasional ME4twa Nomor 27/DSN-MUI/I11/2002
Tentang Al-ljarah Al-Muntahiyah Bi Al-TamlilCet.2, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, 2006), hal 16G®!-

> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIO tentangGanti Rugi
Ta'widh.
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keuangan dana tersebut. Sehingga melahirkan suahberikan kompensasi atas
kerugian yang timbul sebagai akibat dari kerugiamgy terjadi’® Sedangkan
pengaturan fatwanya adalah sebagai berikut:

Pada bagian pertama berisi tentang ketentuan unamgy membahas tentang
apa saja yang bisa diberikan ganti rugi, karerektsbmua dapat diberikan suatu
ganti rugi. Ganti rugit@'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan
sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatg yaenyimpang dari
ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada péiakKerugian yang dapat
dikenakanta’'widh sebagaimana dimaksud dalam ganti rugi ini adakldian
riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Kerugianni adalah biaya-biaya
riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan lyakg seharusnya dibayarkan.
Besar ganti rugité widh) adalah sesuai dengan nilai kerugigin(real los9 yang
pasti dialami fixed cost dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang
diperkirakan akan terjadip¢tential los$} karena adanya peluang yang hilang
(opportunity lossataual-furshah al-dha-i'af). Ganti rugi fa ' widh) hanya boleh
dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkangupiutang dain), seperti
Salam, Istishna’ serta Murabahah dan ljarah. Daktad Mudharabah dan
Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan sledthibul malatau salah satu
pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungasugah jelas tetapi tidak
dibayarkan.

Pada bagian keduaengatur mengenai ketentuan khusus, ketentuan &husu
ini berisi tentang ganti rugi yang diterima dalamnsaksi di LKS dapat diakui
sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang meneremafymlah ganti rugi
besarnya harus tetap sesuai dengan keruglaman tata cara pembayarannya
tergantung kesepakatan para pihd&esarnya ganti rugi ini tidak boleh
dicantumkan dalam aka®ihak yang cedera janji bertanggung jawab atasabiay
perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat prqess/elesaian perkara.

Pada bagian ketiga ini berisi tentang penyelegagaselisihan, jika salah satu

pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadsglesinan di antara kedua

"% |slamic Banking and Takaful Department, “Resolnsi®f Shariah AdvisoryCouncil of
Bank Negara Malaysia”, BNM/RH/GL/012-2, page 26,
http://www.bnm.gov.my/quidelines/01 banking/04_protial stds/07_shariah_resolution.pdf
Diunduh pada 3 November 2011, 23:29 WIB.
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belah pihak, maka penyelesaiaannya dilakukan medbadan Arbitrase Syari’ah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musydwar

Selanjutnya pada bagian keempat merupakan ketempuup. Fatwa ini
berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketenjikangi kemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnagbagaimana mestinya.

3.4.2 Fatwa Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah'’

Dalam sebuah perjanjian tidak mungkin selalu banabdengan mulus,
dibutukan suatu mekanisme suatu penyelesaian dalsatu kontrak, seperti
adanya mekanisme penjadwalan kembali tagihan. é&ajan kembali tagihan
atau yang dikenal dengaaschedulingadalah perubahan syarat kredit yang hanya
menyangkut jadwal pembayaran atau jangka wakttfhizalam hal ini Penulis
akan menuliskan tentang fatwa penjadwalan kembbhgai berikut

Dalam ketentuan pertama fatwa berisi ketentuan gleagian. LKS boleh
melakukan penjadwalan kembale¢cheduling tagihan murabahah bagi nasabah
yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaasaguai jumlah dan waktu
yang telah disepakati, dengan ketentuan: tidak mbah jumlah tagihan yang
tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadkefabali adalah biayail ,
perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkapakatsen kedua belah
pihak.

Pada bagian kedua yakni ketentuan penutup, bemsarng jika salah satu
pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika tBrjperselisihan di antara
pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukaglalui Badan Arbitrase
Syari’ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatelalui musyawarah. Fatwa
ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketantjika di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan gsemakan sebagaimana

mestinya.

" Fatwa Dewan Syariah Nasional No 48/DSN-MUI/II/20@8ntang Penjadwalanan
Kembali Tagihan Murabahah.

"®Bank Indonesia, “Kamus”,
http://www.bi.go.id/web/id/Kamus.htm?id=J&start=18mpage=1&search=false&rule=first
Diunduh pada 3 November 2011, pukul 23:54 WIB
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3.4.3 Fatwa Tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam
L embaga K euangan Syariah.”

Rasio lahirnya fatwa tentang pencadangan penghamldava produksi dalam
Lembaga Keuangan Syariah adalah rangka mengurasikor kerugian yang
mungkin terjadi dalam pembiayaan yang diberikamkhaga Keuangan Syari‘ah atau
disingkat dengan LKS dipandang perlu melakukan a@scgan, sebagaimana
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yarigkn®® Fatwa ini terdiri dari
tiga bagian.

Pada bagian pertama mengenai ketentuan umum. Réelstdan umum ini
berisi mengenai pencadangan boleh dilakukan oleB.Bana yang digunakan
untuk pencadangan diambil dari bagian keuntungamg ymenjadi hak LKS
sehingga tidak merugikan nasabah. Dalam perhitungajak, LKS boleh
mencadangkan dari seluruh keuntungan. Dalam kaftangan pembagian
keuntungan, pencadangan hanya boleh berasal dgranb&euntungan yang
menjadi hak LKS.

Pada bagian kedua berisi mengenai ketentuan khdadspencadangan
penghapusan aktiva produktif dalam lembaga keuasgaah yang berbunyi jika
salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya ghauterjadi perselisihan di
antara kedua belah pihak, maka penyelesaianny&ukda melalui Badan
Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakahelalui musyawarah.

Pada bagian ketiga ini berisi tentang keberlakatnvd ini, fatwa ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jikeediudian hari ternyata terdapat

kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimastinya.

3.4.4 Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanks Atas
Nasabah Mampu Yang M enunda-Nunda Pembayar an.

Mengenai nasabah yang mampu namun menunda-nunddaparman
mempunyai sanksi tersendiri, hal ini juga diatutada Fatwa DSN MUI No.
17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mamfang Menunda-

" Fatwa Dewan Syariah Nasional No 18/DSN-MUI/IX/20G@ntang Pencadangan
Penghapusan Aktiva Produktif Dalam Keuangan Syaria

80 | pid.
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Nunda Pembayaran. Terdiri dari tiga bagian, padpabapertama berisi tentang
ketentuan umum, yang berisi seperti sanksi yangbdisdalam fatwa ini adalah
sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mamngubayar, tetapi
menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Nasgdnaip tidak/belum
mampu membayar disebabkdorce majeur tidak boleh dikenakan sanksi.
Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran datitkik mempunyai
kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnyahbdikenakan sanksi.
Sanksi didasarkan pada pringgzir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin
dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat dedepda sejumlah uang
yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan diarat saat akad
ditandatangani. Dana yang berasal dari denda dipgtkan sebagai dana sosial.

Pada bagian kedua berisi mengenai jika terjadiglisiisan, dalam fatwa ini
jika terjadi perselisihan dapat menggunakan Badaiirase syariah jika tidak
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Arbit@gari'ah setelah tidak
tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Pada bagian ketiga ini mengenai keberlakuan fateéam hal ini fatwa
berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketenikardj kemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnsi&hagaimana mestin§a.

3.5 Tanggung Jawab Dalam Akad ( Dhaman al-‘Aqd

Para pihak wajib melaksanakan perikatan yang tirdatilakad yang mereka
tutup. Apabila salah stau pihak tidak melakukan #&éwan sebagaimana
mestinya, tentu timbul kerugian pada para pihak {@ing mengharapkan dapat
mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan tdadbut. Oleh karena itu,
hukum melindungi kepentingan pihak dimaksud (kaglilengan membebankan
tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas pyekg mungkir janji (debitur)
bagi kepentingan pihak yang berhak. Akan tetapntigaugi itu hanya dapat
dibebankan kepada debitur yang ingkar janji apaielaigian yang dialami oleh
kreditor memiliki hubungan sebab akibat dengan yetdn ingkar janji atau

ingkar akar akad dari debitur. Jadi, tanggung jaaddd itu memiliki tiga unsur

81 Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentaranksi Atas Nasabah Mampu
Yang Menunda-Nunda Pembayaran.
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pokok, yaitu adanya perbuatan ingkar janji yangatlajjpersalahkan, perbuatan
ingkar janji itu menimbulkan kerugian pada kreditian kerugian kreditor itu

disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab akibagaenperbuatan ingkar janji
debitur®?

Dalam hukum Islam, tanggung jawab melaksanakan akatisebut dengan
daman akad dhaman al'agajl Hanya saja perlu diketahui bahwa daman
(tanggung jawab) akad adalah satu bagian dariraj@mtang daman (tanggung
jawab perdata) secara keseluruhan, karena disandpimgn akad, dalam hukum
Islam terdapat pula apa yang disebut daman udwhan{an al-‘udwaj) yaitu
tanggung jawab atas merugikan orang lain (perbuai@iawan hukum perdata).
Dengan kata lain, daman di dalam hukum Islam dik&daenjadi dua, yaitt?

1. Daman akad dhaman al-‘aqdl, yaitu tanggung jawab perdata untuk

memberikan ganti rugi yang bersumber pada ingkad;ak

2. Daman udwandhaman al-‘udwaj) yaitu tangung jawab perdata untuk

memberikan ganti rugi yang bersumber kepada pexbuaerugikan &l-
fi'l adh-dharr) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disdengan
perbuatan melawan hukum.

Dalam hal ini, Penulis akan fokus tentang damam §tenggung jawab akad/
kontraktual). Sedangkan daman udwan tempatnya bdkéam kajian Penulis,
melainkan ketika berbicara tentang perikatan yamgumber kepada perbuatan
melawan hukumg]-fi’l adh-dharr, perbuatan merugikan). Pembicaraan tentang
daman akan ini akan ditunjukkan kepada tiga bahasdaiu: (1) bersumber
terjadinya daman, (2) adanya kerugian, (3) adanyamgan sebab akibat antara
kerugian dan perbuatan yang tidak memenuhi jamjickoitur®*

Perlu diketahui bahwa ada pendapat dari beberapd&wum kontemporer

terkemuka bahwa hukum Islam yang tidak mengenaamjéentang ganti rugi

82Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Alzalam Fikih
Muamalat (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), k8l. 3

8 |bid, hal. 330.

8 |bid, hal. 331.
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terhadap pengingkaran pelaksanaan akad secaraltudsrlinat dalam hukum
Islam tidak memberikan ganti rugi atas manfaatldghilangan keuntungdh.

Akan tetapi berdasarkan kajian lebih mutakhir, @pga ini tidaklah benar,
karena dalam hukum Islam terdapat banyak mazhabnmukiimana bila suatu
doktrin tidak ditemukan dalam suatu mazhab, dajtgimdikan dalam mazhab
lain. Dalam kaitan ini, mazhab Hanafi tidak mengakanfaat sebagai suatu
benda fnal) yang bernilai pada dirinya sendiri. Oleh karehg sulit baginya
untuk memberikan ganti rugi atas kehilangan manfa&in tetapi, mazhab-
mazhab lain yang merupakan jumhur (mayoritas) marngeanfaat sebagai

benda yang benilai, oleh karena dapat menjadi gigelggantian kerugidii.

Ad. 1 Sebab Terjadinya Daman

Sebab-sebab terjadinya daman ada dua macam, Yaitidgk melaksanakan
akad, atau (2) alpa dalam melaksanakannya timbudayaan (tanggung jawab)
akad mengandaikan bahwa terdapat suatu akad yalaf saemenuhi ketentuan
hukum sehingga mengikat dan wajib dipenuhi. Bilamakad yang sudah tercipta
secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilzdsan isinya oleh debitur
atau dilaksanakan, tetapi tidak sebagaimana mest(aga kealpaan), maka
terjadilah kesalahan dipihak debitur tersebut, k baesalahan itu karena
kesengajaannya untuk tidak melaksanakannya maum@meng kelalainnya,
kesalahan dalam fikih disebat-ta’addi, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak
berbuat) yang tidak diizinkan oleh syarak. Artirstgatu sikap yang bertentangan
dengan hak dan kewajibh.

Kesalahan tidak ada dan karenannya tidak ada dakn debitur
melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang ahjikgn didalam akad.
Bahkan sekalipun terjadi kesalahan dipihak delianena tidak melaksanakan
perikatan yang menjadi kewajibannya, tetapi tidd& daman jika debitur dapat
membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya akad tatdedrena disebabkan oleh

suatu sebab lain di luar kemampuannya untuk medghimya, seperti terjadinya

% Ibid.
% Ibid.
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keadaan darurat (keadaan memaksarmacht yang mengakibatkan pelaksanaan
akad tersebut menjadi mustafil.

Menurut as-Sanhuri, dalam hukum Islam yang menyaingielaksanaan
perikatan yang timbul dari suatu akad dapat diterpembedaan dalam hukum
barat mengenai pelaksanaan perikatan menjadi pelaks perikatan untuk
mewujudkan hasil dan pelaksanaan perikatan untulakuiean suatu upaya.
Dalam hal perikatan untuk mewujudkan hasil adala@tis perikatan yang
dinyatakan telah terlaksana apabila pelaksanaaalietr mewujudkan suatu hasil
atau mencapai tujuan tertentu. Perikatan penjulkumemindahkan milik atas
suatu barang dan menyerahkan barang itu kepadaefet@tvujud apabila hak
miliki tersebut dan barang bersangkutan telah bbaaar pindah dan diserahkan
kepada pembeli. Apabila pembeli belum menerima @&han barang, maka
penjual belum dikatakan telah melaksanakan penkgt karena belum terwujud
hasil atau tujuan yang menjadi maksud dari akadsebert. Dengan demikian
dalam perikatan jenis ini, tidak terwujudnya habgérarti belum terlaksana
perikatan sehingga debitur memikul dantan.

Perikatan untuk melakukan upaya adalah suatu pankgang dikatakan
terlaksana apabila debitur telah melakukan suastyaidalam kadar tertentu baik
dengan melakukan upaya yang dapat mencapai hasg weenjadi maksud
kreditor ataupun tidak dapat dicapai. Yang pentiatam perikatan semacam ini
adalah bahwa debitur dalam pelaksanaan perikatatelah melakukan suatu
upaya dalam kadar tertentu. Contoh perikatan umiekakukan upaya adalah
perikatan antara dokter dengan pasien, dimana dokianggap telah
melaksanakan kewajiban yang timbul dari akad argaséen dengan dirinya bila
ia melakukan pengobatan terhadap pasien sesuaanletgndar yang ditentukan
dalam profesinya dan ia telah melakukan pekerjaaseguai dengan aturan yang
lazim dikerjakan oleh dokter pada umumnya, sekalipalaksaan pekerjaannya
itu tidak mencapai hasil yang dikehendaki oleh gmsiyaitu kesembuhan.

Demikian pula perikatan penyewa untuk memeliharear yang disewanya,

8 |pid, hal. 332.

8 | pid.
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perikatan peminjam untuk memelihara barang yangipdian padanya. Dalam

semua ini debitur dianggap telah melaksanakan gemnkya apabila ia telah
melakukan upaya seperti yang lazimnya dilakukarn @eang pada umumnya
dalam posisi tersebut, meskipun pelaksanaan itek tichewujudkan tujuan

kreditor. Pada asasnya kadar tertentu yang hampengli dalam pelaksanaan
perikatan ini adalah upaya yang dilakukan oleh@asg terjadi pada umumnya.
Namun demikian kadar tertentu sesuai dengan yanq ldilakukan oleh orang

pada umumnya bisa berkurang atau bertambah kadareya perjanjian khusus
antara para pihak, atau adanya ketentuan Undarepgngang mengatur secara
khusus atau dalam pekerjaan profesional adanyadast&musus dalam kode etik
profesi yang mengatur pelaksanaan pekerjaan priefssbut’

Bila ternyata debitur tidak melaksanakan kewajilyann baik untuk
mewujudkan hasil maupun untuk memberikan upaya padkat tertentu, maka
la dinyatakan bersalah karena tidak melaksanakaad agehingga harus
bertanggung jawab (memikul daman). Namun tidakaksdnanya perjanjian
disamping disebabkan oleh debitur sendiri yang nmgmi@ak melaksanakannya,
juga bisa disebabkan oleh sebab-sebab lain diinaya seperti adanya keadaan
memaksa (dalam hukum Islam disebut dengan keadmamat), atau perbuatan
kreditor sendiri, atau perbuatan orang lain. Dalah ini ia bebas dari daman.
Selama ia tidak bisa membuktikannya, ia diangapaktidnelaksanakan
kewajibannya sehingga memikul dantan.

Ad.2 Kerugian &dh-dharaj

Agar terwujudnya daman, tidak hanya cukup adanyalkban dt-ta’addi)
dari pihak debitur, tetapi juga harus ada kerug#atih-dharg pada pihak kreditor
sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Justruieeriadh-dhara) inilah yang
menjadi sendi dari adanya daman yang diwujudkaandadbentuk ganti rugi.
Dasar adanya daman yang berwujud ganti rugi adedathah hukum Islam,

“kerugian dihilangkan”, gdh-dhararu yuzg| artinya kerugian dihilangkan

% |pid, hal. 333-334.

°1 |bid, hal. 334.
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dengan ditutup melalui pemberian ganti rugi. Yamgaksud dengan kerugian
(adh-dhara) adalah segala gangguan yang menimpa seseorakgné&ayangkut
dirinya maupun menyangkut harta kekayaanya, yamgufed dalam bentuk
terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupanfaat. Dalam kaitan dengan
ingkar akad, kerugian yang terjadi lebih banyak yaegkut harta kekayaan yang
memang menjadi objek dari suatu akad atau menyanfikik seseorang.
Sedangkan yang menyangkut moril kemungkinan sedétkali, yaitu
kemungkinan terjadinya moril. Misalnya seorang doktang membuka rahasia
pasiennya yang diminta untuk disembunyikan sehinggaimbulkan rasa malu
pada pasien tersebtit.

Mazhab-mazhab hukum Islam dimasa lampau berbed#apgan dalam hal
luas sempitnya jangkauan kerugian yang dapat diperniggantian. Mazhab
Hanafi termasuk mazhab yang mengajarkan pikirarii gagi terbatas. Dalam
mazhab ini yang menjadi objek ganti rugi adalahdaeyang bernilai pada dirinya
sendiri. Dalam mazhab ini manfaat seperti rumahiamyrangkutan kendaraan,
pekerjaan orang, tidak dianggap benda bernilai phdiaya sendiri tidak dapat
menjadi objek ganti rugi, kecuali dalam hal-halbtdas, seperti kehilangan
keuntungan. Dalam pasal 596 majallah (yang meuamp&dJHP perdata mazhab
Hanafi), dikatakan “apabila seseorang menghuni hum@ang lain tanpa sewa,
artinya ia melakukan perbuatan merugikan (melawsuim) dengan menghuni
rumah orang lain tanpa hak yang dalam hukum Islaisebdt gasab
(menggunakan hak milik orang lain tanpa hak). Huoniarsebut merupakan
manfaat, untuk beberapa waktu, maka ia tidak wagmnbayar uang sewa. Akan
tetapi, bila rumah itu adalah rumah wakaf ataukiahak dibawah umur, maka ia
wajib membayar sewa misil (ganti rugi) atas pemakaiersebut. Jadi disini
manfaat (hunian rumah) tidak menjadi objek gangi rkecuali bila rumah itu
merupakan benda wakaf yang dieksploitasi untuk mmeatkan hasilnya guna
kepentingan wakaf, terkecuali bila rumah tersebutknanak dibawah umur
sebagai perlindungan terhadapnya. Dalam dua kasu$apat diterapkan ganti

rugi menurut mazhab Hanafi. Namun, juga dikecualikda benda bersangkutan

%2 |pid, hal. 334-335.
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memang disediakan untuk penyewaan. Ini semua mergagy&an konsep ganti
rugi sempit menurut mazhab Han#fi.

Mazhab-mazhab lain menganut ajaran ganti rugi lklzk, dimana ganti rugi
dapat mencakup manfaat dengan berbagai bentuknysagek ganti rugi atas
kerugian yang menimpa badan orang. Seperti cedmrg ynengenai seseorang
dalam akad pengangkutan. Dalam hukum Islam kontegngerjadi pergerakan
(pergeseran) ke arah penerimaan penggantian atagide moril dari fikih klasik
yang cendrung lebih banyak menolak penggantian keasgian moril dengan

alasan kerugian moril tidak dapat dinilai dengang.’4

Ad.3 Hubungan kausalitas.

Logis bahwa kewajiban debitur untuk memberikan igangi kepada
kreditornya timbul dari kesalahannya karena tida{aksanakan akad yang telah
disepakati. Sebaliknya, tidaklah logis apabila tebdiwajibkan memberikan
penggantian kepada kreditor atas suatu yang bukanpakan kesalahannya, atau
mungkin merupakan kesalahannya, namun ia beradandsituasi terpaksa oleh
keadaan sehingga tidak dapat melaksanakan penik@amniah yang dalam
hukum perjanjian, termasuk hukum perjanjian syadaebut keharusan adanya
hubungan kausalitas antara kesalahan debitur dekeraigian kreditor. Dengan
kata lain debitur tidak dapat dibebani ganti keangftidak dapat didaman) apabila
kerugian yang dialami oleh kreditor tidak disebabla@eh debitur yang tidak
melaksanakan kewajibannya.

Debitur tidak melaksnakaan perikatannya mungkinekar kesalahannya
sendiri atau mungkin karena adanya sebab luar Gekepdaan memaksa, atau
kesalahan kreditor atau kesalahan orang lain. Radsnya, tidak terlaksananya
perikatan dianggap sebagai kesalahan debitur, keamabila ia dapat
membuktikan bahwa kesalahan itu disebabkan olehbstlar, berupa keadaan
memaksa, kesalahan kreditor sendiri atau pihak(fahak ketiga)

% |bid, hal. 335-336.

% |bid, hal. 336.
% |bid, hal. 336-337.
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Ajaran tentang keadaan memaksa dalam hukum Islgrat diihubungkan
kepada ajaran tentang bencaahafat as-samawiyyghketika berbicara tentang
keadaan yang memberatkan, telah dikemukakan adajyan tentang jaihah
(musibah pertanianal-ja’ihah) sebagai alasan untuk meringankan kewajiban
debitur, jaihah ini merupakan salah satu bentukchea karena bencana tidak
hanya khusus menimpa buah-buahan dan tanamani jieg@ menimpa harta
kekayaan lainnya. Dalam kitdldajma adh-Dhamanatlijelaskan penggembala
untuk menggembalakan ternaknya. Lalu seekor kamiomitknya ditangkap
serigala ketika sedang diberi minum, maka penggmiba tidak bertanggung
jawab atas kerugian itu bila serigala itu banyakyeka ia tidak mampu
mengatasinya. Akan tetapi bila serigala itu hamgeksr, ia bertanggung jawab
karena ia mampu mengatasinfiya.

Bencana dalam hal ini merupakan hal yang tidak tddipandari, tidak dapat
diperkirakan sebelumnya dan menyebabkan akad miudtaksanakan. Ahli-ahli
hukum Islam kontemporer kemudian mengembangkaaraf@ntang bencana ini
menjadi keadaan memaksa yang dapat membebaskaturdelairi daman
(kewajiban melakukan penggantian ganti rifgi)

Tentang kesalahan kreditor (penderita kerugianyaddmambarkan bahwa
apabila posisi debitur adalah posisi pemegang am@m@a amanajdan barang
objek perjanjian musnah karena kesalahan kredit@salahan penderita
kerugian), maka debitur tidak memikul beban dankawéjiban ganti rugi) bila ia
telah melakukan upaya sesuai dengan yang diturdthyé. Apabila posisi
debitur adalah pemegang daman seperti penjual lBebelenyerahkan barang
kepada pembeli, maka asasnya penjual menanggungskaiman barang sebelum
dilakukannya penyerahan sekalipun kemusnahan téga€ena sebab luar, selama
sebab luar itu bukan kesalahan pembeli (pendedtagkan). Bila kemusnahan
karena kesalahan pembeli, sekalipun sebelum meagemyerahan barang, maka
penjual tidak memikul daman. Ini artinya kesalalpmderita kerugian ketika

posisi debitur adalah posisi pemegang daman leliat lefeknya daripada

% |bid, hal. 337.
% |bid, hal. 339.
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kesalahan penderita kerugian manakala posisi debdalah posisi pemegang
amanahyad amanajh Apabila kesalahan yang terjadi merupakan kesalgada
pihak lain (pihak ketiga), maka tidak ada hubungaimab akibat antara kesalahan
dan kerugian sehingga debitur tidak memikul dani@ndalam hal posisi debitur
adalah posisi pemegang amanah. Akan tetapi, daknpdsisi debitur sebagai
pemegang daman, maka seperti dikemukakan di atasabs luar tidak
membebaskan debitur apabila bukan disebabkan okgdaldhan penderita
kerugian sendiri®

Sebab luar dalam berbagai bentuknya haruslah lmsmer terpisah dari dan
tidak mempunyai hubungan dengan debitur. Apabilbalseluar itu masih
mempunyai hubungan dengan debitur, seperti pekemay dipekerjakan oleh
suatu perusahaan pengangkutan untuk mengangkuimpeng, benda atau alat
yang digunakan oleh debitur, maka kesalahan meiakaadalah menjadi

tanggung jawab debitdr.

3.6 Riba Dalam Pandangan Hukum Islam

Bunga (nterestfa-idah) adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi
pinjaman uang &l-gard) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa
mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersednatabarkan tempo waktu
dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasapiasentaseRiba adalah
tambahan Ziydah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhamandal
pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan amgydisebut denganba
nasi'ah Praktik pembungaan uang saat ini telah memeniiterila riba yang
terjadi pada zaman Rasulullah SAW., yakiba nasi'anh Dengan demikian,
praktik pembungaan uang ini termasuk salah satuukenba dan haram

hukumnya.

% |bid.
% | bid.
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Praktik pembungaan uang ini banyak dilakukan olahkb asuransi, pasar
modal, pengadaian, koperasi, dan lembaga keualagamya termasuk juga oleh
individu.'®

Dalam hal ini jenigiba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah
riba untang-piutang danba jual beli. Kelompok pertama terbagi menjaitia
gardhdanriba jajiliyyah. Adapun kelompok keduaba jual beli, terbagi menjadi
riba fadhl danriba nasi'ah’®* Pada kelompok pertama, yakrba gardh ini
adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertgahg disyaratkan terhadap
yang berutangnfugtaridh). Sedangkamiba jahiliyyah adalah utang dibayar lebih
dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membatangnya pada waktu
yang ditetapkan. Pada kelompok kedua yakm fadhl danriba nasi'ah Riba
fadhl adalah pertukaran antar barang sejenis dengarr kdda takaran yang
berbeda sedangkan barang yang dipertukarkan itaserk dalam jenis barang
ribawi. Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jeni
barangribawi yang dipertukarkan dengan jenis baramgawi lainnya. Riba
dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atsatan
antara yang diserahkan saat ini dan yang diseratgwmudian.

Dalam hal ini Ibnu Hajar al-Haitsami mengatakan gerai pembagian dan
jenis-jenisriba, dikatakan Ribaitu terdiri atas tiga jenigiba fadl, riba al-yaad
danriba an-nasi'ah Al-mutawally menambahkan jenis keempat, yaiha al-
gardh Beliau juga menyatakan bahwa semua jenis inirdihkan secara ijma
berdasarkan nash al-Quran dan hadits N&5i".

Praktik riba yang dilakukan dalam penelitian Anwar Igbal dikata tiga
jenis praktikriba yang berkembant®

1% wirdyaningsih,op.Cit hal. 35-36.

191 Muhammad Syafi'i AntonioBank Syariah Dari Teori ke PraktiKJakarta: Gema
Insani, 2001), hal. 41.

192 pid. hal. 42.

103

Wirdyaningsih,op.Cit, hal. 24.
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1. Seseorang menjual sesuatu kepada orang lainandepgrjanjian bahwa
pembayaranya akan dilakukan pada suatu tanggal tgdaly disetujui bersama.
Jika pembeli kemudian tidak dapat membayarnya pat@gal yang telah
disetujui itu, suatu “waktu lenggang” diberikan l&aa pembeli setuju untuk
membayar jumlah yang lebih besar dari harga semula;

2. Seseorang meminjamkan sejumlah uang selamagamgktu tertentu dengan
syarat bahwa pada saat jatuh temponya nanti sinp@mimembayar “pokok
modal” bersama suatu jumlah tetajba” atau “tambahan”;

3. Si peminjam dan pemberi pinjaman setuju atasustiagkat ‘tiba” tertentu
selama jangka waktu tertentu. Apabila setelah jangéktu tersebut si peminjam
tidak bisa melunasi utangnya beserta jumlah tambgl@a ia kemudian
diharuskan membayar suatu tingkat kenaikeba® sebagai tambahan “waktu
lenggang”.

Pelarangamiba ini sudah jelas terdapat dalam suatu al-quaioa, termasuk
dosa besar, dan Allah SWT telah mengumumkan peganakepada pemakan
riba dan yang mewakilkannya di antara semua dosa yang Dalam hal ini
firman Allah adalah “Hai orang-orang yang berimbartagwalah kepada Allah
dan tinggalkan sisaiba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang
beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (menafggn sisariba) maka
ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangiban jika kamu
bertaubat (dari pengambilamba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak
menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (Al Qur'ama&: Al-Bagarah: 278-279).

Dari Jabir r.a, ia berkata: “Rasulullah Shallallahlaihi wa sallam mengutuk
orang yang memakamiba, yang mewakilkannya, penulisnya, dan 2 orang
saksinya, dan Beliau bersabda, ‘Mereka itu samiarfddosa)”. (Hadis Riwayat:
Muslim). Dari Abu Hurairah r.a, Nabi Shallallahu ‘alaihi veallam bersabda:
“Jauhilah tujuh (7) perkara yang membinasakan. keerdertanya, ‘Ya
Rasulullah, perkara apakah itu?’

Beliau bersabda: “Menyekutukan Allah SWT, sihir, miinuh jiwa yang

diharamkan Allah Subhanahu wa ta’ala kecuali dengamar, memakanmiba,
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memakan harta anak yatim, lari dari medan perargpuaeiuh wanita mukmin
yang menjaga diri.” (Muttafaqun ‘alaifj?

Menurut M.Umer Chaprasiba secara harfiah berarti adanya peningkatan,
pertambahan, peluasan, atau pertumbuhan. Tetdpk semua peningkatan atau
pertumbuhan terlarang dalam Islam. Keuntungan jmgaupakan peningkatan
atas jumlah pokok, tetapi hal ini tidak dilarangal@n hal ini Rasulullah SAW
dalam hadisnya, “Jika seseorang memberikan pinjdtepada seseorang lainnya
dia tidak boleh menerima hadiah.” (Bukhari dalartatnya Tarikh, dan albnu
Taimiyyah dalamal-Muntaqg. Di dalam Hadis lain Rasulullah bersabda: “Ketika
seseorang memberikan pinjaman kepada orang lainpéannjam memberikan
makanan atau tumpangan hewan, dia tidak boleh mesmeya kecuali keduanya
terbiasa saling memberikan pertolongan” (Sunanadidmi, kitab al Buyu. Bab
Kullu Qardin Jaraa Manfaatan Fa Huwa RibanDengan demikian, beliau
melarang mengambil hadiah, jasa, atau pertolongiecg apa pun sebagai syarat
atas suatu pinjaman. Tambahan yang tidak sama lgmgktik yang ditunjukkan
tersebut di atas tidak termastifia yang diharamkaf®”

104 Choir, “Larangan Riba  Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunnah”
http://zonaekis.com/larangaiBa-dalam-al-qur%E2%80%99an-dan-as-sunn&hidinduh pada 23
Januari 2012, pukul 09:35 WIB

105

Wirdyaningsih,op.Cit, hal. 24.
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BAB 4
ANALISISDAN PEMBAHASAN
4 ANALISIS
4.1 Kasus Posisi

Kasus posisi pada perjanjigine facility ini adalah bermula ketika nasabah
PT. Z membutuhkan suatu talangan dana untuk meralalimesin pengeboran.
Alat mesin pengeboran itu sangat mahal jumlahnyehirfgga membutuhkan
suatu talangan dana yang cukup besar, untuk h&TtlZ meminjam pada Bank
X dengan akad pembiayaan murabahah.

Pemberian dana yang sangat banyak ini tidak dajegrikkn langsung,
karena menggunakaline facility, yakni platfon pembiayaan berjangka yang
diberikan menurut perhitungan waktu tertentu. Dalaath ini limit nya sebesar
USD 7,600,000.00 dengan jangka waktu 36 bulan dambprian dananya pun
diberikan secara angsuran kepada nasabah PT. Z $d&ntahun 2007 Nasabah
PT.Z meminta lagi talangan dana tambahan sebesBr 1J84.000. Sehingga
total dana yang diminta adalah USD 9.054.000. Payalan maksimuniine
facility tersebut sebesar USD. 9.054.000. Pembiayaan éesebtit dikucurkan
pada setiap bulan kepada nasabah. Pembiayaan alangah ini harus sesuai
dengan harga barang sesungguhnya. Nasabah PTdifi seemberikaninvoice
atau tanda bukti harga barang yang sesuai dengada&eya.Dalam hal
pembelian barang ini, pihak bank seharusnya mentimiang sendiri sesuai
dengan spesifikasi yang dibutuhkan dalam perjartgdengan dana ini. Namun
dalam perjanjian antara Bank X dengan PT. Z mesgamakan nasabah dengan
atas nama Bank X untuk membeli barang yang seseraganh spesifikasinya.
Dalam hal ini harus ada akad wakalah, namun daknargian murabahah antara
pihak Bank X dengan PT. Z tidak terdapat akad watkabehingga dalam hal ini

sangat dibutuhkamoral hazardyang baik antara pihak bank dengan nasabah,
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karena apabila nasabah tidak beritikad baik diteuterjadinya praktiknark-up
yang tidak sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya.

Perjanjian pembiayaan ini berlangsung dari tahu2ampai dengan 2007
belum mempunyai masalah yang berarti yakni belumammian suatufee
perpanjangan. Memasuki tahun 2008 terjadi krisisba@l yang tidak hanya
menghancurkan sektor ekonomi global, dan tidak &aahy saja, nasabah PT.Z
memiliki sengketa pajak, yakni lubang sumur minyakmiliki masalah pajak,
sehingga dirjen pajak membekukan rekening nasalbad.MMelihat adanya krisis
global ekonomi dan penutupan sumur pengeboran hidys&Sumatra Selatan,
sehingga PT. Z memohonkan suatu keringan pembaykepada Bank X.
Keringanan ini berupa penundaan pembayaran hutakgkp keringanan untuk
membayarmargin, dan pembayarafee perpanjangan karena meminta waktu
luang perpanjangan karena tidak sanggup membayairwaktu.

Lahirlan sebuah konsekuensi yuridis hukum akibamipayaan yang
terlambat atau tidak sesuai pada jangka waktu yhtegapkan, yakni lahirlah

suatufee perpanjangan.

4.2. Perjanjian Line faciility dalam akad Murabahah antara Bank X dengan
PT. 2

Line facility adalah fasilitas plafon pembiayaan yang diberikégh bank
syariah dalam jangka waktu tertentu untuk nasaké&ieritu dengan ketentuan
yang disepakati dan mengikat secara moral danadkah berdasarkan prinsip
syariah’®® Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah NasionaiSXDSN-
MUI/II/2005 tentangline facility atau At-Tashilat pada definisi dikatakafine
facility adalah suatu bentuk fasilitas plafon pembiayaagubie dalam jangka
waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prissi@ri’ah. Sedangkawa’ad
kesepakatan atau janji dari satu pihak (LembagaKgan Syariah) kepada pihak
lain (Nasabah).

Dalam perjanjian antara Bank X dengan PT. Z bemtaladnya adalaHine
facility dengan akad pembiayaan murabahah. Akad pembisslaanuirabahah
no.37 /MBHH/VIII/2004 ini mempunyai 17 pasal yangrdiri dari pasal 1

1% Ahmad Ifham SolihinOp.Cit hal. 224.
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definisi, pasal 2 pembiayaan dan penggunaan, fagmnarikan pembiayaan,
pasal 4 jangka waktu dan cara pembayaran, pasahpat pembayaran, pasal 6
biaya, potongan dan pajak, pasal 7 jaminan, pasa&d@ra janji, pasal 9 akibat
cedera janji, pasal 10 pengakuan dan jaminan, pbkgbembatasan terhadap
tindakan nasabah. Pasal 12 resiko, pasal 13 asupasal 14 pengawasan, pasal
15 penyelesaian perselisihan sengketa, pasal 1®gygahuan, dan pasal 17
penutup.

Perjanjian akad murabahah ini masih berlangsungpaadengan sekarang
tahun 2011, dikarenakan hutang terhadap Bank Xnbdlunas. Perjanjian akad
murabahah ini berlangsung dan mengalami perubaéertsrektruriksasj dan
penjadwalanan perjanjian serta perubahan terhadsp murabahah antara Bank
X dengan PT. Z disesuaikan dengan kedua belah .pihak

Dalam perjanjianline facility ini, Penulis mencoba menganalisis dari segi

subjek hukum dan objek hukum.

4.2.1 Subjek Hukum dalam Perjanjian Bank X dengan PT. Z

Orang atalpersoonadalah pembawa hak dan kewajiban atau setiap mahluk
yang berwenang untuk mewakili, memperoleh, dan menakan hak dan
kewajiban dalam lalu lintas hukum disebut sebaghjek hukum. Subjek hukum
terdiri dari dua, yakni manusia biasa dan badamuimuk

Badan hukum atau dikenal dengaethts persoormerupakan badan-badan
atau perkumpulan. Badan hukum, yakni orang yangtdican oleh hukum. Oleh
karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dé&eatindak hukum
(melakukan perbuatan hukum) seperti manusia. Dedgarikian, badan hukum
sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat medakgkbagai pembawa hak
manusia, seperti dapat melakukan persetujuan-pgraat memiliki kekayaan
yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggoigetangya. Oleh karena itu,
badan hukum dapat bertindak dengan perantaraan upsagengurusnya.
Misalnya, suatu perkumpulan dapat dimintakan pexit@es sebagai badan
hukum, dengan cara:

a. Didirikan dengan akta notaris;

b. Didaftarkan di kantor panitera pengadilan negagmsgat;
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c. Dimintakan pengesahan anggaran dasar (AD) kepaddriMéhakiman
dan HAM, sedangkan khusus untuk badan hukum danasiyre
pengesahan anggaran dasarnya dilakukan oleh M&xuangan;

d. Diumumkan dalam Berita Negara RI.

Badan hukum rehts persooh dibedakan dalam dua bentuk, yakni badan
hukum publik dan badan hukum privat. Namun dalasukani subjek hukumnya
adalah badan hukum pribadi atau privat. Badan huybuwvat adalah badan hukum
yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdgeng menyangkut
kepentingan pribadi orang di dalam badan hukumDengan demikian, badan
hukum itu merupakan badan swasta yang didirikangrantuk tujuan tertentu,
yakni mencari keuntungan, sosial, pendidikan, ipppagetahuan, dan lain-lainnya
sesuai menurut hukum yang berlaku secara sah, ny@salerseroan terbatas,
koperasi, yayasan dan badan nal.

Dalam perjanjian akad murabahah antara Bank X deriga Z disini,
dilakukan oleh dua orang subjek yang berbadan hudtara lain:

1. PT. Bank X, berkedudukan dan berkantor pusaladarta, jalan MH T
No.5. Dalam hal ini di wakili oleh PT selaku kepdigisi Pembiayaan I.

2. PT. Z berkedudukan di Jakarta, JI. RS F No.Dajam hal ini diwakili
oleh BBM (Direktur Utama) oleh karenanya sah beldk untuk dan atas nama
PT. Z untuk selanjutnya disebut Nasabah.

Telah disebutkan sebelumnya dalam hukum perikastaml bahwa tidak
diaturnya pengertian badan hukum, hanya dikatakangenai istilaral-syirkah
Namun adanya kerja sama diantara beberapa orangnimékan kepentingan-
kepentingan dassyirkahtersebut terhadap pihak ketiga. Dalam hubungagaten
pihak ketiga inilah timbul bentuk baru dari subjekkum yang disebut dengan
badan hukum. TM Hasbi Ash Shiddieqt, menyatakanwbalbadan hukum
berbeda dengan manusia sebagai subjek hd®um.

9Advendi S dan Elsi Kartika SHukum Dalam Ekonomi Edisi,|(Jakarta: Grasindo,
2007), hal.7-9.

198 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Batkli®p.Cit hal. 59.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis ..., Getri Permata Sari, FH Ul, 2012



65

Sehingga dalam hal ini badan hukum antara Bank ngae PT. Z memiliki
perbedaan dengan manusia sebagai subjek hukumadan bhukum, diantaranya:
1. Hak-hak badan hukum berbeda dengan hak-hak yangikiimanusia,
seperti hak berkeluarga, hak pustaka, dan lain-lain
2. Badan hukum tidak hilang dengan meninggalnya persgbadan hukum.
Badan hukum akan hilang apabila syarat-syaratulgk tierpenuhi lagi;
3. Badan hukum diperlukan adanya pengakuan hukum;
4. Ruang gerak badan hukum dalam bertindak hukum atbableh
ketentuan-ketentuan hukum dan dibatasi dalam biarang tertentu;
5. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh badan imukdalah tetap,
tidak berkembang;
6. Badan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman pidantpiehanya dapat
dijatuhi hukuman perdat&®®
Dalam hal ini Bank X sesuai dengan Undang-undambap&an Syariah No.
21 tahun 2008, pasal 7 “Bentuk badan hukum Banki&yaadalah perseroan
terbatas”, sehingga sudah sangat jelas disini b&amk X merupakan suatu PT,
yakni berbadan hukum yang memiliki kewajiban dak seperti layaknya badan
hukum pada umumnya. Begitu juga dengan PT. Z m&arphadan hukum yang
didirikan, sehingga mempunyai hak dan kewajibaepoh hukum.

4.2.2 Objek Perikatan Murabahah Antara Bank X dengan PT. Z Tahun 2004
Objek Perikatan atau dikenal dengsliahallul ‘Aqd adalah sesuatu yang
dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akib&umm yang ditimbukan.
Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud,rtsepebil, dan rumah,
maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat. $ggeaat yang harus dipenuhi
dalam objek perikatan ini ada 4 yakH{:
1. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangkang
Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalal, lsdperti menjual anak

hewan yang masih ada didalam perut induknya atamgjualetanaman sebelum

199 |pid.
110 pid, hal. 61.
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tumbuh. Alasannya, bahwa sebab hukum dan akibat daldk mungkin
bergantung pada sesuatu yang belum ada. Namum&trgangeculian bentuk
akad-akad tertentu, seperti salam, istishna, dasyagah, yang objek akadnya
diperkirakan akan ada dimasa yang akan datang.

2.0bjek perikatan telah dibenarkan oleh syariah;

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objelaferikaruslah memiliki
nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yafiagnga tidak suci, seperti
bangkai, minuman keras, babi, atau darah diangdak memiliki nilai dan tidak
memiliki manfaat bagi manusia.
3.0bjek akad harus jelas dan dikenali;

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus hkerkejelasan dan
diketaui olehagid. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalapahardé&ntara
para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jijgk dbrsebut berupa benda,
maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsikéadaannya. Jika terdapat
cacat pada benda tersebut pun harus diberitahulklea.objek tersebut berupa
jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahigjauh mana kemampuan,
keterampilan, dan kepandaian dalam bidang tersdika. pihak tersebut belum
atau kurang ahli, terampil, mampu, maupun pandaystetap diberitahukan agar
masing-masing pihak mengetahuinya.

4. Objek dapat diserahterimakan.

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserapkda akad terjadi, atau
pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena disarankan bahwa objek
perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama agadah untuk
menyerahkannya kepada pihak kedua.

Setelah melihat syarat objek diatas maka sudak kgampat syarat tersebut
akan Penulis analisis. Dalam perjanjian antarakpiBank X dengan PT. Z.
Pertama, objek perikatan telah ada ketika akachgklangkan. Pada tahap ini
dalam pasal 2 dikatakan, “Bank berjanji dan dengamengikatkan diri untuk
menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada Nasabal, akan digunakan untuk
membeli peralatan dan material. Sehingga dengasyemiat pertama terpenuhi,
karena dalam hal ini pembelian alat dilakukan sétehendapat pendanaan dari
Bank X. Sehingga barang tidak serta merta ada&etdad dilangsungkan. Hal ini
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dapat dimengerti karena di pembelian alat dan naatarempunyai spesifikasi
tersendiri dan harus sesuai dengan jenis yang uhkah oleh PT. Z, sehingga
tidak dapat dilakukan secara terburu-buru dan mggumpembiayaan dari Bank
X.

Kedua, objek perikatan telah dibenarkan oleh slafzalam perjanjian ini,
objek telah dibenarkan secara syariah. Karena péenbgeralatan dan material
untuk kontrakinfiill drilling dan workoverdi lapangan A, R dan D. Sehingga
dalam analisis Penulis dibenarkan oleh syariahmisl@idak terjadi kekeliruan
dengan hal ini.

Ketiga, objek akad harus jelas dan dikenali, dat@manjian antara Bank X
dengan PT. Z dalam hal ini objek akad sudah jglakni mengenai pembiayaan
pembelian alat pengeboran minyak. Dan dalam h&ank X telah menganalisis
serta menginvestigasi apa saja kebutuhan nasalata $elah mencheck
kebenaran kebutuhan nasabah dengan penjual, sehtrgk terjadi kesalah
pahaman.

Keempat, objek dapat diserahterimakan. Dalam halojek dapat diserahkan
apabila Bank X bertindak seharusnya sebagai perképéidasupllier. Lalu Bank
X menjualnya kepada nasabah. Namun di dalam klauesidnjian murabahah ini
terdapat sedikit penyimpangan. Dalam hal para pim&kerangkan dikatakan,
nasabah untuk dan atas nama Bank membeli barangpdarasok untuk
memenuhi kepentingan nasabah dengan pembiayaandisadiakan oleh Bank,
dan selanjutnya Bank menjual barang tersebut kepedabah sebagaimana
nasabah membelinya dari Bank, dengan harga yaalg desepakati oleh nasabah
dan Bank, tidak termasuk biaya-biaya yang timbuhubengan dengan
pelaksanaan Akad ini. Selanjutnya penyerahan bararsgbut dilakukan oleh
pemasok langsung kepada Nasabah dengan persataju@epengetahuan bank.

Dari ketentuan ini, dapat dilihat terdapat penyingan dari apa yang
dimaksud dengan murabahah itu sendiri. Seperti yhjetaskan pada teori bab
dua, murabahah sendiri pada pasal satu definistakkn adalah akad jual beli
antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yigedukan nasabah dan
menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesg@r perolehan ditambah
dengan keuntungan yang disepakati. Namun padanpanadikatakan Nasabah
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untuk dan atas nama Bank membeli barang dari pémastuk memenuhi
kepentingan Nasabah dengan pembiayaan yang disedialeh Bank, dan
selanjutnya Bank menjual barang tersebut kepadsabah sebagaimana nasabah
membelinya dari Bank, dengan harga yang telah disdp oleh nasabah dan
Bank. Sehingga nasabah yang membeli bukan Bank.infa@apat dimengerti
karena Bank mempunyai banyak pekerjaan dan unesiesisi perkerjaan bank
itu sendiri, sehingga membeli barang tersebut yaetpkukan adalah nasabah
atas nama Bank. Dalam hal ini hanya mengandalkatu dtikad baik nasabah
saja agar tidak melakukan kecurangan-kecurangamk Barusnya mengadakan
akad wakalah untuk melakukan perjanjian pembelaarny atas nama Bank.
Pada pernyataan perjanjian yang berbunyi: “Barangebut dilakukan oleh
Pemasok langsung kepada nasabah dengan sepemsetifnasepengetahuan
bank”. Dalam hal ini bank bertindak seolah-olahinngiembangun hubungan
kemitraan yang baik dengan nasabahnya. Kehilangaindt kendali atas nasabah
akan membuat hubungan setara antara nasabah dbag&nmenjadi buruk.
Sehingga dalam hal ini sendiri walaupun Nasabahg yarembeli barang
pembelian kontraknfill drilling danwork overnamun tetap diawasi oleh Bank.
ljab dan kabul $ighat al-A’qd adalah suatu ungkapan para pihak yang
melakukan akad berupggmb dan kabul.ljab adalah suatu pernyataan janji atau
penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atkk tmelakukan sesuatu.
Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pileaki& atas penawaran yang
dilakukan pihak pertamd? ljab dan kabul disini dapat dilihat dalam pasal 2
pembiayaan dan penggunaanya, yakni bank berjanjddagan ini mengikatkan
diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepadsabah. Dan nasabah
berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuknerema pembiayaan tersebut.
Para ulama figih mensyaratkan tiga hal dalam médakigab dan kabul agar
memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikuf:
a. Jala'ul ma’'ng yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataaneias,
sehingga dapat dipahami jenis akad yang dihendaki;

11 pid, hal. 63

112 | pid.
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b. Tawafugyaitu adanya kesesuaian anaifa dan kabul;
c. Jazmul iradatainj yaitu antarajab dan kabul menunjukkan kehendak para
pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.
Sehingga apabila ketiga diatas dipenuhi, maka mejamurabahah anatara
Bank X dengan PT. Z akan memiliki akibat hukum, niakubungan hutang-
piutang dengan perhitungamarginyang telah ditetapkan oleh Bank X tersebut.

4.2.3 Fee Perpanjangan dalam Perjanjian Murabahah Antara Bank X
dengan PT. Z dengan menggunakan sudut pandang dana ganti rugi (Ta'wid)
dan Riba

Pada tanggal 02 Maret 2009, PT. Z mengajukan pesnmarh penjadwalan
hutang dan penurunamargin dengan alasan bahwa krisis ekonomi global sangat
berdampak pada kondisi keuangan PT. Z dan melakyglamohonan agar
margin tidak dinaikkan tetapi tetap dilakukan sebagaimate 3 bulan terakhir.
Lalu pada tanggal 05 Maret 2009 alasan penjadwaldang yakni PT. Z telah
menjadi anak perusahaan PT. R P Tbk. Tujuan memassar modal adalah
dalam rangka penggalangan dana dengan penerbitamdzaru para PT. R P Tbk
dengan tujuan melakukan program ekspansi usahgpkaifembangan di bidang
produksi minyak dan gas maupun peningkatan penalahtbidang oil dan gas
service. Namun ketika hal ini telah terjadi krisekonomi global yang
mengakibatkan PT. R P Tbk tidak dapat melaksanakanda penerbitan saham
baru akibat jatuhnya pasar bursa, dan telah tepedirunan harga minyak yang
sangat drastis yang mengakibatkan penurunan petagagdl. Z dan anak
perusahaanya, sehingga dengan alasan ini mengapgm@adwalan hutang dan
margintidak dinaikan untuk bulan selanjutnya.

Pada tanggal 20 Maret 2009, PT. Z mengajukan pewrash penjadwalan
pinjaman dan penundaan pembayaran pokok dikarerakak perusahaan yang
dilakukan di seluruh Bank terjadi karena permint@arektur Jendral Pajak atas
dasar hutang pajak yang dilkeluarkan salah, seswait keputusan Mahkamah
Agung RI. Sesuai dengan fakta hukum tersebut bgtemnjauan kembali dari
pihak PT. Z diterima untuk seluruhnya di satu pjheg&mentara di lain pihak

dampak lainnya adalah terganggunya operasionahgghianak perusahaan di
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ladang minyak A, R, dan D tidak dapat optimal. 8gba PT. Z melakukan
permohonan bahwa sisa hutang setelah proses petgadakan dibayar dacash
flow group Kewajiban angsuran bulan maret 2009 sejumlah UR4;842.65
mohon ditunda dan mohon dimasukan dalam skema gweajan hutang, selain
itu meminta program keringanamargin bulan maret 2009 sama seperti tiga bulan
sebelumnya, dan memohon proses penjadwalan hutandapatkan persetujuan.

Pada 22 Juli 2009 pihak PT. Z melakukan permohopanangguhan
kewajiban PT. Z, dalam hal ini PT. Z melakukan jpaua atas surat 16 Juli 2009
yang dilakukan Bank X tentang perihal kewajibansamgn PT. Z yang berjumlah
USD 249, 585.07, dalam hal ini PT. Z belum dapabhanggulangi pembayaran
sejumlah tersebut, sehingga pihak nasabah memaf@rmohonan untuk dapat
penundaan pembayaran kewajiban angsuran murabdhah yang jatuh tempo
pada tanggal 20 Juli 2009 menjadi bulan Agustus92dDan PT. Z akan
melakukan kewajiban pembayanaargin bulan Juli 2009 seperti biasa.

Selain itu pada tanggal 29 September 2009 pihak PTmelakukan
permohonan penundaan pelunasan hutang, dikatakamablkredit yang akan
jatuh tempo pada bulan Oktober sebesar USD 95@.2#an yang sudah jatuh
tempo pada bulan september sebesar USD 249.48888nha ini pihak nasabah
akan sampaikan bahwa berhubungan jadwal penerimaiuk melunasi kredit
tersebut tertunda maka pihak nasabah sampaikan operman penundaan
pelunasan hutang sampai akhir 2009. Namun pihakbaasakan mengusahakan
membayar USD 15.000 untuk kewajiban pembayarambuoia

Pada tanggal 23 Oktober 2009 dimintakaasktrurisasi perjanjian akad
murabahah. Pada tangal 29 Oktober 2009 PT. Z makeaj pemberitahuan
rencana penurunan pokok hutang dalam tahun iningaju US$ 400.000,
selanjutnya sisa pokok hutang akan dijadwalkanriedannya pada awal tahun
2010 mendatang.

Pada perjanjian addendum yang merupakan perpamaaigal pembiayaan
murabahah dibuat pada hari Rabu tanggal 30 Dese@(@9d. Dalam hal ini

terdapat fakta hukum yang terjadi diantaranya &dala
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1. Bahwa berdasarkan addendum akad komitmen lamsiliths pembiayaarirfe
facility) dalam benttuk murabahah tahun 2007 telah mengferahit fasilitas
pembiyaan dari bank sebesar USD 9,054,000.00

2. Berdasarkan surat penegasan pesetujuan pembi@yagal 2 Maret 2007 dan
surat persetujuan pencairan pada tanggal 1 tanggaluni 2007 nasabah
memperoleh fasilitas pembiayaan sebesar USD 2,60@0, dengan jangka
waktu sampai dengan 4 April 2009.

3. Fasilitas Murabahah nasabah loan jatuh tempa fzadygal 20 April 2009 dan
nasabah telah mengajukan permohonan penundaapesigzayaran pokok USD
962,305.41 fasilitas pembiayaan murabahah.

4. Bahwa berdasarkan surat Bank X tertanggal 3ble@kt2008 yang ditunjukan
kepada Nasabah perihal surat persetujuan penurmidak fasilitas pembiyaan
PT. Z dan atas kesepakatan kedua belah pihak tié@tujui untuk merubah
jangka waktu pembiayaan.

5. Bahwa berdasarkan surat nasabah tertanggal 28b€&k 2009, nasabah
meminta perihal permohonan rektrurisasi kredit.

Para pihak yakni Bank X dengan PT. Z mengadakanbpdan terhadap
pasal 4 mengenai jangka waktu dan cara pembayRikatakan bahwa: Nasabah
berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk meydr sisa utangnya yaitu
sebesar USD933,554.58 kepada Bank X sebagaimasebt¢rdengan cara
mengangsur selama 3 (tiga) bulan, yaitu terhitugi@kstanggal 20 Desember
2009 sampai dengan 20 Maret 2010 dengan membegperpanjangan selama 3
(tiga) bulan terhitung mulai tanggal 20 Desembensa dengan 20 Maret 2010.

Dari pasal 4 tersebut, waktu jatuh tempo dinilari dedanya suatuiba,
dicirikan dalam hadist dari Abu Rafi’ ra adalah aghi berikut:*®

1. Tambahan itu tidak disyaratkan di muka ataunglijan terlebih dahulu;

2. Tambahan itu inisiatif datang dari peminjam; dan

3. Inisiatif memberikan tambahan itu timbul pad&iugatuh tempo.

Pada poin pertama yakni tambahan itu tidak diskamatdi muka atau

dijanjikan terlebih dahulu, perjanjian mengenaipagjangan akad murabahah ini

' Wirdyaningsih,op. Cit, 25.
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disebutkan dalam pasal 4, “Nasabah berjanji damgatenni mengikatkan diri

untuk membayar sisa utangnya yaitu sebesar USD383% kepada Bank X
sebagaimana tersebut dengan cara mengangsur s8lafnga) bulan, yaitu

terhitung sejak tanggal 20 Desember 2009 sampajateR0 Maret 2010 dengan
membayarfee perpanjangan selama 3 (tiga) bulan terhitung miaaggal 20

Desember sampai dengan 20 Maret 2010", sehinggaikmieedalam kategori

yang diperjanjikan oleh para pihak yakni Bank X gkem PT.Z yang saling
berjanji untuk membaydeeperpanjangan hingga akad tersebut lunas.

Pada poin kedua, tambahan itu inisiatif datang p@minjam. Pihak Bank X
sendiri mengeluarkan suatgtandart operasionaluntuk pembiayaan yang
terlambat yakni dengan mengeluarkan suatu adée/perpanjangan. Sehingga
pihak Bank sendiri yang mempunyai inisiatif untukemgeluarkan suatdee
perpanjangan.

Pada poin ketiga, inisiatif memberikan tambahartiribul pada waktu jatuh
tempo. Unsur ketiga ini memenuhi, karena perpamjangi lahir dari akad yang
belum lunas yakni akad murabahah tahun 2007. Mdmaslun 2008 nasabah
PT. Z sendiri telah dalam keadaan susah payah un&rkbayar pinjaman dari
Bank X. fee perpanjangan ini dikenakan kepada pihak nasabiady tydak dapat
membayar tepat waktu.

Sehingga unsur riba tersebut sendiri memerRiina yang dikenakan dalam
hal ini adalahriba nasi'ah Riba yang dikenakan karena nasabah tidak dapat
membayar secara tepat waktliba nasi'ahini sudah dikenal sejak zaman
jahiliyah. Pada zaman jahiliyah, apabila si penmmiéa nasi’ahini apabila tidak
dapat membayar maka si peminjam ini dijadikan sabagudak untuk
pelunasannya, pelunasannya itu sendiri harus dahndengan pokok ditambah
dengan uang atas keterlambatan pembayaran.

Penulis sendiri mewawancari Direktur Keuangan paittak PT. Z. Dalam
pembicaraannya, PT. Z sendiri mengatakéee perpanjangan ini tidak
memberatkan apabila dibandingkan dengan perbankaveksional. Pembayaran
feeperpanjangan ini dihitung dari harga pokok pemibelfgpabila nasabah telah
membayar harga pokok, maka besarf@gperpanjangan ini akan menurun sesuai
dengan harga pokok yang telah dibayarkan perb@adangkan dikonvensional
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sendiri besarnya tetap. Dan menurut sumber Pensgigdiri, kalau fee
perpanjangan di bank syariah tidak tetap bisa daj@n ini membayar
Rp.26.000.000, bulan berikutnya membayar Rp.200000. Sedangkan di
konvensional lebih mahal yakni bisa mencapai R@.A@.000 lebih. Tentu
fasilitasfee perpanjangan pada bank syariah ini tidak membangpkhak nasabah
PT. Z. Dalam hadist sendiri dosa orang yang sukesalka melakukamba dosa
terkecilnya adalah melakukan dosa dengan menyuiubutkandung. Sehingga
dalam hal ini dosa orang melakukaipa adalah seperti yang digambarkan dalam
hadist. Pengenaafee perpanjangan ini seharusnya tidak dikenakan karena
melanggar prinsip syariah yang ada. Selain tidBkldhkan oleh syariah, nasabah
PT. Z juga harus membayar angsuran pokok ditambahgah margin
keuntungan, serti@e perpanjangan hingga dilunasinya hutang. Sehinggatya
fee perpanjangan ini memberatkan nasabah ditambabad keadaan sulitnya
untuk membayar dikarenakan suatu krisis ekonombajlalan juga pembekuan
rekening oleh Dirjen Pajak.

Fee perpanjangan ini harus dibayarkan oleh nasabalen&aapabila tidak
dibayarkan nasabah akan diturunkan kolektibitaseyavel bawah. Dalam hal ini
ada lima tingkatan kolektibilitas, kolektibilitasnii berhubungan dengan
kemampuan membayar nasabah, nasabah yang mampuayeensiecara tepat
waktu akan diletakkan pada level 1, dan nasabahZHiiL ada di level 2 yakni
mampu membayar namun tidak tepat waktu, hingga ek 5 merupakan hal
terparah yakni penyitaan aset-aset untuk dipailitkemi terpenuhinya hutang
nasabah. Sehingga dengan membé#&s@perpanjangan, nasabah akan tetap pada
kolektibilitas level 2. Penjagaan pada level kal@ktas ini agar operasional
nasabah PT. Z dapat terus terjaga tidak terkagalemasalah kepailitan. Dalam
hal ini tidak dilakukan upaya kepailitan karena BaX sendiri melihat nilai
jaminan atau anggunan ini sendiri masih bagus damya masih tinggi, serta
Bank X sendiri melihat adanya itikad baik nasabagin melunasi hutangnya.
Dalam hal ini pengawasan fungsi Dewan PengawasaByarau disingkat dengan
DSN dan Bank Indonesia harus diperketat dalam pgarbée perpanjangan
seperti dalam kasus ini. Dalam hal ini Dewan PergavByariah harus
menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah aslkurangnya setiap 6
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bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah dlai dan Bank Indonesia,
serta harus memastikan dan mengawasi kesesuaiagake@perasional bank
terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Setelah Penulis menganalisis dari sélga. Maka penulis akan menganalisis
dari sudut fatwa ganti rugi dengan menggunakan &&ewan Syariah Nasional
No. 43/DSN-MULVIII/2004 tentang ganti rugi. Mendrsumber Penulis dari
Bank X, fee perpanjangan ini merupakan suatu konsekuensiadkmya suatu
ta’'wid. Ta'widh disni maksudnya adalah dana ganti rugi yang dikem&epada
peminjam dana murabahah. Dalam fatwa dewan syaltésional No. 43/DSN-
MUI /VIII/2004 tentang ganti rugi atada’'widh didalam ketentuan umum
dikatakan ganti rugitéd widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan
sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatg yaenyimpang dari
ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pémnakPihak Bank X sendiri
mengatakan bahwa Nasabah PT. Z adalah lalai kaiclalamembayar angsuran
akad dengan tepat waktu sehingga mengenakan samsuganti rugi. Pada unsur
yang kedua adalah kerugian yang dikenaieanid disini adalah kerugianil ini
besarnya adalah biaya yang dikeluarkan yang sehaudibayarkan, sehingga
besarnydee perpanjangan disini besarnya tidak tetap namuaiusberubah-ubah.
Sehingga unsur kedua ini memenuhi karena besaraya banti rugi ini dihitung
berdasarkan kerugian yang pasti dialami dalam aiesistersebut dan bukan
kerugian yang diperkirakan yang akan terjadi kaneelaang yang hilang. Pada
unsur yang ketiga pengenaan dana ganti rugi inerdikan pada akad hutang-
piutang seperti salam, istishna serta murabahah ijda@ah. Sehingga unsur
selanjutnya memenuhi, hutang-piutang disini menggan suatu akad
murabahah sehingga Bank X berhak menarik suatu dana& rugi. Sehingga
semua unsur tersebut memenuhi, dan Bank X berhagenakan suatu ganti rugi
kepada nasabah PT. Z. Besarnya ganti rugi ini thialkeh dicantumkan dalam
akad, didalam perjanjian murabahah Bank X dengamakpiPT. Z tidak
mencatumkan besarnya ganti rugi.

Dana ganti rugi ini dikenakan untuk nasabah yandakogan suatu
wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nundagyaman oleh pihak lain

yang melanggar perjanjian, sehingga dikenakan dan#i rugi kepada nasabah
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tersebut. Pengensaan dana ganti rugi dikenakan mesibah yang mempunyai
kondisi yang mampu membayar. Namun berbeda ceyédbila memang nasabah
tersebut tidak mampu membayar dikarenakan suatarfin diluar kemampuan

nasabah tersebut. Sehingga sepatutnya tidak digarsalkatu dana ganti rugi.

Apabila Penulis melihat fatwa yang lain, yakni DSMNJI No. 17/DSN-
MUI/1X/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yarenunda-nunda, sanksi
yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yangrdikan LKS kepada nasabah
yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pemimag@mgan disengaja.
Sehingga dapat dikatakan perbedaan yang jelasadatar dengan sengaja. Lalai
disini maksudnya adalah masih memiliki suatu itikedk, namun nasabah tidak
memperhatikan kapan jatuh temponya, atau membid&gitu saja jatuh tempo.
Sedangkan sengaja disini mempunyai niat itikadktidaik untuk tidak mau
membayar. Sehingga disini jelas unsur kelalaianueur kesengajaan berbeda.
Pada nasabah PT. Z sendiri tidak memenuhi unsair déupun sengaja, karena
terjadi kehendak lain diluar dirinya, sehingga kidmampu membayar tepat
waktu. Masih mengenai sanksi penundaan tentangbalsgyang mampu
membayar, unsur yang kedua adalah Nasabah yandg/beflan mampu
membayar disebabkaforce majeur tidak boleh dikenakan sanksi. Dalam
perjanjian murabahah ini pihak PT. Z seharunyaktidikenakan sanksi berupa
ganti rugi ataua’'widh karena penyebab penundaan ini ad&date majuere

Selanjutnya unsur yang ketiga adalah nasabah mgamy menunda-nunda
pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan @ead baik untuk membayar
hutangnya boleh dikenakan sanksi. Bank X harusmgmifiki suatu standar yang
mana diharuskan dikategorikan nasabah yang mangu retsabah yang tidak
dikenakan sanksi ini, sehingga tidak dipukul réadak mampu membayar maka
dikenakan sanksi seperti yang ditulis dalam DSN MIdl 17/DSN-MUI/1X/2000
tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-dan sanksi fatwa No.
43/DSN-MUL.VIII/2004 tentang ganti rugi.

Apabila Penulis melihat mengenai fatwa tentang adangan penghapusan
aktiva produksi dalam lembaga keuangan syarialyakni fatwa No 18/DSN-
MUI/IX/2000, tentang Pencadangan Penghapusan AkBvaduktif Dalam
Keuangan Syariah, pencadangan dikatakan bolehuttidakLKS dan dana yang

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis ..., Getri Permata Sari, FH Ul, 2012



76

digunakan untuk pencadangan diambil dari bagiamtkegan yang menjadi hak
LKS sehingga tidak merugikan nasabah. Lalu padgkatiga dikatakan dalam
perhitungan pajak, LKS boleh mencadangkan darirgkelikeuntungan. Dalam
kaitan dengan pembagian keuntungan, pencadangaya lmoleh berasal dari
bagian keuntungan yang menjadi hak LKS. Sehinggmndahal ini fee

perpanjangan boleh menjadi bagian pemasukan urdnk B, namun dikatakan
tidak boleh merugikan pihak nasabah. Sehingga perak@nfee perpanjangan

ini tidak boleh memberatkan pihak nasabah.

424 Tanggung jawab Pihak Nasabah PT. Z dalam hal pembiayaan
ber masalah dalam line facility murabahah antara Bank X dengan PT. Z

PT. Z meminta pemunduran perpanjangan waktu yasepdbkan keadaan
sumur ladang minyak tersebut mengalami masalahdiguryakni masalah
sengketa pajak yang tidak diketahui oleh pihak TMenurut Penulis sendiri
keadaan yang dialami oleh PT. Z mengalami keadafarkatau yang dikenal
dengarforce majure dalam hal ini kondisi tidak terduga. Dalam halsalah satu
klausula atau pasal yang banyak dipakai dalam garlperjanjianForce majure
ini diperjanjikan sebagai dasar bagi para pihakikimelepas hak dan kewajiban
yang sudah diatur dalam perjanjidforce majureini berisi peristiwa-peristiwa
yang dianggap luar bisa oleh para pihak, sepentiugg meletus, banjir, huru
hara, perang, ledakan nuklir, gempa bumi, bencéara, aevolusi dan kejadian
luar biasa lain yang sejeri’

Dalam hal ini sengketa pajak merupakan suatu kaapddrce majure PT. Z
menunjukkan surat permohonan penjadwalan pinjaman genundaan
pembayaran pokok, dikarenakan pemblokiran rekeaimgk perusahaan PT. Z
diseluruh Bank terjadi karena permintaan direktmderal pajak atas dasar hutang
pajak (SKPKB) yang dikeluarkan salah, sesuai steptitusan mahkamah agung.
Sehingga dalam hal ini pihak PT. Z melakukan Penimp Kembali diterima
untuk seluruhnya disatu pihak dan di pihak laingaeggungnya operasional
sehingga kinerja PT. Z di ladang minyak A,R daref@anggu.

114 Sunu Widi PurwokoQp.Cit, hal.130.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis ..., Getri Permata Sari, FH Ul, 2012



77

Terganggunya opersional yakni, sengketa pajak, nggai meminta
penangguhan pembiayaan. Pihak Bank sendiri dalanamgani masalah tersebut
dapat dilaksanakan dengan cara/bentuk penyelanpEayelamatan ini dilakukan
terhadap nasabah-nasabah yang dipandang masih mganpuospek dan masih
mempunyai itikad baik, maka pengelolaan dan pensrgapembiayaan
bermasalah dapat dilakukan melalui tindakan penyaian. Penyelamatan
pembiayaan dimaksud dapat ditempuh melalui camnagihan intensif,

perjadwalaran kembali Rescheduling persyaratan kembaliRgconditioniny

dan penataan kembaRéstructuring.**®

Pertama, penagihan intensiitu penyelamatan pembiayaan yang dilakukan
melalui penagihan secara intensif kepada nasafahdapat memenuhi semua
kewajibannya. Kriteria/syarat untuk melakukan pémag persyaratan minimal
yang harus dipenuhi untuk berhasilnya pelaksanaamaghan adalah bahwa
nasabah masih memiliki itikad baik, usahanya m#shalan sehingga mampu
memberikan penghasilan, masih memiliki persedsiaok berupa bahan baku,
barang setengah jadi dan atau barang dagangaas, mesgih memiliki tagihan-
tagihan kepada pihak ketigd® Ketentuan ini juga diatur didalam fatwa dewan
syariah Nasional INO. 48/DSN-MUI/11/2005 Tentangagukvalan tagihan kembali
murabahah dan isinya sejalan dengan kebijakan gdakukan Bank X tentang
penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Kedua, penjadwalanan kembaliRgscheduling vyaitu penyelamatan
permbiayaan yang hanya menyangkut perubahan jadvweebayaran pokok
dan/atau tunggakan pembayaramargin dan/atau jangka waktu pembiayaan.
Termasuk dalam perubahan ini adalah masa tenggaace(period baik meliputi
perubahan jumlah angsuran maupun jangka waktu @eesm. Kriteria/syarat
untuk melakukanReschedulingadalah tindakanrescheduling dapat diberikan
kepada nasabah yang masih menunjukkan itikad baikuku melunasi
kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian secarantikatif merupakan
alternatif terbaik'!’

115 Bank X PusatBab XIV Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah hurBeBanganan
Pembiayaan Bermasalahlo. Dokumen PP.MI.XIV.4, tanggal efektif 15 Ap2iD04, hal. 1.

118 | pid.

17 bid, hal. 2.
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Ketiga, persyaratan kembali R¢conditioniny} yaitu penyelamatan
pembiayaan dengan cara merubah sebagian ataubsekensyaratan pembiayaan
yang tidak terbatas hanya pada perubahan jadwaarbipyaan, jangka waktu
dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak mgkyamperubahan maksimum
pembiayaart®

Keempat, penataan kembaRestructuring**®adalah upaya yang dilakukan
Bank untuk menata kembali (me-restrukturisasi) pay#gannya agar nasabah
dapat memenuhi kewajibannyBengertianrestructuring sesuai Surat Edaran
Bank Indonesia N0.23/12/BPPP tanggal 28 Februa®1'f9 ialah upaya
penyelamatan pembiayaan dengan cara melakukangbemiatas syarat-syarat
akad pembiayaan berupa pemberian tambahan pembisgi@a melakukan
konversi atas seluruh atau sebagian dari pembiayesnadiequity perusahaan,
yang dilakukan dengan atau taneschedulingataureconditioning Sedangkan
sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.31/12/UPRdgyed 12 November 1998,
pengertian dari restrukturisasi pembiayaan berdasaprinsip syariah adalah
upaya Bank agar nasabah dapat memenuhi kewajib&epgala Bank, antara lain
meliputi: Penurunan tingkat bagi hasilargin Pengurangan tunggakan bagi
hasilinargin Pengurangan tunggakan pokok pembiay&@rpanjangan jangka
waktu pembiayaanPenambahan fasilitas pembiaya&®ngambil-alihan asset
nasabah sesuai ketentuan yang berli&ayersi pembiayaan menjadi penyertaan
pada perusahaan nasabah.

Menurut Penulis sendiri, apa yang dilakukan olétalp Bank X mengenai
rektrurisasi dan penjadwalan kembali hutang yamgiltii oleh nasabah yakni
PT. Z telah tepat. Pada dasarnya pemblokliran suameng minyak sendiri
merupakan gugatan yuridis yang tidak dapat dielaldteh PT. Z. pilihan opsi ini
memang dinilai tepat sebelum melangkah kejalurglena arbitrase atau dikenal
dengan BASYARNAS. Terlebih lagi apabila memilihyalpengadilan negeri,
selain pasti memerlukan biaya yang banyak dan jugagenai eksekusi juga
tidak mudah seperti halnya, sehingga upaya rekasridan penjadwalan kembali
menjadi alternatif yang terbaik.

118 hid, hal. 5.
119 pid, hal. 8.

120 syrat Edaran Bank Indonesia No.23/12/BPPP tar&fy&kebruari 1991.
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Dalam hal ini apabila di hubungkan dengan teomy¢mmg jawab daman yang
terjadi karena wanprestasi harus memiliki tiga wngakni, pertama unsur
lahirnya pertanggung jawaban, kedua unsur kerudem terakhir unsur sebab
akibat atau kausalitas.

Sehingga dalam pihak kedudukan pihak PT. Z inktis@menuhi unsur yang
pertama, pihak ini melaksanakan akad dan tidalapatdalpha, penyebab ini lahir
karena ketentuanvermachtyang memaksa, sehingga unsur kesalahan ini tidak
memenuhi adanya. Lalu unsur kedua adanya unsugik@ruunsur kerugian ini
merupakan unsur ganti rugi yang timbul daripadaiuksesalahan yang dilakukan
oleh pengelola dana, namun dalam hal ini pihak 2 mempunyai suatu dasar
pembenaran, sehingga menyebabkan perjanjian témgwalkan ulang namun
unsur ganti rugi tetap melakat dengan membayarkaah €ee perpanjangan
tersebut. Dan terakhir hubungan kausalitas, hubunkmusalitas ini adanya
hubungan yang lahir antara kesalahan dan kerugilaimgga menyebabkan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pihak PTeharsisnya dikecualikan dari
adanya tanggung jawab daman ini. Karena penyeldak tlapat membayar ini

disebabkan oleh keadaan memaksa krisis global.
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BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Setelah Penulis menguraikan bab 1 sampai dengad baiaka pada bab 5 ini

Penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan yaegjadi bagian yang

merupakan jawaban dari permasalahan:

1. Penerapan akad murabahah antara Bank X dengan m&ngalami suatu

pasang surut, dari mulai tahun 204 sampai deng@ii B8lum memiliki
suatu konsekuensi untuk membayar suetl perpanjangan. Memasuki
tahun 2008 mulai dibebankan sudie perpanjangan yang termasuk
dalam dana ganti rugi darba. Hal ini memiliki suatu kriteria tersendiri

untuk memenubhi kriteria ganti rugi daba.

. Tindakan yang dilakukan oleh Bank X terhadap ndsaPa. Z ketika

terjadi masalah pada tahun 2008 dengan melakukai sstructuring
danreschedulingkarena tidak langsung melakukan suatu tindakaryaupa
hukum berupa pengajuan kepailitan. Bank X sendiemliki suatu
standart operasional mengertaatment pembiayaan yang bermasalah.
Apabila melakukan suatu proses kepailitan maka gileain kedua belah
pihak itu sendiri, Bank X belum mendapatkan suaiumasan yang penuh
terhadap piutangnnya. Sedangkan nasabah PT. Zrisemelndapatkan
kerugian berupa terganggunya kinerja kegiatan ekorapabila terjadi
suatu proses kepailitan, dan nilai jaminan asetZmasih dinilai bagus
berupa tagihan piutang berserta jaminan tambaheump®easuransi, dan
hak guna bangunan yang dijaminkan, sehingga dalamiri lebih

diutamakan suatu proses musyawarah.
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5.2 SARAN

1. Sebaiknya penggunaan akad murabahah ini digunakark pembiayaan
yang cocok untuk jual beli alat berat produksi ungsuatu perusahaan.
Karena apabila nasabah tepat waktu dalam melunegu spembiayaan
murabahah ini akan mendapatkan suatu diskon dalambayar cicilan.
Namun apabila telat membayar maka akan mendapatkatn konsekuensi
seperti membaydee perpanjangan.

2. Sebaiknya pembayafee perpanjangan ini tidak digunakan, karena tentunya

akan memberatkan suatu nasabah, masih dapat dkpeysaha lain seperti
meminta pelunasan kepada pihak asuransi yang memadnannya.
Sehinggdeeperpanjangan sendiri tidak akan menyusahkan nhsaba

3. Sebaiknya upaya hukum seperti kepailitan tidak midpan terlebih dahulu,
karena aset anggunan atau jaminan nasabah maaih &ahdisi yang baik.
Sehingga penggunaan musyawarah yang mufakat memipakatu solusi
terbaik, selain itu harus dilihat upaya lain yaragus dilihat Bank terhadap
nasabahnya, seperti melihat nasabah ada itikad batkk membayar
pelunasan, sehingga upaya kepailitan tidak hatakukan.

4. Sebaiknydeeperpanjangan ini tidak dikenakan kepada nasabady lyanar-
benar susah keadaanya, seperti keadaarmachtatau keadaan memaksa,
sehingga Bank tidak boleh memaksakan suatu prodeduserpanjangan
terhadap semua pembiayaan namun harus dianatieisitedahulu apa yang
harus dikenakan, ataupun apa yang harus tidak aldehee perpanjangan.
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AKAD PEMBIAYAAN al-MURABAHAH

No.037/MBHH/VII1/2004
BISMILAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

“Dan ALLAH SWT telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba” (Surat Al-Bagarah 2 : 275)

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta
sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan

yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu’ S —————

(Surat An-Nisaa’4 : 29)

AKAD PEMBIAYAAN al- MURABAHAH ini dibuat dan ditandatangani pada hari
Kamis, tanggal 12, bulan Agustus, tahun 2004 oleh dan antara pihak-pihak : -------—---

. berkedudukan dan berkantor Pusat di

)
: , dalam hal ini diwakili oleh Sl
m/'selaku Kepala Divisi Pembiayaan Korporasi, berdasarkan
Surat Kuasa Direksi Nomor 6/271-Kua/DIR tanggal 12 Agustus 2004 oleh
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama =5
(untuk selanjutnya disebut “BANK").
2. berkedudukan di Jakarta, JI. RS. Fatwati No. 1-G,

B (Dircktur utama) oleh

dalam hal ini diwakili oleh
(untuk

karenanya $sah bertindak untuk dan atas nama
selanjutnya disebut “NASABAH™).

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

L. Bahwa, NASABAH telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan
kepada BANK untuk Modal Kerja Pembelian peralatan dan material untuk
kontrak Infill drilling dan workover dilapangan AWy, R@F dan DR
berdasarkan kontrak dengan JOB 6 Bt (scbagaimana
didefinisikan dalam Akad ini), dan selanjutnya BANK berdasarkan Akad
Pembiayaan Notariil No.62 tertanggal 12-8-2004 telah mengikatkan diri
untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-
syarat sebagaimana dinyatakan dalam Akad tersebut.

Bahwa, Akad pembiayaan ini merupakan Pembiayaan Notariil turunan dan

2,
menjadi satu kesatuan dengan Akad Induk tersebut, yang dibuat sehubungan
dengan proses pencairan atas fasilitas nasabah.

2 Bahwa, berdasarkan ketentuan Syari’ah, Pembiayaan oleh BANK kepada

NASABAH diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

ey
Ay

A~
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NASABAH untuk dan atas nama BANK membeli barang dari pemasok
untuk memenuhi kepentingan NASABAH dengan Pembiayaan yang
disediakan oleh BANK, dan selanjutnya BANK menjual barang tersebut
kepada NASABAH sebagaimana NASABAH membelinya dann BANK,
dengan harga yang telah disepakati oleh NASABAH dan BANK, tidak
termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akad i

mni.
Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh Pemasok langsung kepada

NASABAH dengan sepersetujuan dan sepengetahuan BANK. wm

NASABAH imembayar harga pokok ditambah Margin Keuntungan'atas

jual beli ini-kepada BANK dalam jangka waktu tertentu yang disepakati

oleh kédua belah pihak; schingga karemanya sebeluin NASABAH
membayar‘lunas harga Pokok dan Margin Keuntungan kepada BANK,
NASABAH berutang kepada BANK !

o Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad ini dalam Akad

2 Pembiayaan al-Murabahah (selanjutnya disebut “Akad) dengan syarat-syarat serta

keten:uan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Akad jual beli antara bank dan masabah. Bank membeli
barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada
nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolchan
ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Al
Hadist (Sunnah) yang mengatur segala hal yang mencakup
bidang ‘ibadah mahdhah dan ‘ibadah muamalah.

- Barang yang dihalalkan berdasar Syari’ah, baik materi
maupun cara perolehannya, yang dibeli NASABAH dari
Pemasok dengan pendanaan yang berasal dan Pembiayaan
yang disediakan oleh BANK: '

. Pihak ketiga yang ditunjuk atau setidak-tidaknya disetujul
dan dikuasakan oleh BANK untuk menyediakan barang
yang dibeli oleh NASABAH untuk dan atas nama BANK.

: Pagu atau plafon dana yang disediakan BANK' yang
digunakan untuk membeli barang dengan harga beli yang
disepakati oleh BANK

- Sejumlah uang yang disediakan BANK kepada NASABAH
untuk membeli barang dari Pemasok atas permintaan

NASABAH vyang disetuyjui BANK berdasar Surat
Persetujuan Prinsip dari BANK kepada NASABAH,

maksimum sebesar pembiayaan.
)
A

1. Murabahah

2. Syari’ah-adalah

3. Barang adalah

4. Pemasok adalah

5. Pembiayaan adalah

6. Harga beli adalah
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7. Margin Keuntungan
adalah . Sejumlah uang sebagai keuntungan BANK atas

terjadinya jual-beli yang ditetapkan dalam Akad ini,
yang harus dibayar oleh NASABAH kepada BANK
sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati

NASABAH dan BANK.

8. Surat Pengakuan

Utang adalah Surat Pengakuan bahwa NASABAH mempunyai Utang

kepada BANK yang dibuat dan ditandatangani
NASABAH dan diterima serta diakui oleh BANK,
sehingga karenanya berlaku dan bernilai sebagi bukti sah
tentang adanya kewajiban pembayaran dari NASABAH
kepada BANK sebesar yang terutang. . Surat Pengakuan
Utang tidak terbatas pada wesel, promes,dan/atau
instrumen lainnya.

9. Dokumen Jaminan
adalah : Segala macam dan bentuk surat bukti tentang
kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang
dijadikan jamiban guna menjamin terlaksananya
kewajiban NASABAH terhadap BANK berdasarkan

Akad ini.

10. Jangka Waktu

Akad adalah : Masa berlakunya Akad ini sesuai yang ditentukan dalam

Pasal 4 Akad ini.
11. Hari Kerja Bank

adalah :Hari Kerja Bank Indonesia

12. Pembukuan Pembiaya-

an adalah : Pembukuan atas nama NASABAH pada BANK yang

khusus mencatat  seluruh  transaksi“ “NASABAH
sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan buktif
sah dan mengikat NASABAH atas segala kewajibag '
pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan
| sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.

| 13. Cedera Janji

adalah . Peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaiman yang

tercantum dalam Pasal 8 Akad ini yang menyebabkan
BANK dapat menghentikan seluruh atau sebahagian
pembiayaan, dan menagih dengan scketika dan
sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK
sebelum Jangka Waktu Akad ini

A.

FP/PP/1-04(3/10)

Tinjauan yuridis ..., Getri Permata Sari, FH Ul, 2012




Pasal 2
PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas
Pembiayaan kepada NASABAH yang akan digunakan untuk‘pembelian peralatan dan
material, dan NASABAH berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima
pembiayaan tersebut dari dan karenanya telah berutang kepada BANK sejumlah

sebagai berikut :

- Harga Beli/Jumlah Utang Pokok USD. 3,000,000.00
- Margin Keuntungan LSh) Be52,322.52

Jumlah/Besamya Utang USD. 3,452,322.52
Terbilang (Tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga
ratus dua puluh dua point lima puluh dua USD)

Pasal 3
PENARIKAN PEMBIAYAAN

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan
penyediaan dana yang ditctapkan oleh yang berwenang, BANK berjanji dan dengan
ini mengikatkan diri untuk mengizinkan NASABAH menarik Pembiayaan, setelah

NASABAH memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut:

Menyerahkan kepada BANK Permohonan Realisasi Pembiayaan yang berisi
rincian barang yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan, serta tanggal dan

kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan.

Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen NASABAH, termasuk dan tidak
terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini.

Telah menandatangani Akad int c‘i?an Akad-Akad Jaminan yang disyaratkan.

Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta
pengikatan jaminannya.

Menandatangani Tanda Bukti Penerimaan Uang (TATUNA), Surat Sanggup
(PROMES) dan menyerahkannya kepada BANK.

Telah menutup asuransi atas seluruh jaminan yang bersifat insurable pada
perusahaan asuransi yang ditunjuk Bank dengan Banker’s Clause Bank kami.

- Telah menyerahkan kontrak asli :
o uigprevesiaihmanges (EOR) anatara & (Indonesia) dan & untuk
contract (e ANgls R@p dan Dage.

o JOB ipmingle- HEDI dan GV RGMNANINe

)
AT
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Telah menyerahkan Standing Instruction dari JOB (e — . untuk
menyalurkan pembayaran atas penjualan crude oil dan gas ke rekening PT.

w Bank kami.
Pasal 4

JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

NASABAH berjanjl dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali
jumlah seluruh utangnya kepada BANK sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akad
ini dalamjangka waktu 36 ( tiga puluh enam )bulan terhitung dari
tanggal realisasi.

Setiap pembayaran oleh NASABAH kepada BANK lebih dahulu digunakan:
untuk melunasi biaya administrasi dan biaya lainnya berdasarkan Akad ini dan
sisanya baru dihitung sebagai pembayaran angsuran/pelunasan atas harga pokok

barang dan Margin Keuntungan BANK. * % : i
Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali Pembiayaan jatuh bertepatan dengan

bukan pada hari kerja Bank, maka NASABAH berjanji dan dengan ini
mengikatkan dir1 untuk melakukan pembayaran pada hari pertama BANK bekerja ~

kembali.

/- Dalam hal terjadi kelambatan pembayaran oleh NASABAH kepada BANK, maka
NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar biaya
denda keterlambatan sebesar 0,00069 dari angsuran tertunggak untuk tiap-tiap
hari kelambatan, terhitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo

sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali: —> m

Pasal 5
TEMPAT PEMBAYARAN

Setiap pembayaran kembali/pelunasan. utang oleh NASABAH kepada BANK
dilakukan di kantor BANK atau di tempat lain yang ditunjuk BANK, atau
dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di

BANK.

Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka
dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-
sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
kepada BANK, untuk mendebet rekeiinﬂi ETASABAH guna membayar/melunasi

utang NASABAH.
Pasal 6

BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala
bitya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, termasuk jasa
Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada
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NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan NASABAH menyatakan
persetujuannya.

Setiap pembayaran kembali/pelunasan utang sehubungan dengan Akad ini dan
Akad lainnya yang mengikat NASABAH dan BANK, dilakukan oleh NASABAH
kepada BANK tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya
lamnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap
potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,
akan dilakukan pembayarannya oleh NASABAH melalui BANK.

Pasal 7
JAMINAN .

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan dan Margin
Keuniungan tepat pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan
Akad ini, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk
menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BANK sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Akad ini.

Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa :

Jaminan Utama

- Piutang kepada JOB Qgiggi—fB®L.  : Ikatan :FEO Notariil
o Jaminan Tambahan
- Tanah dan bangunan (Gedung Wigletm) 1.1.3.005 m2/LB. 6.771 m2, JL
Masjid/Jl. Jeruk Purut RT.001/RW.003 melRES, Pasar Minggu Jakarta
Selatan SHM No.562 & No.563 an: _ 4
- Tanah dan bangunan ( @®) scluas 301 m2, JI. Sultan No.60
> SRR a2 Selatan, SHGB No.630 berlaku s/d 27/06/2016

a.n.
- Penjaminan PT. SN USD.6,000,000.00

Pasal 8
CEDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 4 Akad ini, BANK berhak untuk
menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH atau siapa pun juga yang
memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah utang NASABAH

| kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus,
tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya,
apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:

NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada
waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo Surat Sanggup
Membayar yang telah diserahkan NASABAH kepada BANK;
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Dokumen atau keterangan yang diserahkan/diberikan NASABAH kepada BANK
sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 palsu, tidak sah, atau tidak benar;

NASABAH tidak memenuhi dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan tersebut
dalam pasal 11 Akad ini.

Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kemudian
berlaku, NASABAH tidak dapat/berhak menjadi NASABAH;

NASABAH dinyatakan dalam keadaan pailit, ditaruh di bawah pengampuan,
dibubarkan, insolvensi dan/atau likuidasi;

NASABAH atau Pihak Ketiga telah - memohon kepailitan terhadap NASABAH,

Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh Akta Jaminan dinyatakan
batal berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase;

Apabila pihak yang mewakili NASABAH dalam Akad ini menjadi pemboros,
pemabuk; atau dihukum berdasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan
o tetap dan pasti (in kracht van gewijsde) karena perbuatan kejahatan yang
/ dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan satu tahun

atau lebih.

Pasal 9 -
AKIBAT CEDERA JANJI

Apabila NASABAH tidak melaksanakan pembayaran scketika dan sekaligus
karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 8 Akad ini, maka BANK

berhak menjual barang jaminan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut
dizunakan BANK untuk membayar/melunasi utang atau sisa utang NASABAH
kepada BANK.

Apabila penjualan barang jaminan dilakukan BANK melalui pelelangan di muka
umum, maka NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan din
untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya, sebagai harga
jual barang jaminan.

Apabila penjualan barang jaminan dilakukan dibawah tangan maka NASABAH
dan BANK sepakat, harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh BANK
dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual.

- Jika hasil penjualan barang jaminan(tidak piencukupi untuk membayar utang
NASABAH kepada BANK, maka ABAH benanji dan dengan ini
mengikatkan diri untuk tetap bertanggung jawab melunasi sisa utangnya yang
belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan
barang jaminan melebihi jumlah utang atau sisa utang NASABAH kepada
BANK, maka BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk
menyerahkan kelebihan tersebut kepada NASABAH. —5 M

ditan
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Pasal 10
PENGAKUAN DAN JAMINAN

NASABAH dengan ini menyatakan mengakui kepada BANK, sebagaimana BANK
menerima pemyataan pengakuan NASABAH tersebut, bahwa :

NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini
dan seluruh dokumen yang menyertainya, serta untuk menjalankan usahanya.

NASABAH menjamin, bahwa segala dokumen dan akta yang ditandatangani oleh
NASABAH berkaitan dengan Akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar
perusahaan NASABAH yang berlaku, sehingga karenanya sah, berkekuatan
hukum, serta mengikat NASABAH dalam menjalankan Akad ini, dan demikian
pula tidak dapat menghalang-halangi pelaksanaannya.

NASABAH menjamin, bahwa pada saat penandatanganan Akad ini para
pemegang saham, Direksi serta para anggota Komisaris perusahaan NASABAH
telah mengetahui dan memberikan persetujuannya terhadap Akad ini, dan
demikian pula NASABAH menjamin dan karenanya membebaskan BANK dari
segala gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh Pihak Ketiga terhadap

NASABAH.

NASABAH menjamin, bahwa terhadap setiap pembelian barang dani Pihak
Ketiga, barang tersebut bebas dari penyitaan, pembebanan, tuntutan gugatan atau
hak untuk menebus kembali. '

NASABAH beganji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu
menyerahkan kepada BANK, jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BANK,
selama kewajiban membayar utang atau sisa utang kepada BANK belum lunas.

Pasal 11
PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH

NASABAH berjanyi dan dengan 1ni mengikatkan diri, bahwa selama masa
berjalannya Akad ini, NASABAH, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis
dari BANK, tidak akan melakukan sebagian atau seluruhnya dari perbuatan-perbuatan

sebagai benkut :

- melakukan akuisisi, merger,
NASABAH dengan perusahaan atau perorangan lain ; gu®

menjual baik sebagian atau seluruh asset perusahaan NASABAH yang nyata-
nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi utang
atau sisa utang NASABAH kepada BANK, kecuali menjual barang dagangan

yang menjadi kegiatan usaha NASABAH ;

estrukturisasi dan/atau konsolidasi perusahaan

- membuat utang lain kepada Pihak Ketiga ;
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mengubah Anggaran Dasar, susunan pemegang saham, Komisaris, dan/atau
Direksi perusahaan NASABAH ;
melakukan investasi baru, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung

dengan tujuan perusahaan NASABAH ;

- memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang jaminan dari
kedudukan/lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan/atau
mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada

pihak lain ;
mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor,
kurator, likuidator atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya.

Pasal 12
RISIKO

NASABAH atas tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan,
baik terhadap keadaan fisik barang maupun terhadap sahnya dokumen-dokumen atau
surat-surat bukti kepemilikan atau hak atas barang yang bersangkutan, sehingga
apabila terjadi sesuatu, hal terhadap barang tersebut, sejak Akad ini ditandatangani
seluruh risiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab NASABAH, dan karena itu pula
NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BANK
dari segala risiko tersebut.

Pasal 13
ASURANSI

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan dir1 untuk menutup asuransi
berdasar Syari’ah atas bebannya terhadap seluruh barang dan jaminan bagi
Pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK,
dengan menunjuk dan menetapkan BANK sebagai pihak yang berhak menerima

pembayaran claim asuransi tersebut (bankers claus)

. Pasal 14
J PENGAWASAN

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan 1zin

kepada BANK atau pihak/petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan

| pengawasan/pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan, serta pembukuan
dan catatan pada setiap saat selama berlangsungnya Akad ini, dan kepada wakil
BANK tersebut diberi hak untuk memuat photo copy dari pembukuan dan catatan

yang bersangkutan. — W
Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-
bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka
NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah

dan mufakat.
A
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- Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui
masyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh
kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk
menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada BADAN ARBITRASE
SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) untuk memberikan putusannya,
menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di

badan tersebut.

Putusan BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)
bersifat final dan mengikat.

Pasal 16
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap
telah disampaikan sccara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau
disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini :

NASABAH

- R
Alamat L R S O R e

BANK W
Alamat - 45 m-’

Pasal 17
PENUTUP

Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini,
maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah

untuk mufakat dalam suatu 4&d
Tiap Addendumﬁcﬁn‘ Akad mimerupakan satu Kesatuan yang tidak terpisahkan
dari Akad ini.

Surat Akad ini dibuat dan ditanda tangani oleh NASABAH dan BANK di atas
kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku
sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak.

NASABAH

Kepala Divisi Direktur Utama
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tarsebut diatas menarangkan terlaebih dahulu:
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barikuteds ———- L e TN ———

150 Hlirababhzh i Bkad Jual B2li antara BAHK ————-

dan NASABAH. PEANK membeli —~—--———

barang vang diperlukan HASABAH —

|5 - e P e I g e T = o e
@untungan yaog disepakati, -——-—-

¥ 4
2 Qusms By ol 2 1 T G
L. ¥R 8N Ieiirs _;I_r.?h - h”!{ Lif | -'i"m y i B
BEEE R o = s 1
el 1 e i ). B C
i
L
i SR (L o S e P o
A Mmoo~ e
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BRNK;, sttt
5. Pembiavaan adalah * Pagu atau plafon dana yang —————-
disediakan BANK yang digunakan --
untuk membell barang dengan hardgs
beli yanu disepakati oleh BANK.—
4. Harga beli adalah - Sejumlah uang yang disediakan -——-
BAMNK kepada HASABAH untuk ——————-
mambali barang dari pemasok atas
parmintaan NASABAH yang disstujui
JaiK bardasarkam Surat —————-————-
Persetujuan Prinsip dari BAHK -—-

kepada HASKEBAM. maksimum ssbesar-

— tmuy s . - s o s v i i
panbiayaan. &

=
U R

.| “l
T I L
VWi ot itk NSRS

Tinjauan yuridis ..., Getri Permata Sari, FH Ul, 2012




BANK sebesar yang tarhutang,—--—-—-

Surat Pengakuan hutang tidak —-—-——

terbatas pada wesel, promes. ———-

dan/atau instrumen lainnva. ———--

—

9. Dokumen Jaminam ———————

ddalan : Segala macam dan bentuk surat =-—
bukti tentang kepemilikan atau —-
nak=halk lainnga atas barang yang-
dijadikan jaminan guna menjamin -
terlaksananya kewajibafuﬁgz;;;gg)
terhadap BANK berdasarkan Akad —
Ind.— —=ssee— e
[ 10.Janghka Waktu BRad -
adalald : Mass barlakufya Akad dni sesuai -
Pasgl 4 —
tielfl 1L RO R SR -5 R = e T T
= Hard Eerje Banl A memiEs
Yaelendituan Penkia i~ el A S e e S
anelan ! AR NEARAH o
/
o
t
dibuktikan-
knya dengan eara i sah -
FROUPUE Bubim., = e
L5ed Janli adalah Paristil ALEL ey
o R I T DPALRT MATIE YA e
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tercantum dalam Pasal 8 édkad ini-
vang menyebabkan BaMK dapat -—---
menghentikan seluruh atau ———=---
sabahagian pemblayaan, dan ——-——-
menagih dengan seketika dan —~—--

kaligus jumlah kewajiban ——-——-

HASABAR Kkepada BANK sebelum —----
Jangka Waktu Akad ini. -————————n

I'Iw——el T T

e e e e i 2
Ll = Sl s

HASABAH yang akan digunakan MASABAH unmtuk pembelian ~——-—-——

paralataf dan material umtuk kontrak ingdll deidding dan ~-

HinELk

rlaiessl BEHSE (L s o s e i
Gl QNN S TN a lﬁﬂuﬁh

UL idsenart pada waktun Wl I TUNRALSN LB

mEranum}, dan untuk tabun pertams

- e B o At sl g
£ i __,r._:U,ﬂt ot i)
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el aman koma )ims Seresal —— e
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peranum’ .

SPeifiiavasn Jang srserm=sree e e s S s e e

diangaur : Pokok dan Hargin dibayar setiap -

bulan sesusi dengan jadug] ———--—

S SUEEIT e oSN S S

——————————————————— SYARAT-SYARAT PEHBIAYAAN ————————-——-me

~Jangan tetap memparhatikan can mensati kKetentuan—————————
ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ——--———-———

citetapkan oleh yana berwapang, BaNk berjanji dan dsngan —

angikatkan diri uptuk mangizinkan NASABAH menarik ----

Pembiayaan secara sekaligus atsu bertahap. dalas hal mans

(sanakan olgh BANK seis

dilal

bapdiRut § ———=

HAGABAR memenunl seluruh persyaratan

2lah menoabaldlan

e
Jaminan

POEPURIRIE. 3 L & (" S s e

MR 0o USD 6,000,000~ (enan
Tuta Dollayr gnerika Sarikat) talab ditarips BAHE ~—-

7 i 4

meEaveEra Fikiaver = St meEenatolime Dasad o
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‘ Unum Pemegana 3aham Perseroan untulk menjaminkan ----
assei Perseroan bermaterai Ro. 6.000,- -—————————v—r

4&.o~Selurubh Jaminan harus diasuransikan pada perusahaarn-

asuransi yvang ditunjuk BaMK dengan Banker’s Clauss .-

7.-NASABAH telah menandatangani Akad Pembiayaan ——----
dan pengikatan jlaminannya secara notariil, serts
menandatangani akad per-pencairan dibawah tangan :

5 .-NASABAH telah menandatangeni surat persatujuan—----—-
pencairan atausiret laid samagami ity —————————=—=-=,

2. —Penarikan Pembiayaan menggunakan surat permohonan -

realisasi pambiayaan (SPAP) disertai dengan surat —-—

hutang atau tanda terimd Uang Hasabah (TTUN) diatas-

y = ol i -~ = %
materal Rp.6.000.-"enar riby rupish).- ————————~~—
& T N o
}_(_} i N E'\lf:lr':\\quH t':‘ ir:-;,i i ||3'r.f.mt)=;-‘:]‘t;_{ e
gengan fasilitas ra lain biaye ——————

it e B ks e

. il
DLV NOLAr 1D .

T R e T P [ e
Ll Ky g e v e | ooxivnesnid (S04 o I AU 5

e )

—=Paftarkebutuhan peiraldian dan saterial vang

akan ko

A
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supplier.
L4 .-NASABAK telah menyerahkan Standing Instruction datri-

J0P (OGN -HED (Indonssia) untuk menyalurkanm ——-

pambayaran atas penjualan crude oil dan gas ke —we—

rekening HASABAH di BAHE ., —————— e m e
15.-Pencairan maksimal sebesar nilai peniaminan dari ——-
USC €,000.000.~ (enam juts Dollar Ameriks Serikat)--
sampal dengan dilakukannya pengikatan secara ~———-—e-

serpurna atds Jaminan tambahan yang akan dialihkai -

-4 o~y - = oy
Garl perseroan terbatas m ok, ——- -

berkedudukan i’ Jakarta: sss————emeee o

Wrim eV peanby Y mimeng S s

U =Mame) Jlase e plss s ok st
i Ui owd {1500 00 18 2 O = A U 112 1 e s e
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L 3

perusahaan. tarmasuk namun tidak terbatas pada ---

e

JIH-13IN PerUZahaan ,— —r e ———r—————
g.~Herawat dan memelihara jaminan yang —-——--————————w-
dibarikan dengan sebaik-baiknya. - = e

h.-8elalu tarbuka dan keorperatif dengan ———————==a—

patugas BaANKa.menbarikan 1jin dan kemudahan -——-——-
bagl petugas BAHK untuk melalukan peninjauan -—---
Jjaminan. pameriksazsn usahs tarmssuk didalamnya ———

pemeriksaan laporan keuangan setiap bulannya seria

secgala hal yang berkaitan-dengan Pembiayaan ini.—-—

1. —manyalurkan sezluruh aktifites” Keuangan malalul ——-

fEfGe s Tens Ul IETT kel akintan publik

=1 B g A S R - Py

-~ manjual barang jaminas dan W
brg e o A

b 00 2k H o i e e e

Kewajiban a U sl Wil Bl WS
s a1 lan ; i 1 =
HIEZ 1A LR el i WEmdEnELd alarn ——
N L U IO - (L o o o
F O AR ey WHSRORSET. Ha) :4 ] :,:‘.h H A

Sy A
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sendiri ataupun pihak lain vang ditunjuk-

aoleh BANK . ——————- e e e e e i e

— melakukan tindakan lain yang diangoap ---

perlu dengan pembaritahuan terlabih

dahulu kepada MASABAH.———-m—mmmemme

————————————————— JANGKA WAKTU DAN- CARA PEMPAYARAN —~—————eee
~Fasilitas Pembiavaan ini dilangsuingkan untuk jangka ————-—-
waktu 26 (tigapuluh ensm) bulan, terhitung sejak tangagal -
pencairan Pemblayaan. ————————————m—mSem
=MASABAH berjanii dan dengan ini mengikatkanm diri untuk ——-
mambayar Kembali jumlah seluruh hutandnya Kepada BAMK -————-
sebagaimana tarsabut pada pasal ? Akad ini kKaopada BAN
Margin dibayvar.sstiap bulan sesual —

dangan eara Poko% dan

~Dalam nal Jatuh te

wwH harjanii dan defigan ini —=se——aa

SREERA P T AR Em e e &
MeMdaYaiy 01E ¥euodaman LBLIR31 ;’.J'.\'l—ir? - =

M rd itk
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keterlambatan, terhitung selak saat kewajiban pembavaran —-
tersebut jatuh tempo sampai dengan tanugal dilaksanakannya-

pembayaran kembali. ----~--- e

e o= TEHPAT PEMBAYARAN ——— === oo e e

~Setiap pembayaran kembali/pelunaszan hutang cleh NASABAH -—
kepada BANK cilakukan di kantor BAMK atau di tempat lain --
yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang --

oibuka oleh dan atas nafa HASARAH di BPAMK ————————omeeoo

~Nalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening HASARAH di

P

R

BANK, maka dengan ind NASABAH memberi kuasa yang tida

)

e

gapat berakhir Karena ssebab-sebab yang ditentukan dalam ——-—

Pasall 1815, 1814.181€ Kitab  Undano-Undang Hukum Perdata ——-
Fepublik Indonesia BAHK , untuk mentebat rekening ---

HAGARAH Guna membayarimelunssl hutang HASABAH SRR S s

B e
R o 090 G ey i T oD R e

5 BECIERG 1 aan denasi g dirl okl -=-

L A e T
Ed {05 Tuna

o

P P S Y DS S y + Al
QENGan Akad inl dam A
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parundang-undangan yang barlaki. ——m—smsse s s
~HASABAH berjanii dan dengan ini mengikatkan diri -=--—-
bahwa terhadap setiap potongan vang diharuskan oleh ——---
peraturan perundang-undangan vang berlaku akan dilakukan —-
pembayarannya aoleh HASABAH melalui BAHKE. ———————emw .

B e - Lot I B i aaatae e

——————————————————————————————— TAMIMAN ———— o

~Untuk menjamin tertibnya pesbayaran Kembali/pelunasan ———-

Pokok ‘Pembiayaan dan Margin Bank tepat pada wakty ———————=—
yang. telah disespakati kedua belah pihak berdzsarkan Akad ——
ini antara lain tidal terbatas pads Hargs Pokok dan Margin-
fizaka NASABAH Barjangl dan dzngan 1nd. mengikatkan diri untuk

o |

manyerankan jaminan dan memblusi pengikatan jaminan kepad

13

A, 1 S S s g g o £ s ] =, - - - =
EANE A& cengan peraluran peEruncangsundangan vang me———-

insi Sumatara

I = =
USH 10.874. 727 o
Pl o) T e B it Ty oK T ] i ” ¥ Py
ZMORT rikg iziatius Luuboulun aoam koms el med ==
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Dollar Amerika Serikat) dan nilail penjaminan sebesar
UsD 10.874,374.00 (sepulubh juta delapanratus tujubpuluh
ampat ribu tigaratus tujuhpuluh enam koma nol nol -———-
Dollar éamerika Sarikat)., sebagalmana ternyata dari --——-
Daftar Tagihan/atau piutang yang dibuat dibawah tangan-
bermateraiscukup tertangual duabalas Agustus duaribuy —-
eppat  (12-0°-2004) yang foto cepy sesual aslinya ————=-
dilckKatkan podal panlita skt ey &= = ———————==== e

flnlaTosAlisnbafan ya il BeriDasss - e

yang bDeradd diatasaya beserta turutan-tuputannya sebagail

mana ternyata dalam :-

- - - 3 Iy - <
[ 2] + 517 = 1 4y 1 " L oo E - 4 i e e A
1. SartipikatHaR Mililkl nomor @ S6@/811a0EaK T imnur ;
F. = i W o oy 5 o s Mgl b sebe ey
zaeluss 1. 00% M2 ( serddou lise moter osvsegi), sabadal
mana vano diuraiks dalam Camba L 3 T
Siid Yaid Gilraicgin aalanm AT ik LLIaET
Y. D= el . s e gl iy + | ST 5 - L
L0972/ 1285, dart antgal Cuerlug, Pabruart sarisy

o T P

by satbilanratus

sannl lanpulul tiga

Kalurahan Cilandale Timue, &

Thagy ol s b o : (O Y 1 Fim a5 | AR ek -
ibukeota Jalkarta. Rordsftas aiaz namns .'....Il.l'“"“
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RS . et e
=1 ((Eatu) bidang tanah Hak Guna Hangunan (HGE) berikut-
bangunan-banaunan diata@n?a bazarts turutan-turutannva
sebagaimana ternyata dari sertipikat Hak Guna Bangunan
nomor @ &30/Selong seluas 301 M? (tigaratus satu meter
rersagil), sebagaimana yang diuraikan dala Surat Ukur-
nomor : 219/199%5, tertanggal tujuh Hopember seribuy —--
senbilanratus sembilanouluh 1lina BT -11-1998), —————mm
terlatak di Kelurahan Selong, Kecamatan Xebavorap —-—-
Baru. Kotamadya Jakarta Sz2latan, Propinsi Daerah —————

=

Khusus Ihukota Jakaria. terdaftai atazs nama

]

g b.o-~Penjaminan dari paraarcean terbe

., 7={ B -
amy A e :
il LIRS

ey i A A P T B e B
UG 3 TAR AONEL PR 3L GEG Taera | i A
HgTh Tami 3 i~ Tt o o=y - oy F
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tanpa diperlukan adanya surat pemberitabuan, surat teguran,
atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atay —--
peristiwa tersebut dibawah ini (Event of Default) : ——~=---
L.-NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/--—----

pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai --——

gangan apa yang <diperjanjikan dalam akad ini; ~--—--

2.-Dokumen atau ketarangan yang diserahkan/diberikan

RASABAH Kepada BANK sebadaimana yang dissbutkan
dalam pasal 10 palsuw, tidak sah, atau tidak benar. ~————-
3. -MASABAH tidalk dapat memenuhi danfatau melanggar ——————-
sebagian atau seluruh syarat-sysrat dan ketentuan- ———--——

atentuan yang tersebut dalam #kad inmi dan Surat —-——--—-—
renegasan Persetujuan Pembizyaan yang telsh dikeluarkgn -
.‘—.|L€?i_‘l iaae

belmBoMY den dialap disetuivi dan ditandatangsni o

B2 5L e, e .
LB

4..~HASHEAH dinyastakan o

So-Apabita karena sasustu sobab G Ll Ak
Jiid Latad “Weserasran Moousan P i
ALal = =L = e
=L pankan MATARAH ternyata dtidsh

i A S O e &,

T, baicanton dalan daftai S

INDOMES TR j~ - e e S

b il angadilan atau

e ey o wrem ta ety i s e W e 1-'.3,2’\;[} ':" e TR e e et e e e i e s

S AKTBAT o JANT L —ommm e

k. ba  HASARAH  didak malakzenalan  penbavaran
saketika dan sekaligus karona suate hal  siay D istiua
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tersebut cdalam Pasal & Aka ini, maka BAMK berhak -———-
manjual barang jaminan dan uandg hazil penjualan barang

jaminan tersebut digunakan gaANK untuk membayar/melunasi-
utang atau sisa utang HAS SABAH kepada BANK. ——-——————"

I e =

2. -Apabila penjualan barang jaminan dilakukan BAHK
melalui pelelangan @imuka umuf. RaKa MASABAH dan —————
BAMK berjanji dan dengan ini mengilatkan diri unmtuk ——-=
menerima harga yang terjadi setelah dikurangl blaya- -—
biaya sebagal harga jual barang dea . e

2. =@pabila penjualan barang jaminan dilaskukan dibawat

tangan maka NASABAH dan BARK sopakat, harga penjualan --

barang jaminan ditetapksn oleh BARK dengsn harga yang

wajar menurut barga pasar Ke tika barang Jaminan dijual.-

3 e dmis s B bR i et 5 SRR 1 ey sleg s
4 . _J i |'~.r_'l. l o G s l g.Jc:['.1 J L3 l!:.\l Pomara i“l\:( 3 Minaimliass M2 uk. Ui

p B - A < o Vo) S | ¥, 1t o r

itk mesbayar otang HEEABAH kenada VARHK  maka SADA
EERS AR L Call Cengan i SOEEReeEl 4 ol TR tetan -
VI ki 1 1 GaR CHENGEn T ANl REEER g R S B R B

e R s A 3 5 agiethng wavie By =

1
dan dengan ini mengikatKan dard uprhule menyenabian o
kolehilan tersabirh B e — s e S
g . I el
= e B JAEHITRAR - SIS R
HELARAH ini menyatakan mengakill iy, S

agaimang BAkK

ay o 4 =
3. CERT O T RETENE sl oty
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enel ini dan selural dolkumen yang =
It e 5 el L s <Al a s
BT { ~ta talah memcerolah 1IN0 e
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diperlukan untuk menialankan usahanya.
b. MASABAK menjamin, bahwa segala dokumen dan akla yang ——
telah ditandatangani oleh NASABAH berkaitan dengan Akad
ini, keberadaannys tidak melanggar atau bartentangan ——
dangan peraturan perundsng-undangan atau anggaran gasar
NASABAH yapg berlaku, szhingga karena sah, berkekuatan—
hukum serta mengikat MASARAH dalam menjalankan akad ini
danldemikian pula tidak dapat menghalang-halangi —-—-—---—
pelaksanadnnya, ——— e e
€. MASABAH menjamin, bahwa pada saat penandatangana akad -
ini para pemegang saham, Direksi serta para anggota ——-—
Komisaris parusahaan NASARAH telah mengetahui dan —-—-——
memberikan persetujusnnya terhadap Akad dni, dan -——--
jendkian pula HASABGH menjamin dan karenanys ————--—————

Luntilitaneaial gugatan yang

RiT oleh Pitsk Eatiga tevhaddp HASABRS

=4 FIA DAL e e S e L
(I i mEHTJama T aie

| SR o [y o s 8 e
RAatkan divi gmtak-

e e o e A e o B T e - L
e T ¥ o, A Z=e S St Se
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=HASABAH berjanii dan dengan ini mengikatkan diri,
bahwa selama masa berjalannya Akad iri. NASABAH kecuali —-
setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BAMK, tidak -
akan melakikan sebagian atau seluruhnya dari perbuatan— ~—-

perbuatan sebagai berikut (MNegative Covenant) @ —————ee-

81 & oo

A -

1.Mencarl tambahan pemoiayaan baru ataupun tambahan atas
pembiaydan yang telah diberikan BANK dari Banlk-Bank/ ---
dehba ST A TRy e g e
2.HMenusluarkan pernyataan berhutang dalam bentuk ---w-—-mm

pinjamain.penyewdan ataw garansi Kepada pihak lain:

3.Melakukan penjualan, rentransfer dan menjamin kekayaan -

=
o
1]
g%
(53]
{03
)
o
=
=
|

(assets) perusahaan vang telah dijaminka

4. Hengubab anggaran daszar parusshasn kKhususaya mengensi —-

. - e T AP - o S
modal cpangliits  dan nensgang sa

—pd s ST AL
L R o A S

i
P
23]

DA RIUpG e

panerik

Aol TS S caibaia i s
fkad ini ditandatangani
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~HASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk ---

memberikan izin kepada BANK atau pilhak/petugas yang ————-———

ditunjuknya, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: ~-~—==

1. HMelaksanakan petigawasan/pemeriksaan terhadap barang ———-
maupun-barang jaminan, serta pembukuan dan catatan pada-
setlap saat selama berlangsungnya #kad ini, dan kepada -
wakil BAMK tersebut diberi hak untuk membuat photo copy-

dari pembukuan dan catatan yang barsangkutan.--—-----—--———

anugaskan Kensultan dan/atau akumtan publik dan/atau —-—

M
e <
[}

pihak-pihak lain uatuk melakukan tsl fal yamg dianggsp -

perlu gl=h BaNK, antara Jain melakukan pengawzsan dan -

mamuat laporan pengounaan panbiavaa

3. fspellls dangaap e

-~ e N . P FCEIE S PSP
OReRREmlF MY mendapat Kuaaa

i i WL R RACT S
e i ) ol R ol A e
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perselisiinan maelalui musyawarah untuk mufakat tidai ~=———-=

Pt

spakati oleh kedua belah —--

manghasilkan keputusan vang dis

ipihak, maks dengan ini HASARAH dan BANE sepakat untulk ————-

ozl

menuniuk dan menetapkan serta membari kussa kepada BADAH ———
SYARIAH ARBITRASE MASIOHAL (BASYARMAS) untuk memberikan ———-—
putuszannyay menurut tata cara dan prosedur berarbitrase vang

ditetapkan oleh dan berlaku di Radan tersebut yang bersifat-

ity — i — i — LA e ol s e i
d< Perubahan akad ini hanya dapat-dilakukan sszcara tertulis

dan ditandatangani oleh BANK dan HASABAH . ~———= e mmwmmae

- o P | -3 f b . L) 4 ™ " s ol
Z. Akad 1pil merUpakan bagisn yang ti
darg SUngt PensgasenB=rsatuiuan
;
r.
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ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, ——-————
apabila dikirim dengan surat tercatat atau cisampaikan —-—-
sacara pribadi dengan talnda terima ke alamat dibawabh ini -

——————————————————————————— HASABAH s —rorsie e

~Nama : PT. G e

-flamat = Jalan RS Fatmawati Homor 1-G —————————=
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ditandatangani oleh pa si-saksi dan sayg, —-

Hf)tﬂr}_fl\ S i e S S o gy, e 7 e S et 2 e S i S
~Dilangsungkan dengan tanpa
~Hinuta akta ini telah ditandafipaani dangan sempurna. -—-—--

N 4
YANG SAHA BUNYINYA. ~—-—m—mmmme

—

-DIKELUARKAN

(]

EBAGAT SALIHA)
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i BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
-"Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan -----—==—=c-

mengharamkan riba” (Surat Al-Baqarah 2:275).-===c—cemeu__

-"Hai Orang-oraag yang beriman, janganlah kamu makan harta-

sesamz kamu dengan jalan bathil, kecuali melaluj -=--—---

~perttagsan yang berlaku dengan suka sama suka di antara -
kamu® (Surat An-Nisaa 4:29).==-==—--mmomomm
ADDENDUMH
AKAD PEMBIAYAAN ﬂL*HURQBéHAH
ST

~Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh satu Juli dvaribu -

lima (21-07-2005). =—----- s R —

-Pukul 12.30 WIB (duabelas lewat tigapuluh menit Waktuy —---

Indonesia Barat).

~ADDENDUM ini dibuat dan ditandatangani dihadapan saya, ---

SR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan -

dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan ---

o

et 2Kan disebutkan pada bagian akhir SKEA TAI : ———-mmmmeomome
1. Tuan ASpisliuaReES-. Oirektur Utama dari --------
persercan yang akan disebut, lahir di Palembang, pada --

tanggal empatbelas Juli seribu sembilanratus tigapuluh -

S (14-07-193¢6), bertempat tinggal di Daerah Khusus --
Ibukota Jakarta, Bukit Golf Utama PD 26, Rukun Tetangga-

000, Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda --

Penduduk nomor : 09.5305.140736.0036, Warga Negara -----

Indonesia;

-dalam hal ini bertindak berdasarkan jabatannya --------

tersebut, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas --

nama Perseroan Terbatas Wi, berkedudukan --
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-
116, dibuat dihadapan 4jwagiiied®®P , Sarjana Hukum,-

Notaris tersebut, dan telah mendapat pengesahan dari-

Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ----

: o ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tiga ---
v . pebruari seribu sembilanratus sembilanpuluh lima =---=
(03-02-1995) Nomor €c2=1.645.H1.01L.04. . TH. 955 ~—————r—=

- Akta Berita Acara Rapat Perseroan tertanggal duapuluh

tiga Mei duaribu satu (23-95-2001) Nomor 31, dibuat -

dihadapan m Sarjana -Hukum, Motaris ----

tersebut;

" ol - akta Pernyataan Keputusan Rapat Per;eroan tertanggal-
delapanbelas Oktober duaribu satu (18-10-2001) Nomor-

21, dibuat dihadapan IEEEREENNY Sarjana Hukum, -

TR T, Notaris tersehut, dan telah mendapat pengesahan dari-
Menteri Kehakiman dan Hak Asaei Manusia Republik ----

Iﬁ'd“&#&_s?a"s‘e‘ﬁm-iﬂramf"-ter nyatogaalan surat ~————=——

- T - 1
Keputusannya tertanggal duapulueh satu Juni duaribu --
dua (21-06-2002) Nomor €=@0785 HT.01.04.TH.2002; ----

-akta-akta dan Surat Keputusan-Surat Keputusan mana --—-

yang foto copy saliman resminya telah diperlihatkan ---

kepada saya, Notaris.

—~Menurut keterangan penghadap sudah tidak ada lagil =e==

akta-akta, dan/atau surat keputusan selain tersebut ---

diatas.

-pan untuk melakukan tindakan hukum dalan akta ini telah -

mendapat persetujuan dari :

2. -Komisaris Perseroan, yaitu SE=cPOemees®, lahir di ---

Palembang, pada tanggal duapuluh enam Agustus
limapuluh empat (26-08-1954), bertempat tinggal Jawa -

Barat, Jalan Wijaya Kusumd Raya 8, Rukun Tetangga 04, -
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ini, selaku kuasa dari Tuan 4wl WM dalam —-—------

kedudukannya selaku Presiden Direktur Peseroan yang akan

disebut, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas --

nama serta mewakili perseroan terbatas PT. 45NN

h, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya

dan perubahan-perubahannya telah diumumkan dan/atau ----

sebagaimana ternyata dalam :

v —— i — . T et

Berita Negara Republik Indonesia tanggal tigabelas --

B Rt ires PO g A W angl A bi : j
: ' Uil ‘Seribu sembilanratus tujuh puluh enam -=====-—--

Lt mmtiTie

- S -

(13-07-1976). Nomor : 56, Tambahan Nomor : 534.------
Rerita Negara Republik ;ndonesia tanggal duapuluh —---
enam Pebruari serMBilanratus delapanpuluh dua -
(26-02-1982), Nomor = 17, Tambahan Nomor : 244.------
Berita Negara Republik Indonesia tanggal sebelas ----
Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh enam —-----
(11-11-1986), Nomor : 90, Tambahan Nomor : 1364.-----

Berita Negara Republik Indonesia tanggal sebelas ---—-

-

‘Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh empat ----

. (11-01-19%94), Nomor := 3, Tambahan Momor : 181. =-=-=--

Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapulubh ---
tujuh Pebruari.seribu sembilanratus sembilanpuluh ---
delapan (27-02-1998), Nomor : 17, Tarbahah ——==T=sss

HORIOE = 1293, ———=m—=em=sess o s s

Berita Negara Republik Indonesia tanggal tigapuluh --

. satu Oktober dua ribu (31-10-2000), Nomor : 87, ===-~

Tambahan Nomor : 6586. ——===ss==s-—mmumsTwmmmemmm———

Berita Negara Republik Indonesia tanggal tigapuluh --

satu Oktober dua ribu (31-10-2000), Nomor : 87, -==-~

Tabbahan Nomor: = 6587, —-———SmEEsasmessmem_——————

Berita Negara Republik Indonesia tanggal tigapuluh -—-
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( penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan dengan
ini telah mufakat dan setuju mengadakan perubahan atas ----
AKAD tersebut diatas melalui akta Addendum Akad —----=-----

Pembiayaan Al Murabahah sebagaimana dimaksud dalam akta ---

(Untuk.selanjutnya addendum Akad Pembiayaan Al Murabahah --
‘ini disebut Addendum). ------------------------------------
-61eh kareﬁé hal-hal tersebut diatas para pihak sepakat dan
setuju untuk dengan'ini merubah Pasal 7 AKAD mengenai -----
iéHINAN secara késeiuruhan, sehingga pasal 7 AKAD tersebut-
'uﬁtuk Qélan;utnya akéﬁ berbunyi sabagai berikut : -———————--
;-;——;; ——————————————————— Pasal 7 ——=———-——-m-mmmmmm e
__-—__a;—;--._iu-; —————————— JQHINAN _________________________
—Uﬁtuk menjamin %ertibﬁya pembayaran Kembali/pelunasan -—--
Pokok Pemb1ayaan dan Harglr tepat pada waktu -——-—-==-=-——-
yang telah d1sepakat1 kedua belah pihak berdasarkan Akad --
ini-antara lain t1dak terbatas pada Harga Pokok dan Margin-

maka NASABAH berJan31 dan dengan ini mengikatkan diri untuk

menyerahkan Jamlnan dan membuat pengikatan jaminan kepada -

BANK sesual dengan pe”aturan perundang-undangan yang

berlaku, yang merupakan bagxan yang tidak terpisahkan dari-

Akad ini, yéitu‘berupa z
I1.Jaminan Gtamé yaitu berupa :
--pemberian jaminan sgcéra kepercayaan (Fidusia) atas ---
samua dan-setiap hak, weﬁenang, tagihan-tagihan atau --

| piutang dagang serta klaim-klaim yang sekarang telah --
danfatau di k;mudiaﬁ hari akan dimiliki, diperoleh dan-
dapat d1Ja1ankan oleh NASABAH terhadap ---=----—-———-=~

M, berdasarkan Kontrak Infill Drilling

dan Workover di lapangan AM&X, RS dan Owesk, Pendopo--
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V Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan pasar Minggu, -----

Kelurahan Kebagusan, terdaftar atas nama Tuan ---=--==---

* SO torsebut. --------somssmmm—-oo

-Dan untuk penjaminan obyek bidang tanah tersebut diatas,

maka w tersebut akan memberikan-

kuasa jual kepada BANK. —----============——-==s-o-ooo-oo-
b.—ﬁenjaminan dari perseroan terbatas UG -

SEERE) scbesar USD 6,000,000.- (enam juta-

Dollar Amerika Serikat). ———=------=---==-=—m——soomomo-
-~P§d‘a akhirnya para penghadap bertindak sebagaimana -————--
-tel"'sébut setuj;.; dan mufakat bahwa segala sesuatu dalam AKAD
ya‘ng tidak turu;t: diubah dengan akta ini tetap berlaku -----
s.ebégaimmg'ﬁ;"ﬁ-;; pagi 'para pihak, dan akta ini --------
r;ierupakan bzgian ylang-ti.dak"ferpisahkan gari AKAD. -——==-—~
--Hen'genai tddendum ini dan segala akibat serta --———-—---—-
pellaksanéénya, N_ASABﬁl—ri dan BANK sepakat untuk memilih -----
dolﬁisifi hukum yang ﬁetap dan seumumnya pada Kantor BADAN -
AABITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) di Jakarta. --------

——mme T )

. '—"[5ib'u'at dan 'dilnang'sungkan di Jakarta, pada hari dan tanggel

T I

l Rl . .ség-;gaimana‘:.itérsebll;lfl dalé.m”kepala akta ini, dengan dihadiri
Bl § oo i B S i e e e
1.-Tuan W, S'arj.::'tna Keperawatan, Karyawan BANK, -

lahir di Bogor pada tanggal tigapuluh Mei seribu -------

sembilanratus tujuhpuluh sembilan (30-05-1979), --~--=--

bertempat tinggal di Jawa Barat, feiseddruine, --—-----

Rukun Tet'angga 02, Rukun Warga 04, Kelurahan Pasir

Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok,

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :

32.77.01.1011/776/3317693, Warga Negara Indonesia. —-—--
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-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --—---
-DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -====-——w-

- Notaris-~
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ADDENDUM

AKAD PEMBIAYAAN al- MURABAHAH
No. /ADD-MRBH/1/2006
BISMILAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

“Dan. ALLAH SWT telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba” (Surat Al-Baqarah 2 : 275)

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta
sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan
yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”

(Surat An-Nisaa’4 : 29)

ADDENDUM AKAD PEMBIAYAAN al-MURABAHAH ini dibuat dan
ditandatangani pada han , tanggal , bulan Januari, tahun 2006 oleh dan

antara pihak-pihak : -
8 By ‘Heawne Sitapies QU berkedudukan dan berkantor Pusat di

] e dalam hal ini diwakili oleh
eonthoshe Rgioodgndew selaku Kepala Divisi Pembiayaan I, berdasarkan Surat
Kuasa Direksi Nomor tanggal Januari 2006 oleh
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama sis :
(untuk selanjutnya disebut “BANK?™).

* berkedudukan di Jakarta, S No. 1-G,

dalam hal ini diwakili oleh (Direktur utama) oleh
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama o W (untuk
selanjutnya disebut “NASABAH”).

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

N Bahwa, NASABAH telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan
kepada BANK untuk' Modal Kerja Pembelian peralatan dan material untuk
kontrak Infill drilling dan workover dilapangan Af#, R dan Daws

berdasarkan kontrak dengan JOB Pt — SWEBE (scbagaimana
didefinisikan dalam Akad ini), dan selanjutnya BANK berdasarkan Akad

Pembiayaan Notariil No. 62 tertanggal 12 Agustus 2004 telah mengikatkan
diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan
syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Akad tersebut.
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N

Bahwa berdasarkan suratnya No. 016/LM-GEN/BBM/I/2006, tertanggal 17
Januari 2006 nasabah mengajukan permohonan untuk perubahan Currency

USD manjadi Rupiah 5

3. Bahwa berdasarkan surat @i tertanggal Januari 2006, No 8/ -3
/SP3/DPB 1 yang ditujukan kepada NASABAH perihal Addendum Surat

Penegasan Persetujuan Pembiayaan dan atas kesepakatan kedua belah pihak
telah _disetujui, untuk ,melakukan konversi atas sebagian Fasilitas - USD.
nasabah tersebut pada butir I menjadi Rupiah (IDR)

Selanjutnya para pihak yang bertindak masing-masing dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini mengadakan perubahan
terhadap Pasal 2 Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 62 tertanggal 12 Agustus

2004, menjadl sebagai benkut :

Pasal 2
PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA

BANK berjanji dan dengan imi mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas
Pembiayaan kepada NASABAH yang akan digunakan untuk pembelian peralatan dan
material untuk kontrak infill drilling dan workover di lapangan A, Reis dan Dewm
Pendopo Propinsi Sumatera Selatanl, dan NASABAH berjanji serta dengan ini
mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dant dan karenanya telah

berutang kepada BANK sejumlah sebagai berikut :

- Limit Pembiayaan : USD 7,600,000,- (Switch able dengan Rupiah, ‘
kurs ditentukan kemudian pada saat pencairan)

: Ceiling Price 10 % untuk USD
Ceiling Price 21 % untuk IDR

- Pembiayan yang diangsur : Pokok dan Margin dibayar setiap bulan sesuai dengan
' jadwal angsuran

- Margin

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam Akad Pembiayaan

Al Murabahah tertanggal 12 Agustus 2004 No.62, dibuat dihadapan
SH, Notaris di Jakarta, tersebut tetap berlaku sepanjang tidak diubah, dltambah atau

dibatalkan déngan Addendum ini.

213
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Demikian Addendum ini dibuat rangkap 2 (dua), dengan aslinya bermeterai cukup
dan ditanda tangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada awal addendum

perjanjian ini

NASABAH

Kepala Divisi Direktur Utama
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AKAD PEMBIAYAAN al-MURABAHAH

No. /MRBH/1/2006
BISMILAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

“Dan ALLAH SWT telah menghalalkan jual beli dan
-mengharamkan riba” (Surat Al-Baqarah 2 : 275)

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta
sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan
yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”

(Surat An-Nisaa’4 : 29)

AKAD PEMBIAYAAN al-MURABAHAH ini dibuat dan ditandatangani pada hari
,tanggal |, bulan Januari, tahun 2006 oleh dan antara pihak-pihak : --------

. TS berkedudukan dan-berkantor -Pusat di

Jakarta, JI. MH Thamrin No.5, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh

. sclaku Kepala Divisi Pembiayaan I, berdasarkan Surat
Kuasa Direksi Nomor tanggal Januari 2006 oleh

karenanya sah bertindak untuk dan atas nama SEEEEEENREgEPCEN

(untuk selanjutnya disebut “BANK?™).

2. T, berc<edudukan di Jakarta, JI. RS. Fatwati No. 1-G,
dalam hal ini diwakili oleh Mb #agmyy (Direktur utama) oleh

karenanya sah bertindak untuk dan atas nama §f Cules W (untuk
- selanjutnya disebut “NASABAH”).

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

L. Bahwa, NASABAH telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan
kepada BANK untuk Medal Kerja Pembelian peralatan dan material untuk
kontrak Infill drilling dan workover dilapangan A4, R€e dan Deéxe
berdasarkan kontrak dengan JOB Ouiiwsee~ — HEDI (sebagaimana
didefinisikan dalam Akad ini), dan selanjutnya BANK berdasarkan Akad
Pembiayaan Notariil No. 62 tertanggal 12 Agustus 2004 telah mengikatkan
diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan
syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Akad tersebut.

2. Bahwa, Akad layaan ini_merupakan Pembiayaan Notariil turunan dan
menjadi satu kesatuan dengan Akad Induk tersebut, yang dibuat sehubungan

dengan proses pencairan atas fasilitas nasabah. E 3 “ﬁ

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Syari’ah, Pembiayaan oleh BANK kepada
NASABAH diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

f
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NASABAH untuk dan atas nama BANK membeli barang dari Jemasok
untuk memenuhi kepentmgan NASABAH dengan Pembiayaan yang
disediakan oleh BANK, dan selanjutnya BANK menjual barang tersebut
kepada NASABAH sebagaimana NASABAH membelinya dari BANK,
dengan harga yang telah disepakati oleh NASABAH dan BANK, tidak
termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan\Akad
ini. i Yy -“_

Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh Pemasok .lan, angsung kepada
NASABAH dengan sepersetujuan dan sepengetahuan BANK. %

- NASABAH membayar harga pokok ditambah Margin Keuntungan atas
jual beli ini kepada BANK dalam jangka waktu tertentu yang disepakati

oleh kedua belah pihak, sehingga karenanya sebelum NASABAH
membayar lunas harga Pokok dan Margin Keuntungan kepada BANK,

NASABAH berutang kepada BANK. = _
Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad ini dalam Akad
Pembiayaan al-Murabahah (selanjutnya disebut “Akad”) dengan syarat-syarat serta
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

v, AaFhigheb : Akad jual beli anterz bank dan rasabeh, Bani membeli

" barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada

nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan
ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

2. Syari’ah adalah : ~Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Al
Hadist (Sunnah) yang mengatur segala hal yang mencakup
bidang ‘ibadah mahdhah dan ‘ibadah muamalah.

: Barang yang dihalalkan berdaswaxk materi
maupun eara perolehannya, yang dibeli NASABAH dari
Pemasok dengan pendanaan yang berasal dari Pembiayaan

{akan oleh BANK. v

a yang ditunjuk atau setidak-tidaknya disetujui
Kuasakan olgh BANK untuk menyediakan barang
yang dibeli oleh NASABAH untuk dan atas nama BANK.

3. Barang adalah

4. Pemasok adalah

Pembiayaan/adalah : Pagu atau plafon dana yang disediakan BANK yang
digunakan untuk membeli barang dengan harga beli yang

V
, disepakati oleh BANK

n

Tinjauan yuridis ..., Getri Permata Sari, FH Ul, 2012




=)}

10.

I1.

12.

. Harga beli adalah

NASABAH yang disetujui

: Sejuml

alN
untuk membeli barang dari Pemasok atas permintaan

BANK berdasar Surat

Persetujuan Prinsip dari BANK kepada NASABAH,
maksimum sebesar pembiayaan.

Margin Keuntungan
adalah :

Surat Pengakuan
Utang adalah

Dokumen Jaminan
adalah

Jangka Waktu
Akad adalah

Hari Kerja Bank
adalah

Pembukuan Pembiaya-
an adalah

: Segala

Sejumlah uang sebagai keuntungan BANK atas
terjadinya: jual-beli yang ditetapkan dalam Akad ini,.
yang harus dibayar oleh NASABAH kepada BANK
sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati
NASABAH dan BANK.

Surat Pengakuan bahwa NASABAH mempunyai Utang
kepada BANK yang dibuat dan ditandatangani
NASABAH dan diterima serta diakui oleh BANK,
sehingga karenanya berlaku dan bernilai sebagi bukti sah
tentang adanya kewajiban pembayaran dari NASABAH
kepada BANK sebesar yang terutang. Surat Pengakuan
Utang tidak terbatas pada wesel, promes,dan/atau

instrumen lainnya.

macam dan bentuk surat bukti tentang
kepemilikar aia. hak-hak laianya atas barang ang
dijadikan jaminan guna menjamin terlaksananya
kewajiban NASABAH terhadap BANK berdasarkan

Akad ini.

: Masa berlakunya Akad ini sesuai yang ditentukan dalam

Pasal 4 Akad ini.

:Hari Kerja Bank Indonesia

:Pembukuan atas nama NASABAH pada BANK yang

khusus mencatat seluruh transaksi NASABAH

sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti
sah dan mengikat NASABAH atas segala kewajiban

pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan

sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.
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13. Cedera Janji
adalah : Peristiwa atau peristiwa-peristi
tercantum dalam Pasal 8 Akad i |

BANK dapat menghentikan selurub atau

pembiayaan, dan menagih dengan seketika
sekaligus jumlah ke J(_v_ia.uhanl\l&&&BAH kepada BANK

sebelum Jangka Waktu Akad ini

Soi Wl fipuon:

PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA

BANK berjanji dan_dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas

Pembiayaan kepada NASABAH yang akan dxgu,rmk_ag_ﬂtu_kmmbﬂlmmpﬂﬂlﬂaﬂ dan
material, dan NASABAH berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima
pembiayaan tersebut dari dan karenanya telah berutang kepada BANK sejumlah

sebagai berikut :
 Sa M > %m

- Harga Beli/Jumlah Utang Pokok Rp 8.100.000.000,00
- Margin Keuntungan Rp 238.480.513,56

Jumlah/Besamya Utang Rp 8.338.480.513,56

Terbilang (delapan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus
delapan puluh ribu lima ratus tiga belas 56/100 rupiah)

Pasal 3
PENARIKAN PEMBIAYAAN

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan
penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, BANK berjanji dan dengan
ini mengikatkan diri untuk mengizinkan NASABAH menarik Pembiayaan, setelah
NASABAH memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut:

Menyerahkan kepada BANK Permohonan Realisasi Pembiayaan yang berisi

rincian barang yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan, serta tanggal dan

kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan.

Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen NASABAH, termasuk dan tidak
terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini.

- Telah menandatangani Akad ini dan Akad-Akad Jaminan yang disyaratkan.

- Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta
pengikatan jaminannya. (Q
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Menandatangani Tanda Bukti Penerimaan Uang (TATUNA), Surat Sanggup
(PROMES) dan menyerahkannya kepada BANK.

Telah menutup asuransi atas seluruh jaminan yang bersifat insurable pada
perusahaan asuransi yang ditunjuk Bank dengan Banker’s Clause Bank kami.

Pasal 4
JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali
jumlah seluruh utangnya kepada BANK sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akad

ini dalam jangka waktu 3 (tiga } bulan terhltun(g dari tanggal realisasi. o
w 5 g

Setiap pcmbayaran oleh zASABAH kepada BANK lebih dahulu digunakan
untuk melunasi biaya administrasi dan biaya lainnya berdasarkan Akad ini dan

sisanya baru dihitung sebagai pembayaran angs pelunasan atas harga pokok
barang dan Margin Keuntungan BANK.
Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali Pembiayaan jatuh bertepatan dengan

bukan pada hari kerja Bank, maka NASABAH beranji dan dengan ini
mengikatkan diri untuk-m@lakukan pembayaran pada hari pertama BANK bekerja

kembali.

Dalam hal terjadi kelambatan pembayaran oleh NASABAH kepada BANK, maka
NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar biaya
denda keterlambatan sebesar 0,00069 dari angsuran tertunggak untuk tiap-tiap
hari kelambatan, terhitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo
sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali. — {Enmaiipan

Pasal 5
TEMPAT PEMBAYARAN

Setiap pembayaran kembali/pelunasan utang oleh NASABAH kepada BANK
di 1 ka ANK atau di tempat lain yang ditunjuk BANK, atau
dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di

BANK. e
By

Dalam hal pembayaran dilaktKan rnelalu; reker ASABAH di BANK, maka
dengan ini NASABAH memberi kuasa yang (w&akhir karena sebab-
sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
kepada BANK, untuk mepdebet rekening NASABAH guna membayar/melunasi

utang NASABAH.
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Pasal 6
BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala
biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, termasuk jasa
Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada
NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini, dap NASABAH menyatakan

persetujuannya. gﬁ .
- Setiap pembayaran kembali/pclunasan utang sehubungan dengan Akad ini dan
Akad lainnya yang mengikat NASABAH dan BANK, dilakukan oleh NASABAH

kepada BANK tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya
lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

- NASABAH berjanji_dan den ini iri, bahwa terhadap setiap
potongan yang diharuskan oleh p = ang berlaku,
akan dilakukan pembayarannya oleh NASABAH melalui BANK.

Pasal 7
JAMINAN

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan dan Margin
Keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan
ALdd uu, wwaka NASABAHE berjanji dan denge. in feogiiethan diri- autak
menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BANK sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dar1 Akad ini.

Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa :

e Jaminan Utama
- Piutang kepada JOB ity — ILED! : lkatan FEO Notariil [/
¢ Jaminan Tambahan

Tanah dan Bangunan (rumah) LT/LB : 488/308 m?, JI. Sepat No. 37
Rt/Rw : 009/02 Kebagusan, Jak Sel. SHM No. 88 a.n. ity Mt :

Ikatan kuasa jual secara dibawah tangan.
Penjaminan Wiy syiifiege USD.6,210,00000 —o ~camagiii
L)M 2
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Pasal 8
CEDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 4 Akad ini, BANK berhak untuk
menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH atau siapa pun juga yang
memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah utang NASABAH
kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus,
tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya,
abila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut Ji bawah ini: A it

NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada
waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo Surat Sanggup
Membayar yang telah diserahkan NASABAH kepada BANK;

Dokumen atau keterangan yang diserahkan/diberikan NASABAH kepada BANK
sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 palsu, tidak sah, atau tidak benar; n

NASABAH tidak memenuhi dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan tersebut

. dalam pasal 11 Akad ini. g SNC -l Sl y AN

Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
berlaku, NASABAH tidak dapat/berhak menjadi NASABAH;

- NASABAH dinyatakan dalam keadaan pailit, dit di bawah pengampuan,
_dibubarkan insolvensi dan/atau likuidasi;

NASABAH atau Pihak Ketiga telah memohon kepailitan terhadap NASABAH:
Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh Akta Jaminan dinyatakan
batal berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase; -

Apabila pihak yang mewakili NASABAH dalam Akad imi menjadi pemboros,
pemabuk, atau dihukum berdasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan
dan pasti (in _kracht van_gewijsde) karena perbuatan kejahatan yang

udian

teta
dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan satu tahun
atau lebih. }
i =Y
Pasal 9
AKIBAT CEDERA JANJI

Apabila NASABAH tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus
karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 8 Akad ini, maka BANK

berhak menjual barang jaminan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut
digunakan BANK untuk membayar/melunasi utang atau sisa utang NASABAH

kepada BANK.
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Apabila penjualan barang jaminan dilakukan BANK melalui pelelangan di muka
umum, maka NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri
untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya, sebagai harga
jual barang jaminan. “« AN SN

Apabila penjualan barang jaminan dilakukan dibawah tangan maka NASABAH
dan BANK sepakat, harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh BANK
dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual. st L

Jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang

"NASABAH kepada BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan 1ni
mengikatkan diri untuk tetap bertanggung jawab melunasi sisa utangnya yang
belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan
barang jaminan melebihi jumlah utang atau sisa utang NASABAH kepada
BANK, maka BANK beganji dan dengan imi mengikatkan diri untuk
menyerahkan kelebihan tersebut kepada NASABAH.

Pasal 1/
PENGAKUAN DAN JAMINAN

NASABAH dengan ini menyatakan mengakui kepada BANK, sebagaimana BANK
menerima pernyataan pengakuan NASABAH tersebut, bahwa :

NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini
den w=lurub dokumen yang menyertainya. ser'a untul m#pi~lonkan asaharye

NASABAH menjamin, bahwa segala dokumen dan akta yang ditandatangani oleh
NASABAH berkaitan dengan Akad™ini, keberadaannya tidak melanggar atau
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan’ atau Anggaran Dasar
perusahaan NASABAH yang berlaku, sehingga karcnanya sah, berkekuatan
hukum, serta mengikat' NASABAH. dalam menjalankan Akad ini, dan demikian
pula tidak dapat menghalang-halangi pelaksanaannya.

NASABAH menjamin, bahwa pada saat penandatanganan Akad ini para
pemegang saham, Direksi serta para anggota Komisaris perusahaan NASABAH
telah mengetahui dan memberikan persetujuannya terhadap Akad ini, dan
demikian pula NASABAH menjamin dan karenanya membebaskan BANK dari
segala gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh Pihak Ketiga terhadap

NASABAH.

NASABAH menjamin, bahwa terhadap setiap pembelian barang dari Pihak

Ketiga, barang tersebut bebas dari penyitaan, pembebanan, tuntutan gugatan atau

hak-untuk menebus kembali.

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu
menyerahkan kepada BANK, jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BANK,
selama kewajiban membayar utang atau sisa utang kepada BANK belum lunas.
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Pasal 11
PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH %

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan dini, bahwa selama masa

berjalannya Akad ini, NASABAH, kecuali a setujuan tertulis
dari BANK, tidak akan melakukan sebagian atau seluruhnya dari perbuatan-perbuatan

sebagai berikut :
melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi dan/atau konsolidasi perusahaan

= TASABAH dengan perusaliaan atau perciangan laii ; e ol
menjual baik sebagian atau seluruh asset perusahaan NASABAH yang nyata-
nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi utang
atau sisa utang NASABAH kepada BANK, kecuali menjual barang dagangan
yang menjadi kegiatan usaha NASABAH ;

- membuat utanglain kepada Pihak Ketiga ;

mengubah Anggaran Dasar, susunan pemegang saham, Komisaris, dan/atau

Direksi perusahaan NASABAH ;
melakukan investasi baru, balk yang berkaitan langsung atau tidak langsung

dengan tujuan pertisahaan NASABAH;
- memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang jaminan dari

kedudukan/lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan/atau
mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada

pitak lair -
mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor,
kurator, likuidator atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya.

Pasal 12
RISIKO

as tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan,
- ap-keadaan fisik barang maupun terhadap sahnya dokumen-dokumen atau
surat-surat bukti kepemilikan atau hak atas barang yang bersangkutan, sehingga
apabila terjadi sesuatu; hal terhadap barang tersebut, sejak Akad ini ditandatangani

seluruh risiko sepenuhnya menj_adi tanggung jawab NASABAH, dan karena itu pula
NASABAH beranji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BANK

dari segala risiko tersebut. — ﬁ ’ gﬁ ;
Pasal 13

ASURANSI

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi
berdasar Syari’ah atas bebannya terhadap seluruh barang dan jaminan bagi
Pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK,
dengan menunjuk dan menetapkan BANK sebagai pihak yang berhak menerima
pembayaran claim asuransi tersebut (bankers clays) &
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Pasal 14
PENGAWASAN

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin
kepada BANK atau pihak/petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan

pengawasan/pemeriksaan terhadap barang mWang.pmm&n serta pembukuan
dan catatan pada setiap saat selama berlangsungnya Akad ini, dan kepada wakil

BANK tersebut diberi hak untuk memuat photo ¢ copy dari pembukuan dan catatan
s » yang bersangkutan, e

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-
bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka

NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah

dan mufakat.
Y o

Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui
musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh
kedua belah pihak, maka déngan mi NASABAH dan BANK sepakat untuk
menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada BADAN ARBITRASE
SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) untuk memberikan putusannya,
menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di

vauan .crsebu. = m’

Putusan BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)

bersifat final dan mengikat. mm
Pasal 16
PEMBERITAHUAN gunieiifiSinaes
Setiap pemberitahuan dan komunikasi sechubungan dengan Akad ini dianggap

telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau
disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini :

NASABAH . /
A Td e m—- b"

BANK R R e
Alamat Yy % - & - N l/
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PENUTUP

Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini,
maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah

untuk mufakat dalam suatu Addendum. N

Tiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dari Akad ini. ._

- Surat Akad ini dibuat dan ditanda tangani oleh NASABAH dan B&Kj di atas
kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku
sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak. -

—-—/{3 NASABAH

Kepala Divisi “Direktur Utama
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BISHILLAHIRRQHHAQNIRRAHIH
“Hai orang = orang yangd beriman oenuhilaﬂ”akad
perjanjian itu” (Surat Al Maa-idah, 1)
ADDENDUM
AKAD KOMITMEN LIMIT FASILITAS PEMBIAYAAN

(LINE FACILITY)

DaLAM BENTUK AL MURABAHAHN
TR T ATITTgN
Nowmor 3 50.- s

~Pada jam: 15.10 WIB (limabelas lewat sepuluh menit)

e

o e v e A A S T A Y e S o AP S e e S AR08 S vt it o S

Waktu Indonesia Barat.

~Hari ini, Rabu, tanggal delapanbelas  &pril tahun -

— — o i N e e S o A A VAN T Yot St S Y W WO o e S S

“duaribu tujdﬂ'(lﬁ—'

~Berhadapan dengan Saya, *  sarjana —-—--=-
Yukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri cleh -—--
zaksi-saksi yang SayAa, Notaris kenal dan -—w—w—mmee

nama--=namanya akan disebut pada bahagian akhir akta

-
e i T o A e i e R Y A S AT TR v e A

i it
1. Tuan m = T Jahir di Palembang,—-
pada tanagal empatbe1a§ SN Uiy seriby——romemmes
sembilanratus tigapuluh enam (14-7~1938 ), ==
Direktur Utama dari perseroan terbatas yang akan-~
disebut dibawah ini, bertempat tinggal ] = esseiisenrs
Jakarta, Bukit Golf Utama PO 24 . Rukun Tetangga--
000, Rukun Warga 003, velurahan Pondok Pinang, -
Kecamatan Kebayoran Lama, Yoerbamadya Jakartas -
Sﬁlatan? pém@gﬁng Kartu Tanda PendudukK nomcdz----
0% .5%0%.140734.0036, Warga Megara Indonesiag-re
menurut kKeterangannya dalam hal ini bertindak
dalam Jjabatannya tersebut di atas, serta sah---—

mewakili Direksi dari dan eleh Karena itu untuk-+
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tiga Pebruari tahun ggribu;sembilanratus e
sembilanpuluh lima (3“2;19955. NOMOT" & =
CZ*1.645-HT_01-04_TH-95: e
- akta Perubahan tertanggal duapuluh empat ———---
Nopember tahun seribu sembilanratus sembilan --
puluh empat (24-11-1994), Nomor 116, yang ==-=--
dil'l&td;ﬂpﬂﬂ”“”, Sarjana Hukum, ===
Hotaris di Jakarta dan teleah mendapat --—-—=—w-
RPengesanan dari Mentéri Kehakiman Republik -——--
Indonesia tertanggal tiga Pebruari tahun -—----
seribu sembilanratus sembilanpuiuh 1{ing Swewns
(3-2-19%9S), nomor C2-1.645.HT.01.04_TH.95; ~—--
«~ akta Berita Acara Rapat Perseroan tertanggal---
duépuluh tiga Mei tahun duaribu satu-—-———ww——-
(23~5~2001), nomor 31, yang dibuat dihadapan--—-
“'“, Sariana Hukum, Notarisg »-————=--
F @S] LT & = o e o i S
-~ nkta Pernyataan Keputusan Rapat Persercan-——----
ter tanggal delapanbelas OKtober tahun duaribu--
satu (18-10-2001), MNomor: 2i, <ibuat dihadapan:
s “N, Sarjana Hukum, Notaris terssebut
dan telah mendapat pgngesahan dari Menteri-=-—w«
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republiks-==-w-
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat-----
Keputusannya tertanagal duapuluh satu Juni-s—e-
tahun duaribu dua (Z1-6~2002), NOMOE 1w s
E-O0TES WY 0008 o TH . DOBRy o s crises o
- AKta Pernyataan Keputusan Rapat Perserogn-s -
tertanggal tujuh Juni tahun duaribu empat -

(7-6~2004), Nomor: %, dibuat dihadapan-»-seeses
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sebagaimana ternyata dari Akta Berita Acara --

Rapat Perseroan, tertanggal delapanbelag ——w—w-

April tahun duaribu tujuh (18-a-Z00T Y, ~oremmiisins
nomor: 49, vang dibuat dihadapan Baya, ==

L R e —
untuk selanjutnya perseroan terbatas .n
“, tersebut dalam akta akan disebut NASABAH . -

Tllm\mm Kepala Divigi-——weww

Pembiayaan I (satu) perseroan Lerbatasg— e
m @, m ;ang akan disebut, )lahir-
di Tasikmalaya pada tangg.;;l' delapan Februapj————-
tahun seribu sembilanratus enampuluh lima=-—— e

(8-2-1955), bertempat tinggal di Jakarta,w»www—--w_
Jalan Mimosa I BlokL/?, Rukun Tetangga 00¢ |, =

RuKun Warga 004, Kelurahan PejaleM Rapt < i wome
Recamatan Pasar ﬁinggu,"Kotamadya Jakarta-—————w«
Selatan, pemegana Kartuy Tanda Pendudul: Hemopr @ —w e
09.5304.080265.0464, Warga Negara Tndonesia;—~=wew
—tenurut Keterangannya dalam hal 11 bertindake——-
dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasay
yvang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup,
tertanggal tujuhbelas april tzhun duar Thu= == o

tujuh (17-4-2007), Nomor - 2/100-KUA/DIR YA e
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku--

huasa dari Adigp ety ol oq1 a0, kKedudukannyz--

selaku Direktur Utama Perseroan yvang akap -
disebut, oleh karena itu sah bertindak untuk dan-

atas nama serta mewakill perseroan tarbat g -

m‘m WY . Lerledudukan df Jakarta,

yang danggaran dasarnya dan p@r“ub;:‘il'tmn“-;_se-fruhal':annya

Tinjauan yuridis ..., Getri Permata Sari, FH Ul, 2012



(ELT;O?ZQOO)Jgﬂpmor:;BT, Tambahan Nomor: 6588;-

- Barita Negara Republik Indonasia tanggal--——-—-—

. tigapuluh satu OKtober tahun duaribu—————=————-
{31-10-2000), .Homor:. 87, Tambahan Nomor: 6589;-
-sedangkan susunaquireksi dan Xomisaris——---————
Perseroan yang tarakhirc sebagaimana dimuat dalam-—

. akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham-———-—
parseroan Terbatas m_ ______
tertanggal duspuluh satu Desember tahun duaribu—-—
‘1LMd (21-12- 200‘) Nomor = 10 dan 11, yang dibuat-

Sarjana Hukum, NoLarxs——

'dlh&ddpdﬁ

B Jakarha W1 ——— TS
_—~Berita Negara—Berita Negara serta salinan resmi-

akta mana telah diperlihatkan kepada saya,—-———~-

Notaris,
-Meaurut Keterangan penghadap sudah tidak ada--—-
lagl berita negara-berita negara, akta—akta, ———-
dan/atau surat Keputusan selain tersebut di atas.

—untuk selanjutnya Perseroan Terbatas m-—fw

m berkedudukan di JakKarta ———-———7~

tersebut dalam akta ini akan disebut BANK .~
-para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris-————

dari identitasaya. — —=——=—--TTTToSoTTTTTEmmEEIEIE
- Para penghadap bertindak dalam kedudukannya —————~ 7 1k
masing—masing seperti tersebut diatas menerangkan ——i [

terlebih dahulu =
- Bahwa antara NASABAH dan BaANK telah menandatangarli
akta gkad Pembiayaan al—MURABAHAH ter‘tarlggal—————i:f*

duabelas aAgustus tahun duar ibu empat (12-8-2004),—-"4

nomor: 62, akta tersebut dibuat dihadapan i
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- pDokumen Jaminan = seyala macam dan bentuk . —=———-
suirat bukti tentang Kebamilikan atau hak—hak ——————-
lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan ————-
akta pengikatannya guna menjamin. terlaksananya ——-—-
kewajiban NASaBAH terhadap BANK berdasarkan -———-

R WM

~Jangka Waktu : adalah masa barlaku fasilitas -———-
pembiaya;"'Li”e Facility sesuai yang ditentukan N
dalam pasal dhakad fi.— ————mmmmmm—
— Hari Kerja Bank @ adalah -

e e e e - e e e o e e e s e e =

Indonesia.—

—gank berjanji dengan ini mengikatkarn dici untuk———-—
menyediakan fasilitas Pembiayaan Line Facility al. ——
MURABAHAH . kepada NASaBAH yang. akan digunakan NASABAH
untuk pembelian peralatan dan material untuk ——--————
kontrak infill drilling dan workover di -lapangan———-—
galatan . ————————mm e e S s s e T T T
—Berkaitan dengan hal tersebut di maka NASABAH-——————
berjanji serta serta dengan ini mengikatkan diri--—-
untuk menerima Pemblayaan tersebut dari dan—————==""
karenanya telah mengaku berhutang Kepada BANK-——————
sekarang untuk nanti pada waktuaya sejumlah. uang———-
sebagal berikulg——s————momemommshesmmmEEmmT e

—Limit Pembiayaan berjumlah UsSD.9,054,000,= ——==s——
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t © = Lo . . w _
pihak, yang merupakan akad/atau perjanjian turunan -

dari Akad ini, adan juga setelah NASABAH ————-——=——=
memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut - —-—-—-
1. Telah menyef&hkan surat Penegasan Pe%setujuan ——
pembiayaan (SP3) yang telah ditandatangani -————-
oleh Pejabat yang barwenang sesuai Anggaran Dasar
atau Anggardn Rumah Tangga Perusahaan atau ——————
perubahannya diatas metarai Rp.6000.—————======7"
2. Telah menyerahkan surat Kuasa diataé meterai ———-
Rp.6000 untuk melakﬁkan pendebetan atas rekening—
guﬁa pembayaran biaQ;.Notaris. biayé ————————————
administrasi, pembayaran angsuran tiap bulannya —
biava ke terlambatan dan biliaya lain yvang timbul --—
akibat transaksi ini atau mencantumkan —————————-
Kuasa ini didalam ak B~
z_ Telah menyetor dana untuk pembayaran b idyya, ——=——
administrasi, biaya NMotaris, biaya asuransi dan -
ﬂSyaraL‘Pencairan Faﬁilitas -
1. Telah menyerahikan copy invoice atas pembelian ——
material/peralatarl/vendor'/subkontr*aktor' yang ————
berkaitan dengan kegiatan eksploitasi minyak ———-
dan gas dilapangan AW Deggh dan R*: —————————
2. Telah menyerahkan Standing Instruction (SI)-————-
Kepada‘-” yang menyatakan bahwa ———————
pembayaraan akan dilakukan Ke rekening Perseroan-—
Terbatas w W di Bank mw i
dan tidak dapat dibatalkan kecuall dengan —————77

persetujuan Bank e e N T

3. —Telah menandatangani akad peamblayadn maupun —-77
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e i o g o o S o
PR -

penggunaaanpembiayaan:tu.fl. =S TTTTTETET
——Melakukan genecal audit dan special audit atas-
pgrtimbangan resiko yang mungKin harus ditanggung
oleh,éANK maka BANK berhak untuk:— ————=m=w====77
-i. Menjual barang Jjaminan dan menerima hasilnyva
guna pelunasan kewajiban NASABAH kepada BANK ; -
~ii. Mengoperasikan dan mengambilalih pengelolaan
perusahaan, baik oleh BANK sendirl ataupun———-—
pihak lain yang ditunjuk-01éh=BANK- ——————————

e) Henyalurkan.atas sebaglian atau, selucuh aktifitas—
keuaﬁgan atas usahx perseroan melalui rekening——-
SrSantting i BENERY ———spe—-<o g T

f) Meampertahankan legalitas status Perseroan sarta——
izin—-lzin yang dimiliki serta. melakukan ———-——=—7~
pembaharuannya'apabila akan atau telah berakhir——
nass SERIERUNES ey ———— N

g) Merawat dan memel ihara objex pembiayaan serta ——-
jaminan yang diberikan dengan -sebaik—-baikaoya. ——~

h) NASABAH zelalu terbuka.dan:kOOpehatif:dengan ———
BANK ,. membei-ikan ijin dan kemudahan bagi petugas-—
BANK atau pilhak yang ditunjuk untuk melakukan——-
peninjauan jaminan ataupun melakukan pemeriksaan—
segala hal yang berkaitan dengan Pembiayaan ini.—

i) apabila Karena satu dan lain hal yang dianggap———
parlu menurut Kepentlingan BANK , BANK dapat —————7
melakukan assets saleg.— ———=—ToTmTTTTTTEETT T

3) NASABAH meaberikan laporan tentanyg progress atas-
pekerjaan setiap bulan.

] Menyampalkan laporan Keuanaan unaudited setiap 33—

(tiga) bulan yang sudah harus diterima BANK-—————
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NASABAH © kepada BANK." maka-NASABAH'berjanji-dan-=---
dengan ‘inimengikatkan diri untuk mebayar biaya———-—-
administrasi pada BANK sebesar 0,00035 (tigapuluh——-
" lima perseratus ribu) dari jumlah yang terhutang per
hari untuk tiap-tiap h#ri Keterlambatan, terhitung--
sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh---——-

tempo sampal dengan tanggal dilaksanakannya———-—————-

pembayaran Kembali.- e

———————————————— TEMPAT PEMBAYARAN —————————m—meem
- —Setiap pembayaran Kembali/atau pelunasan utang e
oleh NASABAH Kepada BANK dilakuKan oleh Kantor ————
RBank atau di tempat lain vang dituniuk BANK ,~ ———=—-
atau dilakukan melalul rekening yang dibuka oleh -—-
dan atas nama NASABAH di BANK.— —=————————————u————o
—Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening ———
NASABAH BANK, maka dengan Ini NASABAH memberi -—-——-——-
Kuasa yvana tidak dapat bepakhir Karena -—-——=—————-—-
sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813, 1814,-
1816 Kitab Undang-Undang HukKum Perdata Republik ———
Indonesia‘kepada:BANK;'Jntuk’mendebet-rekening'uév——

NASABAH guna membayar/atau melunasi utang

NASABAH.

————————————— BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK—————————==——=
~NASABAH berjanii dan dengan ini mengikatkan diri——
untuk menanggung segala biaya yang diperlukan
berkenaan dengan pelaksanaa Akad ini, terutama blava
administrasi sebesar USD.14,540.- (empatbelas ribu—-

linaratus empatpuluh Dollar Amerika Serikat), jasa-—
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m dengan nilal hak/tagihan/piutang--

cobesar USD 10,874,376,00 (sepuluh juta————=———==
dalapanratus LUJuhpuluh enpat ribu tigaratus—-—————
tujuhpulubh enam &oma nol nol Dollar At ka=——>-
serikal), sebagaimana ternyata dari Daftar—-—————=
Tagihan/atau piqtang yang dibuat dibawah tangan——
bermaterai cukup tertanggal duabelas Agustus—————
tahun duaribu empat (12—8—2004). nomor: 63.—————=
II: Jamxnan Tdmbahdn yaitu berup':———w—*———v——w———~—J
a.-1 (satu) -bidang tanah Hak Milik berikul bangunan=—
yang ber;dd dxd*asnyd oaberLd turutan- turutannya—-—
sebagaimana terayata dalaan S?Ftlplkdt Hak Milik-——
nomor: 88/Kebagusan seluas 488 ﬂé (eﬁpatratus ————— -
_delapanpuluh.dglgpan metar persegi), sebagaimana——
diuraikan dalaam Gambar Situasi nomor: 2279/1990,——
tertanggal tiga Ok;ober tahun seribu sembilanratus
sembilanpuluh (3-10-15%0), yang terletak di———————
Propinsl Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya—
Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu. Kelur#han
Kebagusan, terdaftar altag nama Tuan MLM
W Yy Lersebul, yang akan diikat de_ngdn Hak --
Tdnggungdn sebesar Rp - 866 500 000, — (delapdnr dLus:.‘"
enampuluh enam Jjuta limaratus r1bu rupxdh) ——————

-pan untuk penjamilnan obyek bidang tanah tersebut-——

diatas, maka Tuan w* AV Lersebut———
akan mwemberikan Kuasa Jual kepada BANK .= —==——r—=="7

b.-Penjaminan dari Persero#n Terbatas W—ﬂ-—
o R (M sebesar USD 4,300,000~

(empatjuta tigaratus ribu Dollar Amerika Ser ikat)-

.. dengan coverage penjamninan 902 (L—.embxlanpuluh —————
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akad ini adalah palsu,,tidakasah/atauvtidak'benar
3. NASABAH tidak dapsat memanuhi dan/atau wmelanggarT-—
sebagian atau seluruh syarat-syarat dan Ketentuan
ketentuan tersebut dalam Akad ini beserta Akad-—-
akad pemabiayadn dan/ﬁtau akad/atau perjanjian—----
lainnya yang merupakan turunan dari akad ini-———-

yang merupakan catu kesatauan dengan Akad ini—-—---

(kesemuanya berikut dengan segala perubahan,—---

penaﬁbahan.dan penggantian yangd mungkin dibuat-——

diﬁf?fiiiﬂ_ﬁi:jl~antara NASaBAH dan BANK yang————
merupakan satu Kesatuan dengan Akad ini dan/atau-
apabila NASABAH tidak dapat memenuhi/atau—————===
melanagar cebagian/seluruh syarat—syaratﬁat&u—~——
Ketentuan sebagaimana dalam (“Cross Default™):-——-
akta ini . Nomor:50,dibuat dihadapan Sava, Notaris.
- kesemuanya berikut dengan segala Akada/atau————
perjanilan turunannys corta peruvbzhan dan/atau———

penambahan dan/atau penggantiannya yang mungkin—

4. apabila baerdasarkan peraturan perundang-undangan-—
yang berlaku atau kemudian berlaku, NASABAH tidak
dapat/atau tidak berhak menjadl NASQBAH;—ﬁ

5 . NASABAH dinyatakan dalam keadaan pailit, ditaruh-

dibawah pengampuan, dibubarkan, insolvensi dapn——=—

7. apabila karena sesuatu sebab Akad ini dan/atau——-
beserta akad turunannyd dan/atau sebaglan atau-—-

seluruh AKta Jaminan dinyatakan batal berdasarkan
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« . - - - [
T » (S

melalui pelelangan dxmuka umum, maka NASABAH dan-—

7 v o0 ¥

BQNK berjanji ‘dan dengdn ini mengxkatkdn gxrx————

untuk mener;ma harga yvang Ler;adx aeLeldh ———————

dikurangi biaya—biaya sebagax harga jual barang--—

jaminan.
3 aApabila penjualan barang jaminan dilakukan-————--
dibawah tangan maka NASABAH dan BAHK sepakat,———-
harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh——-
BANK denaan harga yang wajib menurut harga pasar-
ket ika barang jaminan dijual .——=r-—————————-—=-
4. Jika hasil penjualan barang jamiman tidak--———— =
mencukupi untuk mrembayar hutang NASABAH kepada——
BANK , maka NASABAH.berjanji dan dengan ini--—————-
" mengikatkan difi‘untuk tetap bertanggung jawab——- ;
melunasi siéa hutnagnyaryang belum dibayvar sampal
dengan lunas, dan sebaliknya apabila hasil-———-—
penjualan barang ujamlnan melebihli jumlah hutang-
atau sisa hutang NASABAH kepada BANK, maka BANK-—
berjanji dan dengan inl mengikatkan dicri untuk-—--
meaveasiidn = ———F S g P T e e
e R, QT Paéal iO ————————————— e
——————————————— PENGAKUAN DAN JAMINAN ——.-*h-*--*——-—--——a
NASABAH dengan ini menyatakan mengakul Kepada BANK, -

sebagaimana BANK menarima pernyataan pengakuan
NASABAH terssebut, bahwa:-—-————-—-—---———-———-=ommmT
a. NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk———-
manandatanaani Akad ini dan seluruh dokumen yang-
menyertainya serta telah memperoleh izin-izin———-

yang diperlukan untuk menjalankan usahanya.—-—-——

b_ NASABAH menjamin, bahwa segala dokKumen dan akta—-
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bahwa.selama_ma$aiperjalapnya akad iqi_dan/gtauﬁﬁqu
turunan lainnya dari fasilitas pembiayaan Line————"~
Facility ini, kecuali setalah mendapatkan-—————""""7""
parsetujuan tertulis dari BANK, NASABAH tidak akan-—
melakukan sebagian atau seluruhnya dari perbuatan———
parbuatan sebagai berikut (“Negative Convenant”™ ):z—-
1. Melakukan penjualan. amentransfer dan menjamin-—="

kKeKayaan (aset) perseroan yang telah dijanjikan—-—

! /. S7 2w 1IN e
2= Mangadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan———-""

agenda dan keputusanny adalah untuk mengubah-————

X .

status Perseeroqn,.anggaran dasar, susunan-—-—TT7T"

pengurus darn modal dan/atau membubarkan ——————————

=z Mengeluarkan pernydtaan berhutang dalam bentuk-———

pinjaman, penyewaan dan/atau garansi kepads pihak

40 Helunasi hutang Perseroan epada para pemegang ="

caham Perseroan dan/atau membayar deviden;————"77
5 HMenjaminkan atau wmenjusl atau mambgpani deangan——"

kewa] iban atas sqlqrthaﬁag %gbagign asget-———T""

perseroan. termasul pada pendapat yang telah———"=7
dan/atau akan diterima Perseroans=———"="""T"TTTT
Meminta pemblayaan baru atau tambahan darl BANK——

atau lembaga penblayddn lainnya untuk proyek yand

cama Lanpa jzin atau mengakuisisi/atdu

pengambilalihan perusahaan i W 1

g. Meminta dinyatakan pailit kepada pihak-————"77777

»
- _...__.._-___.___.,.__..__..F._._.._.-.._.____._._.._._._....__..___..._..—__.

yvang berwaenangs;

Manghapuskan piutang.
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sebagai berikut:
1. Melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap—----
barang maupun jaminan, serta pembukuan atau-=——--
catatan pada setiap saat selama berlangsungnya---
Akad ini, dan kepada wakil BANK tersebut diberi--

hak wntuk membuat fotocopy dari pembukuan dan----

2-_Menugaskan konsultan dan/atau akuntan publik--—--
dan/atau pihak-pitak lain untuk melakukan hal—hal
yang dianggap perlu oleh BANK, antara lain-——--——-

melakukan pengaw&san dan membeat laporafi~————-———-—

penggunaan pembliayaan;—————
3. Gpabilla dianggap_perlu disebabkan suatu-————————-
pertimbangan resiko yang dipikul, BANK bérhak-——-
untuk -melakukan tindakan iain yang diangygap-—-- =

perlu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada

—Untuk hal=hal tersebut diztas, BANK mendapat kuasa-
dain wewenang Khusus  untuk melakukan negosiasi/atau
perundingan dengan pihak~pihak vang didnagap perlu,-—

termasuk menetapkan biayanya yang menjadi

————————————— PENYELESAIAN PERSELISIHAN ——————==—===
. —aApablla terj;hi perbedaan pendapat dalam maemahaml——
atau menafsirkan bagian-bagian dari isi Akad ini——-
atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad——-—
ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk-———-

menyelesalkan secard musyawarah dan mufakat,—--—-—-———- '

—apabila usaha menyesuaikan perbedaanipendapat atau—
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—Pararpihak-menyatakan'deng&ﬂ-ini-mEHjamin &,
kebenaran identitas-masing-masing sesual tanda-—
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan—-
menyatakan bertanggung jawab sapenuhnya atas hal----
tersebut dan selanjutnyﬁ para pihak juga menyatakan-
telah mengerti serta memahami isi Akta ini.——-————-
—pada akhirnya para penghadap bertindak sebagaimana—
tersebut setuiu dan mufakat bahwa segala sesuatu——-—-
dalam AKAD yang tidak turut diubah dengan akta ini——
tetap berlaku sebagaimgna mestiny§ bagi para pihak,-
dan akta ini merupakéﬁ'bagian yarfg tidak terpisahkan
daciNKORes  —~— W ———— el
-Mengenai Addendum ini dan segala akibat serta-——————
pelaksanaannya, NASABAH dan BA&K sepakat untuk-——--—-
memilih domisili huKua yang tetap dan seunumnya pada
Kantor BADAN ARBITRASE SYARTAH NASIONAL {(BASYARNAS).
_akta ini diselesaikan pada Fans 15 .38WWIEB ————-———

(limabelas lewat tigapuluh lima menit) Waktu —-—————-—

identitasnya.
—penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-—————-
kebenaran identitasnya sesuai tanda pengenal yang——-—
disampaikan Kepada saya, Notaris dan bertanggung--—-—
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya—-—
penghadap menyatakan telah mengerti dan memahamli isi
gkta inl . ——m————sssmmmm s e
—————————————— DEMIKIANLAH AKTA INI. ————————————""—
—Dibuat sebagail minuta dan dilangsungkan di Jakarta,

pada haci dan tanggal seperti tersebut pada baglan -
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ADDENDUM PERPANJANGAN
AKAD PEMBIAYAAN AI-MURABAHAH
No. 11/146/ADD-MRBH/X/2009

BISMILLAHIRRAHMAANNIRAHIIM

‘Dan ALLAH SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
(Surat Al-Bagarah 2 : 275 )

“Hai orang-orang beriman, janganlah kami makan harta
sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan
yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (Surat An-Nisaa'd : 29)

Addendum Perpanjangan Akad Pembiayaan al-Murabahah (selanjutnya disebut
“Addendum”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2009, oleh

* dan antara pihak-pihak:

1. PTw PSS, beriedudukan dan berkantor e
: ya

No. 5, ng dalam hal ini diwakili oleh 4 ENERY: sclaku Kepala Divisi
Pembiayaan Korporasi & Investasi, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama

(untuk selanjutnya disebut “BANK").

2. PT80S w@lpagp: berkedudukan

dalam hal ini diwakili oleh - selaku Direktur Utama dari dan ole}';
karemanya sah bertindak untuk dan atas nama PT untuk selanjutnya
disebut “NASABAH".

Para pihak masing-masing bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas, menerangkan
terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

I Bahwa berdasarkan Addendum Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (Line
Facility) dalam bentuk al-Murabahah No. 50 tgl 18 April 2007 telah memperoleh Limit
fasilitas pembiayaan dari BANK sebesar USD9,054,000.00 (sembilan juta lima puluh

empat ribu US dollar)

Il.  Berdasarkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan No. 9/018-3/SP3/DPB 1 tgl 2
Maret 2007 dan Surat Persetujuan Pencairan No.9/081-3/SP/DPB 1 tgl 12 Juni 2007
nasabah memperoleh fasilitas pembiayaan sebesar USD2,500,000.00 (dua juta lima
ratus juta US dollar), dengan jangka waktu s/d 4 April 2009.

lll.  Fasilitas Al Murabahah NASABAH Loan No. V0000272 jatuh tempo pada tanggal 20
April 2009, dan NASABAH telah mengajukan permohonan penundaan sisa
pembayaran pokok USD962,305.41 fasilitas pembiayaan AL-Murabahah berdasarkan
surat No. 00102/LM-GENM/BBM/X/08 tanggal 27 Oktober 2008.

IV. Bahwa berdasarkan surat @ik tertanggal 31 Oktober 2008 No. 10/224A-3/SP/DKI

- yang -ditujukan kepada NASABAH perihal Surat Persetujuan Penundaan Pokok
Fasilitas Pembiayaan dan atas kesepaka‘tan kedua belah pihak telah

disetujui untuk merubah jangka waktu pembiayaan.
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V. Bahwa berdasarkan surat Nasabah tertanggal 23 Oktober 2009 No. 0087/22LM-
GEN/BBM/X/2009 perihal permohonan restrukturisasi kredit.

VI. Selanjutnya para pihak yang bertindak masing-masing dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini mengadakan perubahan

terhadap Pasal 4, sebagai berikut:

PASAL 4
JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar sisa utangnya yaitu
sehesar USD944,236.72 (sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh
enam 72/100 US dollar) kepada BANK sebagaimana tersebut dengan cara mengangsur
tiap bulan selama 2 (dua) bulan, yaitu terhitung sejak tanggal 20 November 2009 s/d 20
Desember 2009 dengan membaya@perpanjangan selama 2 (dua) bulan terhitung
mulai tgl 20 November 2009 s/d 20 Desember 2009. 7

- Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali Pembiayaan jatuh bertepatan dengan bukan
pada hari kerja BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk
melakukan pembayaran pada hari pertama BANK bekerja kembali.

- Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh NASABAH kepada BANK, maka
NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar biaya administrasi
pada BANK sebesar 0,00069 (enam puluh sembilan per-seratus ribu) dari angsuran
pokok pembiayaan tertunggak untuk tiap-tiap hari keterlambatan, terhitung sejak saat
kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal dilaksanakannya

pembayaran kembali.

- Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam Akad Pembiayaan
Al-Murabahah No. 50 tertangogal 18 April 2007, Surat Penegasan Persetujuan
Pembiayaan No. 9/018-3/SP3/DPB 1 tgl 2 Maret 2007 dan Surat Persetujuan Pencairan
No.9/081-3/SP/DPB 1 tgl 12 Juni 2007 tersebut tetap berlaku sepanjang tidak diubah,

ditambah atau dibatalkan dengan Addendum ini.

ditanda tangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada awal addendum perjanjian
ini.
N

b AP ST Sty

Demikian Addendum ini dibuat rangkap 2 (dua), dengan aslinya bermaterai cukup dan

Kepala Divisi
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